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Nama 
Program Studi 
Judul 

ABSTRAK 

: Annisa Shafira(NPM 0706!77293) 
: Magister Kenotariatan 
:Indonesian Bankers Bye-Laws and Regulation Dalam Pelaksanaan 
Bank Indonesia- Real Time Oro'~ Settlement (BI-RTGS) 

Dalam rangka men:ingkatkan sistem pembayaran nasional~ Bank Indonesia 
menerapkan suatu peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh paserta Bl-RTGS 
dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem BI-RTGS, yang dikenal dengan nama 
Indonesian Bankers Bye-Laws And Regulation atau 1ebih dikenal sebagai Bye-Laws. 
Pennasalahan yang dapat diajukan adalah mengenai kendala-kendala dalanl 
melakukan penyeragaman hak dan kewajiban bank-bank peserta Bl-RTGS melalui 
Bye-Laws dan bagaimanakah Bye-Laws memberikan perlindungan hukum bagi 
nasabah pangguna sistem BI-RTGS. Metnde panelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian norrnatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. 
Dari basil penelitian dapat diketahui, bahwa Bank Indonesia selain menggunakan 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 Sistem Bank Indonesia Rea/ Time 
Gross Settlement, juga menggunakan Sura! Edaran Nomor 10/10/DASP tanggal 5 
Maret 2008 Perihal Transaksi Melalui Sistern Bank Indonesia Real Time Gross 
Setrlemenl dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS dan 
paraturan perbankan lahmya yang berkaitan dengan sistem BI-RTGS ini. Bahwa 
dalam sistem ini masih ditemukan kendala-kendala, yaitu: Gridlock, kegagalan 
pembayaran, kendala yang berkaitan dengan ala! bukti elek:tronik, resiko transaksi 
dan resiko suku bunga. Dan Bye-Laws memberikan per!indungan kepada nasabab 
muJaJ dart instruksi transfer; penyampaian dana kepada nasabah peserta penerima; 
pengumuman biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui sistem 
Bl~RTGS; hingga tata cara penghltungan bunga dan kompensasi. Dirnana secara jelas 
dinyatakan disetiap au1mn ini mengenai pertanggung jawaban bank peserta Bl-RTGS 
kepada nasabah penggunanya. Maka guna mengatasi segala kendala yang ada pada 
sistem ini, hendaknya ditingkatkan pemeriksaan internal dan security audit pada bank 
peserta, penyempumaan dan monitoring terhadap se]uruh komponen sistem BI-RTGS 
balk hardware, software, jaringan komunikasl, power supply dan peningkatan 
kemampuan petugas operasional bank 

Kata Kunci : Sistem Pembayaran, Real Time Gross Settlement, Bye-Laws 
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ABSTRACT 

Name : Annisa Shafll11 (NPM 0706177293) 
Study Program :Magister ofNotruy 
Title : Indonesian Bankers Bye-Laws And Regulation In Implementation Of 

Bank Indonesia- Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) 

In order to improve national payment system, Indonesian Central Bank. Bank 
Indones)a, implement a compulsory rule for all Bl-RTGS participants practicing 
funds transfer through the BI-RTGS system, known as Indonesian Bankers Bye-Laws 
and Regulation or Bye-Laws, Participating banks may propose various constraints in 
making all rights and obligation equal or uniform for all participating banks through 
Bye-Laws and how Bye-Laws provide legal protection for Bl-RTGS customers. The 
research method used was a normative research method in which both primary and 
secondary datas being analyzed qualitatively" The research shown that Bank 
Indonesia, apart from applying the Peraturan Bank Indonesia No. 1016/PBl/2008 
Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, also apphes Surat Edaran No, 
10110/DASP dated March 5, 2008 Perihal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia 
Real Time Gross Settlement in order ro Protect Bl-RTGS Participating Customers and 
other banking regulation related to the BI-RTGS system. The fact that in this system, 
constraints still exist such as gridlocks~ payment failures, problems connected with 
electronic receipts, transaction risks and interest rates risks. ByeMLav..--s provides 
protection for customers starting from transfer instructions~ delivering funds to 
recipient, cost of transfer and customer service hours for transfers using BI-RTGS 
system to procedures of calculating interest and compensation. AJI clearly detined in 
all regulations about participating BI-RTGS banks responsibilities to its customers. 
Maka guna mengatasi segala kendala yang ada pada sistem ini, hendalmya perlu juga 
ditingkatkan pemeriksaan internal dan security audit pada bank peserta, 
penyempumaan dan monitoring lerhadap seluruh komponen sislem BI-RTGS baik 
hardware, software, jaringan komunikasi, power supply dan penJngkatan kemampuan 
petugas operasional hank 

Keywords: 
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1. l"ATAR BELAKANG 

BABl 

PENDAHULUAN 

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pibak yang memiliki 

kelebihan dana dengan pihak·pihak yang memerlakan dana membawa konsekuensi 

pada timbulnya interaksi yang in!ensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan 

nasabab sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dari sisi pihak yang memiliki 

kelebihan dana, interaksi dengan bank teljadi pada saat pihak yang kelebihan dana 

tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentnk giro, tabungan, deposito, 

sementara dari sisi pihak yang memerlakan dana interaksi teljadi pada saat pihak 

yang memerluhan dana ternebut meminjam dana dari bank guna keperluan !ertentu. 

fnteraksi antara bank dengan konsumen pengguna jasa perbankan (selanjutnya 

disebut dengan nasabab) dapat pula mengambil bentnk lain pada saat nasabah 

melakulmn transaksi jasa perbankan selain penyimpanan dan peminjaman dana. 

Bentuk transaksi lain tersebul seperti misalnya jasa transfer dana, inkaso, maupun 

safe deposit. Dalam perkembangannya, nasabab pun dapat memanfaatkan jasa bank 

untuk mendapatkan prodnk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi 

yang dikaitkan dengan prodnk bank ( bancassurance) dan reksadana. 1 

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiab adalab tujuan Bank Indonesia sebagaimana 

diamanatkan Undang-Undang No. 23 tabun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk 

menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan penge!olaan akan 

kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelanearan SPN ini juga perlu 

didukung oleh infrastrnktur yang baodal (robust). Jadi, setrulkin lancar dan hadal 

SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bers.ifat time 

: .. nisampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasiona!. Jakarta.J6 Juni 2006, 
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critical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar rnaka muaranya ada\ah stabihtas nilai 

tukar.2 

Bank Indonesia adalah lembaga yang mengalur dan menjaga kelancaran SPN. 

Sebagai otorltas moneter~ bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan 

kebijakan SPN. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki kewenangan memberikan 

persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (oversight) atas SPN. Selain 

itu masih ada tugas Bank Indonesia dalam SPN, misalnya, peran sebagai 

penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. 

Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan 

mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. Bank Indonesia juga berhak 

mencabut, menarik hingga mernusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari 

peredaran. 

Berbekal kewenangan itu,Bank Indonesia pun menetapkan sejumlah kebijakan 

dari komponen SPN ini. Misalnya. alat pembayarnn apa yang boleh dipergunakan di 

Indonesia, Bank Indonesia juga menentukan standar alat~alat pembayaran tadi serta 

pihak-pihak yang dapat menerbitkan danlatau rnemproses alat-alat pembayaran 

tersebut. Bank Indonesia juga berbak menetapkan lembaga-lembage yang dapat 

menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh) ststem kliring atau transfer 

dana, baik suatu sis tern utuh atau_ hanya bagian dari sistem saja. Bank sentraJ juga 

memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem 

sel/lemenl. Pada akhirnya Bank lndonesia juga menetapkan kebijakan terk.ait 

pengendalian resiko. efisiensi serta tata kelola (governance) SPN. 

Di sisi a1at pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga 

yang berwenang untak mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, 

menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran Bank 

Indonesia dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang~ Bank: Indonesia senantiasa 

berupaya untak dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalarn 

nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, !<:pat waktu, dan dalarn kondisi yang 

:_undang-Undang N9.mor 23 Iahun 1299 tent~+ng Bank lJ:l!Jonesia sebaaaim~ah diubah 
~engan Undang~Undang Nomor l Tatum 2004, Pa§.l!Ll. 
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layak edar (clean money policy). Untuk mewujudkan clean money policy tersehut. 

pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai 

dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sarnpal 

dengan pemusnahan uang, 

Dalam era perekonomian modem saat ini yang nyaris tanpa batas (borderless), 

bank sentral diberbagai negara mulai menarub perhatian yang sangat besar terhadap 

perkembangan sistem pembayaran balk tunai maupun non-tunal. Concern tersebut 

didasarkan peda beberapa alasan pokok: pertarna, ruang lingkup tugas sistem 

pemhayaran menjadi semakin luas baik dalam pelayanan operasional, pengawasan 

maupun dalam pengembangan. Kedua, adanya potensi resiko sistemik dalam sistem 

pembayaran yang dapet menimbulkan risiko reputasi yang berimplikasi pada 

teijadinya social cost yang tinggi apabila terjadi. Ketiga, sistem pemhayaran yang 

aman dan lancar terbukti dapat mendukung pilar tugas bank sentral lainnya yaitu 

dalam upaya mendptakan kestabi)an sistem keuangan dan mendukung efektifitas 

kebijakan moneter? 

· Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

kewmgan dan parekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah 

restrukturisasi perbankan yang komperhensif. Langkah ini mutlak diperlnkan guna 

memfungsilran kembali perbankan sehagai lemhaga perantara yang akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi, disamping sekallgus meningkatkan efektifitas peiaksanaan 

kebijakan moneter. 

Restrukterisasi perhankan tersebut dilakukan melalui upaya memulibkan 

kepercayaan masyarakat. program rek:apitallsasi, prQgram restrukturisasi kredit, 

penyempumaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank. 

Efisiensi sistem keuangan juga dapat meningkatakan kepercayaan publik, karena 

faktor keamanan dan kestabilan merupakan fuktor penting dalam perekonomian suatu 

negara, dan selanjutnya, fuktor keamanan dan kestabilan sistem keuangan sangat 

tergantung dengan kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran. 

lillJ?;l!_www. b_igo ld!l-.1Vrdonly~:~706331'3.B-713 .t\::41 AF ~BBB4EE§.4EA56CFQJnS50/ 
LTSP.:l.QQi~ 
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Di negara-negara yang telah memiliki sistern keuangan modem, transaksl 

pembayarannya dilakukan dcngan berbagai instrumen pembayaran, berupa uang tunai 

ataupun uang non tunai (seperti giralisasi, kartu kredit, dan pengguna jasa transfer 

dana antar bank). 

Para pelaku pembayaran terutama yang bergerak dalarn bidang bisnis, 

menghendaki kepastian yang menyangknt waktu penerimaan ataupun pengeluaran. 

Muarn dari kepastian pelaksanaan transaksi pembayaran tersebut terletak pada 

bagaimana transaksi pembayaran itu dilaknkan dan bagaimana penyelesaian akhir 

(settlement) apabila transaksi tersebut dilakukan antar bank. 

Penyelesaian suatu sistem pembayaran yang aman, efisien, cepat dan handal 

merupakan tanggung jawab dan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran. Tugas ini menjadi sangat panting mengingat efisiensi 

transaksi-transaksi dalarn suatu perekonomian yang modem akan sangat dipengarubi 

oleh efisiensi dari suatu sistem pembayaran.. Dapat dikemukakan bahwa pada 

dasarnya sistem pembayaran tersedia melalui berbagai pelayanan yang dibarikan oleh 

bank-bank komersial serta melalui inftastruktur yang ada peda suatu sistem 

perbankan yang terdiri dari bank sentral, bank-bank komersial dan bank syariab. 

Dalam rangka meningkatkan sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia 

Menyadari kelancaran Sistem Pembayaran Nasional yang bersifat penting secara 

sistem (systemically important). bank sentral memandang perlu menyelenggarak:an 

program transfer dana elektronik secara Real Time, program transfer dana elektronik 

ini disebut juga sistem Bank Indonesia- Real Time Gross Seu/emenl (BI-RTGS) yang 

dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Slstem ini diterapkan sebagai pengganti sistem 

kliring yang dulunya dilakukan secara manual. RTGS dibuat sedemikian rupa 

sehingga semua kagiatan kliring dapat dilakukan melalui komputer. Transakai dengan 

Bl-RTGS ini dilakukan tanpa kertas atau paperless dan tidak harus dilaknkan secara 

face to face sehingga pembayaran dapat dilaknkan lebih cepat, efisien dan kapan saja. 

Terciptanya mekanisme transfer dana antar bank dalarn jumlab besar dan seketika 

antar bank-bank dengan Bank Indonesia ini lebih dikenal dengan nama Bl-RTGS. 

Universitas Indonesia 

Indonesian Bankers..., Annisa Shafira, FH UI, 2009



5 

Secara umum transaksi sistern pembayaran non tunai selama tahun 2004 

menunjukkan perkernbangan yang positif, baik dari segi nilai transaksi maupun 

volume transaksL Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya voJume transaksi 

pembayaran yang dikategorikan sebagai system pembayaran bemilai besar (high 

value payment system - HVPS) yang memiliki porsi lebih dan 95% dan total 

transaksi pembayaran yang dilakukan antar bank. Transaksi HVPS pada umumnya 

berasal dan transaksi antar bank balk dalam transaksi pasar uang antar bank (PUAB) 

maupun dalarn bentuk foreign exchange (Forex) serta transaksi sehubungan dengan 

pombayaran pajak kepada pomerintah. Transaksi HVPS tersebut sebagian besar di 

settled melalui sistern BI- RTGS yaitu mekanisme penyelesaian akbir transaksi 

pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifut real time. Penerapan RTGS 

terbukti marnpu mengurangi resiko (credit exposure) dalarn sistem pembayaran 

karena dengan penerapan sistern ini Bank Indonesia tidak lagi menanggung 

kewajiban terhadap saldo debit atau overdraft sebagaimana terjadi dalam sistem 

kliring (nerting). Selain itu meksnisme settlement melalui sistem RTGS bersifat 

credit transfer dan berlaku prinsip "no money no game"', menuntut perbankan untuk 

mengelola likuiditasnya secara lebih baik. Pemindahan dana dengan sistem RTGS 

bersifat real time (seketika) dan didukung oleh aplikasi yang relatif aman sehingga 

dapat mengurangi timbulnya float dalam sistem pembayaran. Seiring dengan 

kemajuan teknologi dan meningkatnya tuntutan perbankan terhadap transfer dana 

yang cepat dan aman, perkernbangan jumlah bank peserta Sistem BI-RTGS 

mengalami peningka!an yang cukup signifikan. Pada saat sistem ini mulai 

diimplernentasikan tahun 2000 jumlah peserta RTGS hanya 75 bank, namun pada 

tahun 2004 jumlah peserta meningkat menjadi 266 peserta yang terdiri dari Bank 

Indonesia, perbankan, dan lembaga bukan bank. 4 

4 .brtp:ln4.q.,;?,l2.&1lHi.!l:!;b/~g_h~_?:ei::llTF~8&r sislem+pembayaran +RTGS&y~search&rd 
= t1&mctil'?Yc'MYDi!1.~fi=yfp+llS&fiUp..:::ll2.&u=www.bi.goJd/NR!rdonlyres/7063333B-713A-41 A 
F-BBB4-:mi64EA56CF0317850/.t:r.~~ZQ_Q4_,p_dJ&...v=sistem+Qembayaran+rtgs+rtgo/o27s&d~bsBr7Q-Y 
S $Qh&icp''')&.intl9!! 
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Sistem RTGS inl merupakan sistem yang direkomendasikan oleh Bank FOr 

Internalional Sell/ement (BIS) dan telah lama diterapkan oleh negara-negara maju. 

Selain itu, implementasi sistem R TGS dapat rnengakomodasikan kepentingan Bank 

Indonesia untuk menurunkan resiko dalam sistem pembayaran khususnya yang 

selama tni teJjadi pada sistem kJiring dengan metode multi)ateral neuing. 

Kelanearan pelaksanaan sistem Bl-RTGS ini sangatlah tergantung kepada 

perilaku antara pesenta Bl-RTGS yang dalam hal ini sebagian besar adalah bank-bank 

umum komersial. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan yang terkait 

dengan pelaksanaan sistem BI-RTGS khususnya yang mengatur hak dan kewajiban 

antara Bank Indonesia sebagai penyelenggara dan bank-bank umum komersial 

sebagai peserta. Namun disisi lain, Bank Indonesia tidak dapat mengatur lebih jauh 

perilaku masing-masing bank pesenta sistem BI-RTGS agar diperoleh keseragaman 

dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem BI-RTGS. 

Bersamaan dengan penerapan sistem BI-RTGS pada tanggal 11 Maret 20045 

sebagaimana yang Ielah diuraikan, maka asosiasi-asosiasi perbankan yang terdiri dari 

Himpunan Bank Pemerintah (HIMBARA), Persatuan Bank Umum Nasional 

(PERBANAS), Asosiasi Bank Asing dan Asosiasi Bank Campuran senta Asosiasi 

Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) telah menyusun suatu pemturan yang 

wa,jib dipatuhi oleh seluruh pesenta BI-RTGS dalam pelaksanaan transfer dana 

melalui sistem BI-RTGS, yang dikenal dengan nama Indonesian Bankers Bye-Laws 

And &gulation atau lebih dikenal sebagai Bye-Laws. 

Bye-Laws tersebut adalah kesepakstan tertulis yang dibuat oleh bank-bank peserta 

sistem BI-RTGS sendiri, dalam rangka mencapai keseragaman praktek perbankan 

dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembayaran interbank diantara bank peserta BI­

RTGS. Ketentuan ini diterapkan untuk seluruh aktivitas pembayaran, dimana 

rangkaian pembayaran tersebut dapat dimulai dari originator dan berakhir pada 

ultimate beneficiary. Bank Indonesia sendiri dapat sebagai peserta maupun provider 

sistem Bl-RTGS, tetapi Bank Indonesia dikecuabkan dari Bl-RTGS. 

' BI~RTGS dlperkenaJkan PIJ.d.IJ. tanggal 17 November 2~000 dj Jakarta dan diterapk_tl,~ 
~ 
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Ketentuan kewajiban untuk membuat Bye-Laws bagi para bank peserta adalah 

salah satu ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam membenkan 

perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa bank di dalam penggunaan sistem 

Bl-RTGS. Hal ini dikarenakan perlindungan hukum dalarn transaksi perbankan 

merupakan bal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat 

terlindungi. 

Bye-Laws diterapkan untuk seluruh pembeyaran antar bank melalui sistem BI­

RTGS, baik yang dilakukan oleh bank atas nama bank sendiri maupun oleh bank atas 

nama nasabah. Pasal-pasal rertentu dalam Bye-Laws dapat saja tidak diterapkan 

apabila bank-bank terkait dalam suatu pembayaran atau transaksi tertentu bersepakat 

untuk membuat perjanjian bilateral, akan tetapi perjanjian bilatend tersebut tidak 

dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalarn Bye-Laws 

sedemikian rupa sehlngga akan mengakibetkan kerugian pada pihak-pibek lain yang 

terkait dengan pembayaran tersebut. 

Seperti yang Ielah diuraikan bahwa Bye-Laws adalah merupakan suatu 

kesepakatan tertulis yang dibuat antara peserta-peserta RTGS dalam mengatur 

mengenai bak dan kawajiban dalam mengikuti penyelenggaraan sistem RTGS. 

Sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan tertulis terSebut dapat diartikan sebagai 

suatu peijanjian, maka berdasarkan hal itu peratunm Bye-Laws terSebut tidak dapat 

lepas dari ketentuan KUHPerdata. 

Bye-Laws merupakan bentuk kesepakatan yang bebas dibuat oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang· 

undangan. kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. 

Bentuk dari Bye-Laws adalah berupa satu kesepakatan di bawah tangan dan tidak 

perlu dibuat dihadapan Pejabel Umum sebagai suatu akta otentik. Bye-Laws itu 

sendiri pengaturannya diserahkan kepada pibek-pihak yang berkepentingan dimana 

hal ini merupakan bagian dan perjanjian mereka. 
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Bye-Laws juga mengatur mengenai cara penyelesaian sengketa yang terjadi antara 

para peserta. Dirnana penyelesaian sengketa dilakukan melalui Komite Bye-Laws. 

Akan tetapi ketetapan Bye-Laws tersebut tidak mernpunyai kekuatan mengikat 

secara publik yang dapat dipaksakan pelaksanaannya kepada semua orang, hanya 

mengikat para pihak yang mengadakannya. 

Didasarkan atas keinginan untuk rnelakukan pendala.rnan permasalahan mengenai 

Bye-Laws ini, maka penulis memilih judul tesis: 

"INDONESIAN BANKERS BYE-LAWS AND REGULATION DALAM 

l'ELAKSANAAN BANK INDONESIA- REAL TIME GROSS SETTLEMENT 

(J!I-RTGS)" 

2. POKOK PERMASALAHAN 

Berdasarkan Jatar belakang mengenai peratu.mn yang wajib dipatuhi oleh seluruh 

peserta BI-RTGS dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem Bl-RTGS, yang 

dikenal dengan nama Indonesian Bankers Bye-Laws And Regulation atau lebih 

dikenal sebagai Bye-Laws, maka dapet dikemukakan mengenai pokok permasalahan 

dala.rn hal-hal yang berkaitan dengan Bye-Laws, yaitu: 

1. Adakah kendala-kendala dalam melakukan penyeraga.rnan hak dan kewajiban 

bauk-bank peserta BI-RTGS melalui Bye-Laws? 

2. Bagaimanakah Bye-Laws mernberikan perlindungan hukum bagi nasabah 

pengguna sistern BT-RTGS? 

3. METODE PENELITIAN 

Dalam pene!itian ini akan dibahas mengenai peranan peijanjian Bye-Laws dalam 

suatu alat pembayaran yang dikenal dengan nama BI-RTGS. Untuk mengetahui 

peranan dari perjanjian Bye-Laws tersebut dilakukan pene!itian hukum norrnatif yang 

meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder. yang mencakup bahan hukum ptimer, 

sekunder dan tertier. 
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c.) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia MenJadi Undang-Undang; 

d.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infonnasi dan 

Transaksi Elektronik; 

e.) Peraturan Bank Indonesia Nomor!0/6/PBI/2008 Sistem Bank 

Indonesia Real Time Gross Seulement. 

2.) Bahan Hnkum Sekunder 

Y aitu bahan hnkum yang menjelaskan bahan hukurn pnmer. Bahan 

hnkum sekunder digunakan sebagai landasan teoritis yang dapat 

memberikan penjelasan mengenai masalah yang akan diteliti. Pada 

penelitian ini yang digunakan adalah bnku-bnku, artikel-artikel internet 

yang berhubungan dengan perjanjian Bye-Laws dan Bl-RTGS. 

3.) Bahan Hnkum Tertier 

Yaitu bahan hnkum yang mernberikan petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder seperti definisi dan istilah hnkum. 

Bahan hukum terrier dapat juga menjadikan sebagai bahan referensi yang 

dapat dipero!eh dsti kamus dan esiklopedia. 

c. Untuk menunjang penelitian ini maka penulis rnelakukan wawancara dengan 

Bapak R Y dan Bapak E.H selaku pejabat di Bank Indonesia bagian 

Direktorat PSPN. 

4. SISTEMA TIKA PENULISAN 

BABI :PENDAHULUAN 

Memuat mengenai latar belakang, pokok permasalahan, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB U : PENERAPAN BYE-LAWS DALAM SISTEM BI-RTGS 

Dalam bab ini dianalisis mengenai kendala-kendala dalam melakukan 

penyeragaman hak dan kewajiban bank-bank peserta BI-RTGS melalui Bye-Laws 

dan bagaimana Bye-Laws memberikan perlindungan hukum bagi nasabah 

pengguna sistem BI-RTGS. 

BAB ill : Kl\:SIMPULAN DAN SARAN 

Pacta bagian ini akan memuat kesimpulan dari keseluruhan penulisan 

dan akan diuraikan pula saran-safl!ll yang terkait dengan permasalahan tersebut. 
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BABll 

PENERAPAN BYE-LAWS DALAM SlSTEM Bl-RTGS 

I. PERKEMBANGAN SlSTEM PEMBA YARAN 

1.1 Sejarah Sistem Pembayaran 

Seperti yang sudah diketahui sistem pembayaran adalah suatu sistem yang 

mencakup seperangkat aturnn, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk 

me!aksanakWI pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yaag timbul 

dari suatu kegiatan ekonomi6 

Hal ini tidak ter!epas dari peran lembaga perbankan dari sudut pandang 

yuridis., sebagai pihak yang dapat se<lam langsung memfasilitasi transfer dana 

an tar pibak, 7 Seperti halnya lembaga perbankan tidak bisa terlepas dalam sistem 

pembayaran BI-RTGS ini 

Jauh sebelum ditemukannya sistem pembayamn BI-RTGS, yaitu pada masa 

sebelum diketemukannya uang, transaksi yang dilakukWI adalah dengan cara 

barter, yaitu dilakukWI dengan tukar menukar barang atau komoditi seeara 

Jangsung oleh masing-masing pihak atas kebutuhannya Pada sistem pembayaran 

melalui earn barter ini, belum ada satuan nilai sebagai alat pengukur barWlg/jasa, 

sehingga orang mengukur suatu barang dengan barang lainnya. Tetapi cara ini 

akhimya dianggap tidak efisien, karena timbul kelemahan-kelemahan dalam 

perdagangan dengan sistem barter ini, yang antara lain adalah sebagai berikut:8 

6 Undang-Undang Nomor 23 'fahun 1999 sebagaimana telah diubah doogan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004, Pasal l butir 6, 

7 Antat pihak yang dimaksudkan dapat berupa pibakantara indlvldu dengan individu lainnya, 
individu dengan badan hukum dan badan bukum dengan badan hukum lainnya. 

~ Sadono Sukrino, Ekonomi Pembang;unan, haL 6-10. 
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a. Sulit mencari orang yang memiliki barang yang dibutuhkan, dan 

berkeinginan menukarkan sebagian barangnya. dengan barang yang 

dltawarkan; 

b. Setiap orang mempunyai ide yang berbeda terhadap nilai barang yang 

akan dipertukarkan, dibandingkan dengan barang lainnya; 

c. Nilai suatu barang yang dipertukarkan belum tentu mencerminkan nilai 

sebenarnyaj serta belum tentu sesuai nilainya dengan barang yang 

diperoleh sehagai imbalan alliS barang yang dipertnkarkan. 

Perkembangan selanjutnya ketika orang mulai menggunakan apa yang disebut 

uang kartal sebagai alat pembayaran. Dalam perkembangannya penggunaan uang 

kartal dalam sistem pembayaran Ielah mengalarni evolusi dari bentuk yang paling 

sederhana ke bentuk yang lebih maju. Awalnya digunakan uang dalam bentuk 

kerang dan batu-batuan lalu diganti dengan lempengan logam dan logam mulia, 

untuk kemudian berubah lagi menjadi bentuk yang dianggap paling efisien yaitu 

uang kertas dan uang logam. 

Penggunaan uang kartal dalam sistem pembayaran memiliki kelebihan, yaitu:9 

a. Memenuhi fungsi sebagai alat tukar, alat ukur (satuan nilai) dan 

penyimpan nilai; 

b. Memiliki kepestian yaitu dana tersedia peda saat itu juga. 

Penggunaan uang kartal juga memiliki beberapa kelemaban, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Untnk melakukan pernbayaran dalarn jum!ah besar menjadi tidak praktis . 

dan merepotkan; 

b. Masalab faktor keamanan, dimana orang merasa tidak aman bila 

membawa sejumlah uang tunai dalam jumlah yang san gat besar. 

Dari basil pernikiran manusia dalam upaya mengatasi kelemahan-kelemahan 

yang ada dalam pemakaian uang kartal, maka terciptalah sisll>m pembayaran yang 

dilakukan dengan uang girat yang memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut: w 

!i Hermansyah. Hukum Perba.nk!!}J Nasional Indonesi!l., hal, 230. 
10 Jlt.id., bat 232. 
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a. Alat pembayaran dalam bentuk warkat yang berisikan 

instruksi/pembayaran atas beban rekening si pemberf perintah; 

b. Lebih praktis. karena tidak pertu untuk mernbawa uang secara tunal, 

cukup membuka rekening di giro bank; 

c. Bentuk yang dikenal di Indonesia adalah cek dan bilyet giro 

d. Mekanisme penyelesaian transaksi dilakukan antara: 

1.) individu dengan bank; 

2.) bank dengan bank secara langsung; atau 

3.) bank dengan bank melalui kliring. 

Perkembangan lebih lanjut dalam rangka kepraktisan dari sistem pernbayaran 

yang dipakai adalab penggunaan sistem pembayaran berbasis pada kartu (card 

based payment). Sistem pembayaran ini terbagi menjadi: 

a. Kartu debet, dengan clri-ciri: 11 

I.) Ada saat melakukan transaksi rekening pemegang kartu langsung 

didebetldikurangi; 

2.) Dalarn melakukan transaksi diperlukan proses otorisasi (on-line}. 

b. Kartu kreditdengan clri-ciri:1z 

!.) Bank penerbit memberikan kredit kepada pemegang kartu sampai 

dengan batas kredit (plafon) tertentu; 

2.) Pernbayaran oleh pemegang kartu dilakukan kemudian setelah jangka 

waktu tertentu; 

3.) Dalam melakukan transaksi diperlukan proses otorisasi. 

Sejalan dengan berlakunya sistem pembayaran yang berbasis kartu dikenal 

pula electronic money (E-Money) yang didefinisikan sebagai produk stored-value 

a tau pre-paid dlmana sejumlah nilai uang at au dana (monetary value) disimpan 

secara elektronik dalam suatu peralatan elekuonis (chips) yang dimiliki 

seseorang. Nilai elektronis ini dapat diperoleh seseorang dengan menukarkan 

sejumlah uang tunai atau dapat diperoleh seseorang dengan menukarkan sejumlab 

11 Mwiir Fuady, Op:ClL haL 27 dan 360. 
12 Ibid. 
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uang tunai atau denglln pendebitan rekeningllya di bank untuk kemudian disimpan 

dalam peralatan elektronis miliknya tersebut. Dengan peralatan tersebut, 

pemiliknya dapat melakukan pembayaran atau menerima pembayanm, dan nilai 

elektronis yang tersimpan itu akan berkurnng pada saat dipergunakan melakukan 

transnksi pembayaran alau bertambah apabila menerima pembayaran atau pada 

saat pengisian kembali. Pemakaian E-Money dimaksudkan untuk berbagai 

keperluan pembayaran, berbeda dengan kebanyakan single pre-paid card yang 

hanya dapet digunakan untuk keperluan tertentu seperti kartu telepon. 13 

1.2 Komponen Slstem Pembayaran 

Disetiap negara terdapat komponen infrastruktur sistem pembayaran yang 

sarna, walaupun komposisinya berbeda-beda, hal ini karena adanya desain sistem 

pembayaran yang berbeda pula. Adapun komponen sistern pembayaran tersebut 

adalah: 

a Kebijakan, merupakan dasar pengembangan sistem pembayaran di suatu 

negara yang menelapkan tujuan dan manfuat ulama sistem pembayaran 

dalam perekonomian, tennasuk juga untuk memaksimalkan penggunaan 

dan manfaat pertukaran nilai antara pelakn ekonomi_ MengiOglll masing­

masing negllra mempunyai sejarah, karakteristik dan kebutuban akan 

sistem pembayaran yang berbeda-beda maka kebijnkan di berbagai negara 

sangat bervariasi; 

b. lnstitusi atau kelembagaan, meliputi berbagai lembaga yang secara 

langsung maupun tidak langsung berperan dan terkait dengan pengllturan, 

pengawasan, pengembangan, penyelengaraan dan penyediaan jasa sistem 

pembayaran lainnya, antara lain Bank Sentral, bank, lembaga keuangan 

non-bank, kantor pos, lernbaga kliring, pasar modal, lembaga penyedia 

jasa jaringan komunikasi, lembaga penerbit kartu kredit dan lain-lain. 

Termasuk dalam hal irri adalah pengaturan peran, wewenang, hak dan 

tanggung jawab masing-masing lembaga tersebut dan lembaga tesebut 

13 Bank Indonesia, Kaji;J.n Mengenai Elelctronik Monev. {Jakarta: Biro PSPN. 2000), hal 4. 
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mempunyai peranan yang berbeda~beda dalam penyelenggaraan sistem 

pembayaran; 

c. Kerangka hukum yang memberikan landasan hukum mengenai ruang 

lingkup dan instrumen pembayaran, hok dan kewajiban peserta 

pembayaran, sanksi, remedi dan aturan hukum lainnya untuk menjamin 

terlaksananya pembayaran secara baik. Mencangknp undang-undang, 

peraturan-peraturan yang terkait dengan sistem pembayaran. Termasuk 

juga aturan main berbagai pibak yang terlibat, misalnya antar bank, antar 

bank dengan nasabah, antar bank dengan Bank Sentral dan lain-lain. 

Tujuan kerangka hukum adalab untuk menjamin adanya aspek legalitas 

dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Ketiadaan perangkat hukum 

tertentu dapat rnengharnbat pengernbangaan suatu sistem pembayaran. 

Sebagai contoh, pada saat ini terdapat kecenderungan penyelenggaraan 

sistem pembayaran secara elektronis. dimana keberadaan sistim ini 

tentunya memerlukan perangkat hukum yang mengatur bukti pembayaran 

elektronis dan arsip elektronis. Apabila tidal<, moka penyelenggaraan 

sistem tersebut bisa menjadi tidok efektif dan efisien; 

d. lnstrumen pembayaran, meliputi berbagai instnunen yang digunakan 

delam pembayaran dimana melekat hok dan kewajiban keuangan yang 

dipikul oleh peserta pembayaran sehubungan dengan pertukaran nilai. 

lnstrumen pembayaran dirnaksud meliputi berbagai media yang digunakan 

dalam pembayaran baik tunai yaitu uang kertas dan uang logam maupun 

uang non tunai (paper based maupun non paper based atau card based), 

seperti cek, bilyet giro, wesel, kartu kredi~ kartu debet, kartu ATM; 

e. lnfrastruktur, meliputi berbagai komponen teknis untuk memproses dan 

melakukan transfer dana seperti message format, sistem komputer 

hardware dan software~ jaringan komunikasi, sistem back-up, disaster 

recavery plan dan lain-lain berkaitan dengan fasilitas sistem pembayaran 

(seperti yang digunokan dalarn sistem pembayaran Bl-RTGS). 

Keberadaan infrastruktur ini sangat menunjang kelancaran penyelengaraan 
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suatu sistem pembayaran. Seiring dengan kemajuan teknologi, tersedia 

berhagai pilihan infrastruktur yang menawarkan berbagai keunggulan baik 

dari segi kecepatan maupun keamanan. Pilihan atas infrastrukstur 

tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing«masing negara da!am 

mengembangkan sistem pembayaran nasionalny~ dan pilihan itu tentunya 

mempunyai implikasi terbadap investasi yang harus dikeluarkan, 

Keseluruhan komponen sistem pembayaran tersebut adalah saling berkaitan 

satu sarna lain, dimana pembabasan satu komponen tidak terlepes dari komponen 

lainnya, Sistem pembayaran terbentuk di masing-masing negara sebagai jawaban 

terbadap kehutuban jasa pembayaran baik domestik maupun internasionat 

Karakteristik yang berbeda pada masing-masing negara menyebabkan setiap 

sistem pembayaran nasional serta komponen-komponennya hersifat unik antara 

satu negara dengan negara lainnya. 

Dalarn sistem atau mekanisme operasional~ pembayaran non*tunai 

memerlukan suatau sistem serta mekanisme operasional tertentu untuk melakukan 

perpindaban dana dari satu pihak ke pibak lainnya. Sistem dan mekanisme 

operasional ini idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan 

perpindahan dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. Sistem 

atau mekanisme operasional yang termasuk dalam komponen ini antara lain 

adalah kliring, sistem transfer antar bank dan settlement. 14 

1.3 Aspek-Aspek Pokok Dalam Sistem Pembayaran 

a. Prinsip Dasar Sistem Pembayaran 

Prinsip-prinsip dasar dalarn pengembangan sistem pembayaran yang telah 

di!etapkan oleh International Monetary Fund (IMF) mengacu pada 

kesempatan negara-negara yang tergabung dalam G-10 (Group of Ten 

Countries). Terdapat 7 prinsip dasar yang ditulis oleh Bruce J. Summers dan 

dijadikan dasar I1\1F untuk menetapkan dasar sistem pembayaran, yaitu: 15 

14 Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking., hat 55~SS. 
u Huala Adolf, Hukum Ekonomi lntemasiona!, haL 91-94. 
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1.) Suatu sistem pembayaran yang berkaitan dengan fungsi uang sebagai 

nilai simpanan (stored value) dan alat tukar seharusnya. didukung oleh 

stabilitas harga (ln!lasi); 

2.) Rezim moneter nasional, yang didefinisikan pada pengertian dan 

kondisi dimana dana deposito yang berada di bank komersil dan Bank 

Sentral dapat dipergunakan, menjadi faktor panting dalam menentukan 

pilihan rancangan suatu sistem pembayaran; 

3.) Efisiensi teknls dari sistem pernbayaran (yaitu keefektifan biaya dan 

karakteristik unjuk kerja fisik) mempengaruhi efisiensi penggunaan 

tingkat simpanan di bank-bank, tingkat kredit, resiko likuiditas dan 

resiko penyalahgunaan yang timbul dalam suatu sistem pembayaran; 

4.) Proses pernbayaran pada suatu pusat ekonomi modem antara pelaku 

ekonorni. meliputi manajemen persediaan mata uang dan simpanan 

bank serta akses pada sumbar kredit yang dapat digunakan oleh para 

pelaku ekonomi, menentukan keseimbangan dana~ 

5 .) Kerangka hukum mendorong timbulnya jenis transaksi pembayaran; 

6.) Sistem pembayaran harus memiliki ksrakteristik umurn yang baik, 

sehingga dibutuhkan sejurnlab surnber daya manusia untuk mencegah 

tindakan legal dan melakukan pengawasan; 

7.) Penyelesaian akhir terselenggara dengan cara pemindahan dana pada 

rekening yang tersimpanan eli Bank SentraJ. 

b. Jenis Sistem Pembayaran 

Dalam perkembangannya yang teljadi pada saat ini, di sistem pembayaran 

masyarakat perbankan telab diklasifikasikan dalarn 3 kelompok, yaitu: 

l.) Sistem Pembayaran Nilai Kecii/Retail (Small Value/Retail Payment 

System) 

Dilihat dari segi pibak yang mengeluarkan perintah pembayaran, maka 

biasanya untuk jenis sistem pembayaran dilakukan oleh perorangan 

melalui pernbayaran tunai, fasilitas ATM (Automated Teller Machine), 

EFT/POS (lilectronic Fund 7hmsfor Via Point-of-Sale), kartu maguit 
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(kartu kredit, kartu debet dan lain-lain) dan kartu pintar (Smart Card}. 

Dati $egi nilai nominal pembayaran reiatif kectl, misalnya maksimal 

untuk transaksi di ATM per hari adalah sebesar Rp. 25.000.000,-. 

Sedangkan proses penyelesaian pembayaran biasanya dilakukan saat 

terjadi transaksi dengan otorisasi langsung. 16 Pengembangan desain 

dan operasional lebih ditekankan pada pertimbangan faktor efisiensi, 

sehingga akan timbul pertanyaan bagaimana sistem pembeyaran retail 

dengan volume transaksi yang re!atif besar dapat diproses dangan 

efisiensi dengan tetap meminimalisir resiko yang terkandung. Adapun 

contoh pembayaran nilai kecil (retail} antara lain adalah transaksi 

individual (cek, bilyet giro. transfer}, transaksi kartu kredit'kartu 

debet, dan transaksi bulk (payroll, public service utilities); 

2.) Batch Payment System 

Institusi keuangan yang mewakili nasabah atau pihak Jain adalah pihak 

yang mengeluarkan perintah pembayaran final. Perintah pembayaran 

awal tetap dikeluarkan o!eh perorangan atau institusi lain alas 

bebanmya. Nilai nominal perintah pembayaran awal bervariasi antara 

lain yang kecil dan besar serta tidak ada pembatasan total ni!ai 

nominal yang diajukan oleh institusi keuangan. Proses penyelesaian 

pembayaran dilakukan melalui suatu institusi perantara yajtu ldiring 

(Clearance) sedangkan penyelesaian akhir (settlement) dilakukan 

melalui pemindahan dana antar rekening di Bank Sentral;17 

3.) Sistem Pembayaran Nilai Besar (High Value Payment ~stem-HVPS) 

Perintah pembayaran berasal dari institusi keuangan atas nama 

insti1usi lain yang memililci rekening pada institusi keuangan tersebut 

atau deri institusi keuangan tersebut kepada Bank Sentral sebagai 

penyelenggara settlement. NHai nominal pembayaran relatif sangat 

besar dengan volume transaksi relatif sedikit dan pelakunya relatif 

16 Munlr Fuady, Qp-Cit,, hal368. 
17 Ibid., hal 362-363. 
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terbatas serta resiko relatlf besar. Proses penyelesaian dilakukan 

langsung oleh Bank Sentral melalui pemindahan dana antar 

rekening, 18 Pengembangan disain dan operasional 1ebilt ditekankan 

pada pertimbangan aspek keamanan (security), keandalan (realiability) 

dan ketetapan waktu (timeliness). Aspek teknologi sangat berperan 

dao lebih menjadi faktor pertimbangsn meskipun barus mengeluarkan 

biaya investasi yang sangat besar, antara lain adalah transaksi Pasar 

Uang Antar Bank (PUAB), transaksi Valuta Asing (Foreign 

Exchange), trnnsaksi perdagsngsn sabam, Transaksi jual-beli sural 

berharga, dan lain-lain. Dilihat dari proses settlement maka 

High/Large Value Payment System dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Net 

Settlement dan Real Time Gross Settlemrmt yang akan diuraikan lebih 

lanjuL Sejauh ini tidak ada suatu standar atau batasan untuk 

mengklarifikssikan transaksi mana yang digolongkan kepada high 

value atau small value. Untuk penggolongan ini pada setiap negara 

mempunyai kriteria sendiri, babkan penggolongan ini kadang kala 

tidak didasarkan pada basamya nilai transaksi namnn berdasarkan 

tingkat urgensi atau transaksi yang melatar belakanginya (underlying 

transaction). Transaksi nntuk kepentingan pemerintah bisa saja 

digolongkan kepada transaksi high value meskipnn nilainya relatif 

kacil karena pertimbangan faktor urgensi. Transaksi HVPS secara 

umum menuntut proses settlement yang cepat dan aman dan biasanya 

menggunakan mekanisme penyelesaian transaksi yang bersifat real­

time. Arah pengembangan ke depan, trnnsaksi HVPS tersebut tetap 

akan menggnnakan sistem RTGS. Contoh lain. Seluruh transaksi pasar 

mndal dao pasar uang dapat digolongkan kepeda transaksi high value 

tanpa memandang nilai transaksinya. 19 
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L4.1 Struktur Umum Sistem Pembayaran 

21 

Dalam perekonomian yang modem, kewenangan terhadap suatu 

barang dapat dlalihkan melalui pertukaran nilai sesuai kesepakatan atau 

dikenal dengan uang. Secara praktis dalam sistem keuangan modem, 

uang sebagai aset memiliki lingkup yang sempit, yaitu terdiri dari 

tagihan kepada pemerintah, Bank Sentral atau kepada institusi keuangan 

laiunya. Bentuk-bentuk tersebui dinamakanflat money. 

Pada sistem pembayaran, terdapat mekanisme dimana flat money 

dipindahkan di antam para pelaku ekonomi pada saat penyelesaian akhir 

perintah pembayaran atau mereka bertindak sebagai perantam bagi pihak 

ketiga dengan menyediakan jasa pembayaran. Mekanisme ini meneakup 

pihak yang bertindak sebagai penyedia jasa pembayaran, jenis 

pembayaran yang dipergunakan dan bagaimana cara instraksi itu 

dikiritukan tennasuk saluran komunikasi yang digunakan, serta 

hubungan yang dilandasi kesepakatan tertulis antam pibak terkait. 

Pada dasamya dapat digarnbarkan bahwa terdapat hubungan dan 

keterkaitan secara umum antar pelaku sistem pambayaran yang 

dominan. Pelaku sistem pembayaran yang dominan tennasuk institusi 

bukan bank, bank komersil, penyelenggara kliring dan Bank Sentral. 

Dalam pemindahan dana akan meliputi: 

a. Utang Bank Sentral yang disimpan oleh masyarakat; 

b. Simpanan bank komersial pada Bank Sentral (bank's reserves); 

c. Utang perbankan dan juga institusi non-bank (simpanan bank 

koresponden); 

d. Utang bank pada beak lain. 
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Beberapa metode atau cara pembayaran yang dapat dilakukan yaitu 

sebagai berikut: 

a Menggunakan uang tunai, dimana pada cara ini akan diadakan 

pengurangan aset pembayar dan sekaligus terjadi penambahan pada 

aset penerima dengan tanpa menambah jumlah uang yang beredar 

atau kemampuan ekeonomi: 

b. Menggunakan proses debet dan kredit rekening nostro dan vosJro 

antar bank secam bilateral; 

c. Melalui proses debat dan kredit yang ada di bank koresponden; 

d. Melaui proses debet dan rekening yang ada di Bank Sentral. 

1.4.2 Operasional Sistem Pembayaran 

a. Net SettlemenflO 

K.arakteristik net settlement adalah penundaan penyelesaian 

transaksi dirnana wakru penyelesaian akbir biasanya dilakukan pada 

akbir hari. Dilibat dari segi pelaku sistem pembayaran maka net 

settlement dapar dilakukan secam bilateral atau multilateral. Dalam 

proses net settlement khususnya multilateral memerlukan adanya 

lembaga khusus yang menampung seluruh transaksi dan 

memprosesnya. Lembaga tersebut dinamakan Clearing House. 21 

Keuntungan sistem net settlement multilateral dibanding dengan 

bilateral adalah: 

1.) lebih efisien; 

2.) dana yang diperlukan untnk settlementlebih kecil; 

3.) cost of fimd bank lebih murab. 

b. Penmcangan Sistem Pembayaran dan Pengaruh Kebijakan Moneter. 

ltl: Ibid. 
tt Ibid. 

Pennasalahan panting yang barus dihadapi oleh sistem 

pembankan di negara berkembang adalah apakah perlu untuk 

menerapkan suatu sistem transfer dana antar bank secara elektronik 
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Pennasalahan selanjutnya berkaitan dengan jenis sistem yang dapat 

menawarkan rancangan terbaik dari sudut pandang pemakai maupun 

rnasyarakat umum. Prinsip dasar yang harus diingat adalah 

selllement harus di1aksanakan bertepatan dengan pengirirnan dan 

penerimaan pesan (same day settlement} 

Ala.san-alasan moneter untuk penerapan sistem transfer dana 

antar bank adalah sehagai berikut 

I.) Dengan adanya sistem transfer dana an tar bank secara elektonik 

mempercepat proses sehingga menurunkan jumlah floa1' dan 

resiko keuangan; 

2.) Ditinjau dari segi makro ekonomi, sistem transfer dan antar bank 

untuk large value sccara elektronik dapat menjadi fasilitas bagi 

pasar uang jangka pendek yang memperlihatkan kondisi moneler 

peda suatu waktu tertentu; 

3.) Pada tingkal mikro, penggunaan sistem transfer dana antar bank 

untuk large value secara elektronik memperbaiki likuiditas, baik 

untuk pasar uang antar bank maupwt bank secara individu; 

4.) Pengenalan sistem pembayaran yang terotomasi dapal 

mendorong dan disertai dengan perubahan permintaan terbadap 

dana Bank Sentral. 

Untuk mengukur efektifitas suatu bentuk penyelesaian akhir 

dapat digunak:an konsep incremental atau marginal cost, bentuk alat 

ukur tersebut diadopsi dari konsep oppotunity cost. Bagi Bank 

Sentral oppotunity adalah tingkat bunga yang hilang akibat 

menyimpan penyelesaian hasilldiring atau transaksi. 

Regulasi moneter yang berpengaruh terhadap tingkat dana 

overnight milik bank di Bank Sentral umum yaitu:13 

11 Float adalah ketidak sinkronan posting bagi rekening~w dan/X{Vee. 
:u Bank Indonesia, htt!rl/www,bi goJd/bank indonesia21utama/tentang bll>, 20 Oktober -
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L) Tingkat Reserve Requirement (RR) 

Tingkat RR berpengaruh terhadap jumlah dana yang narus 

disimpan oleh bank umum di Bank SentraL Menurunkan tingkat 

RR akan meningk:atkan opportunity cost dalam melakukan 

settlement pembayaran. Tingkat RR yang rendah akan 

meningkatkan insentif apabila menggunakan sistem multilateral 

net settlement untuk efisensi penggunaan dana di Bank Sentral; 

2.) lnstrumen yang dapat digunakan sebagai Reserve Requirment 

Jenis instrumen yang dapat digunakan sebagai RR juga 

berpengaruh, misalnya di beberapa Bank Sentral 

menggabungkan dana valas sebagai RR Hal ini akan semakin 

memperkecil opportunity cost bagi bank umum~ 

3.) Ketentuan suku bunga 

Tingkat suku bunga Bank Sentral juga be~pengaruh jika dana RR 

overnight diberikan bunga maka permintaan untuk menyimpan 

dana akan lebih tinggi dan sebaliknya. Penyimpanan dana 

overnrght yang besar oleh Bank Sentral akan memperbesar 

tingkat (balances) dari penyelesaian pembayaran. 

Kredit Bank Sentral merupakan sumber dana yang akan 

memberikan efek penting pada opporiUniry cost. Kemudahan dalam 

pemberian Kredit Bank Sentral untuk dana overnight dan intraday 

termasuk mekanismenya akan meningk:atkan tingkat opportunity 

cost begi Bank Sentral tetapi menurunkan opportunitY cost bank 

umum. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tersebut yaitu 

terdapat keuntungan moneter pada dunia perbankan dan sistem 

keuangan karen a penerapan sistem transfer dengan j umlah besar ini. 

Penggunaan net settlement cenderung mengurangi penggunaan dana 

Bank Sentral dibandingkan sistem RTGS, dilain pihak resiko yang 
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ditanggung oleh Bank Sentral selaku Selt/ement Authority akan 

berkurang dalam rnenggunakan sistem RTGS. 

1.5 Large!Higlz Value Tranifer System 

Sistem transfer nilai besar atau yang dikenal sebagai Large/High Value 

Transfor System, adalab yang memegang peranan dalam pasar antar bank, 

merupakan urat nadi dalarn suatu sistem pembayaran nasionat Keamanan dan 

efisiensi operasional pasar uang dan pasar modal tergantung pada kelancaran 

fungsi sistem ini. 

Kecepatan dan keandalan dalarn penyelesaian merupakan unsur panting dalam 

efisiensi teknis dan dalarn pengembangan pasar keuangan. Sistem transfer nilai 

besar, mempunyai aturan main di tingkat internasional, misalnya mengenai 

perangkat penyelesaian akhir (final settlement) untuk pasar antar negara yang 

bersifat multi currency. Pasar barang dan pasar keuangan intemasional sangat 

tergantung pada sistem transfer nilai besar suatu negara." 

Dengan demikian bentuk dan operasi dari sistem transfer nilai besar 

merupakan permasalahan penting bagi pembuat kebijaksanaan dan praktisi bank. 

1.5.1 Perbedaan Dalam Sistem Transfer Nilai Besar 

Adanya variasi dalam nilai transaksi ini menyebabkan adanya perbedaan 

dalam mekanisme pembayaran. Tidak ada batasan yang secara kuantitatif 

membedakan pembayaran nilai besar dan pembayaran nilai kecil~ namun 

beberapa sistem telab melakukan penanganan khusus terhadap pembayaran 

yang dirasakan sangat besar. 

Pada umumnya pasar antar bank, pasar surat-surat berharga, pasar antar 

perusabaan atau pasar seoara keseluruban, melaknkan pembayaran dalarn 

jumlah besar. Pelaku-pelaku pasar ini membutuhkan pelayanan dan 

mekanisme yang dapat memenuhi kebutuhan mereka akan keandalan, 

kearnanan, kakuran dan ketepatan waktu. 

14 Sadono Sukirno, OJ2£it.. hal. 170. 
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Untuk memenuhi kebutuhan inilah sistem transfer nilal besar 

dikembangkan. Volume pembayarnn rata-rata yang ditangani oleh suatu 

sistem rnerupakan suatu indikasi praktis yang sangat berguna untuk melihat 

manfaat-rnanfaat dari sistem, Biaya-biaya yang dikeluarkan dalarn sistem 

transfer nilai besar ini mernpunyai perbedaan mencolok dengan sistem 

transfer nilai kecil, Hal ini dikarenakan perlunya lingkat keamanan, 

keandalan, dan ketetapan waktu yang lebih baik pada penerapan sistem 

transfer nilai besar ini 

Selain volume rata-rata transaksi, total nilai pembayaran yang ditangani 

oleh suatu sistem dalam satu hari kelja nonnal, juga merupakan lndikasi 

yang ada hubungannya dari Jatar belakang dignnakannya suatu sistem. 

1.5.2 Model Umum Sistem Transfer Nilai Besar 

Terdapat riga model umum dari sistem transfer nilai besar yang 

diuraikan di bawah ini dengnn menggunakan pendekatan sebagai 

berikut25 

a. Operator daripada sistem itu sendiri. 

Dalarn hal ini bisa dilakukan oleh Bank Sentral ataupun pihak 

swasta (Clearing House). 

Modell: 

Gross Settlemeat System, dioperasikan oleh Bank Sentral tanpe 

Intraday credit: 

L) Pembayaran bam akan dipenuhi apabila dananya tersedia pada 

saat itu~ 

2,) Jika dana tidal< tersedia, perintah pembayaran tersebut akan 

ditolak dan dikembalikan kepada baak yang menyernhkan (the 

originator) atau ditunda sarnpai rlananya pada hari itu 

mencuknpi; 

l$ Bank lndonesia. http·//www.bi.go.id/bank_indonesia2fu~a/tentang_settlemeJ1L&Ysteml, 
8Januari 2004. 

Universitas Indonesia 

Indonesian Bankers..., Annisa Shafira, FH UI, 2009



27 

3.) lmplikasi daripada sistem ini adalah adanya proses komputer 

yang real time dan operational control yang memungkinkan 

bank untuk mengendalikan penggunaan inlraday credit; 

4.) Contoh }'ang menggunakan sistem ini adalah Swiss Interbank 

Clearing System. 

b. Cara penyelesaian (Seu/ement) 

Dengan cara net settlement atau gross settlement. 

Model2: 

Gross Seulement System, dioperasikan oleh Bank Sentral dengan 

intraday credit: 

I.) Bank Sentral akan memenuhi suatu perintah pembayaran 

meskipun dana yang tersedia pada rekening bank pembayar tidak 

mencukupi; 

2.) Intraday credit pada umumnya diberikan dengan harapan bahwa 

kekurangan tersebut akan ditutupi sebelum akhir hari kelja; 

3.) Fasilitas intraday credit yang diberikan Bank Sentral ini dibatasi. 

Untuk itu pengawasan secara finansial dan operasional harus 

diterapkan untuk mengendalikan jumlah intraday credit yang 

diberikan; 

4.) Contoh yang menerapkan sistem ini a<lalah Federal Funds 

Transfer System di Amerika Serikat. 

c. Fasilitas kredit 

Dalam hal ini apakah sistem tersebut memberikan fasilitas intraday 

credit dan apakah a<la operational control untuk membantu 

penanganan pemberian kredit tersebut 

Model3: 

Deferred Net Settlement System: 

1.) Settlement tidak dilakukan payment-by-payment, melainkan 

dalam suatu jangka wnktu yang telah ditetapkan setiap harinya; 
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2.) Pembayaran antar bank akan sating dlpertukarkan dan di •<net·~­

kan sehingga akan diperoieh kewajlban net untuk masing-masing 

peserta; 

3.) Akan mengurangi secara signifikan kebutuhan akan likuiditas 

harian untuk pembayaran-pembayaran yang bernilai besar; 

4-) Kebutuhan akan likuiditas dihitung bardasarkan kredit yang 

benar-benar timbul antar peserta-peserta yang terlibat dalam 

sistem; 

5.) Kredit diadakan oleh pemberi (Remitter/Transferer) dan 

penerima (Beneficiary/Transferee) pembayaran melalui sistem, 

bukan oleh operator sistem: 

6.) Pelaksana/Operator dapat dilakukan oleh Bauk Sentral atau 

pihak swasta; 

7.) Prinsip-prinsip operasional yang melandasi pelaksanaan sistem 

ini baik oleh Bauk Sentral maupun pihak swasta adalah sama. 

Pada masa-masa selanjutnya sistem ini ditangani oleh pihak 

swasta» namun Bank Sentral masib akan tetap mengawasi 

penyimpangan-penyimpangan operasional yang dilakukan oleh 

pihak swasta, sebagai contoh, dangan melakukan penetitian dan 

peninjauan cara pengoperasian serta persetujuan perubahan 

peraturan sebalum diterapkan; 

8.) Karakteristik utama dari sistem ini adalah bahwa kewajiban net 

(nel/ed obligator) yang ditimbulkan dari aktivitas pembayaran 

pada akbimya akan disclesaikan melalui pemindahan saldo yang 

ada di Bauk Sentral, dengan demikian penyelesaian akhir tetap 

dilakukan di Bauk Sentral. Untuk itu Bauk Sentral harus benar­

bonar yakin akan adanya pengawasan terhadap resiko 

manajemen yang diterapkan oleh sistem tersebut sebelum 

memberikan izin menggunakan net settlement service; 
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9.) Standar minimal yang digunakan untuk menHai kelayakan desain 

dan operasional dari "cross border & multi currency netting 

system" yang disebut dalam Six Lamfalussy Standards yang 

diterbitkan oleh Bank for International Seu/ement (BIS), secara 

umum dapat digunakan sebagai acuan; 

1 0.) Contoh Bank Sentral yang melaksanakan sistem ini adalah 

BOJ-Net di Jepang. Sedangkan yang dilaksanakan oleh pihak 

swasta adalah CHIPS di Amerika Serikat. 

1.5.3 Beberapa eontob dari Sistem Transfer Nilai Besar 

a. Swiss Interbank Clearing System (SIC):"' 

1.) Sistem yang diterapkan gross selllement system dengan 

penyelesaian akbir di Bank Sentral tanpa fasilitas lntraday 

credit; 

2.) SIC beroperasi dengan prinsip bahwa semua perintah 

pambayaran banya akan diproses hila dananya tersedia di Swiss 

National Bank (SNB); 

3.) Jika dana tidak tersedia maka perintah pembayaran tersebut akan 

ditunda hingga dana yang tersedia mencukupi sampai dengan 

berakhimya jam operasional; 

4.) Pada akhir bari perintah pembayaran yang masih tersisa akan 

dibatalkan; 

5.) Sistem SIC dirancang untuk mernproses sebanyak mungkin 

perintah pembayaran dengan prinsip first in first out, dimana 

saldo dana yang tersedia harus mencukupi pembayaran yang 

tertunda yang terdapat pada antrian pertama; 

6.) Apabila pada akhir bari terdapat un.se/1/ed balance outstanding, 

maka pembayaran-pembayaran yang masuk dalam antrian akan 

Universitas Indonesia 

Indonesian Bankers..., Annisa Shafira, FH UI, 2009



30 

dihapuskan dan bank diminta untuk mengajukan kembali 

keesokan harinya. 

7.) Bank diizinkan untuk mengatur perintah pembayarannya yang 

terdapat dalam antrian tersebut sebingga perintah pembayaran 

yang lainnya berada diurutan pertama; 

8.) Sejak tabun 1994 bank peserta dibolehkan untuk mencantumkan 

tanda prioritas pada suatu perintah pembayaran. Maka untuk itu, 

proses yang dlterapkan menganut prinsip "by priority level and 

first in first our khusus untuk yang diberi level prioritas; 

9.) Hal lain yang juga penting untuk diketabui adalah bahwa SIC 

akan memberitabukan kepada bank menganai adanya 

penerimaan-penerimaannya yang ditaban. Pemberitabuan 

selanjutnya akan diberikan kepada pembayaran yang Ielah 

diselesaikan. Mungkin yang panting adalah bahwa peserta dapat 

menggunakan inforrnasi yang real time untuk mernonitor semua 

status pembayarannya. 

b. Fedwire:27 

1.) Dilaksanakan oleh Federal Reserve Bank dengan sistem yang 

diterapkan adalah Gross Settlement System dengan intraday 

credit yang terbatas~ 

2.) Cara kerja SIC dan Fedwire menunjukan suatu perbedaan yang 

kontras dalarn hal ada dan tidak adanya fasilitas kredit yang 

diberikan. Sistem yang tidak memberikan fusilitas overdraft 

seperti yang dilakukan SIC mengharuskan adanya rnanajemen 

likuiditas yang lebih ketal daripada yang dilakukan Fedwire. 

Bank dan pelaku pasar keuangan lainnya yang sangat 

mementingkan ketepatan waktu settlement meHhat s!stem yang 

tidak memberikan fasilitas overdraft inJ kurang efisien jika 

dihandingkan dengan sistem yang ada di Fedwire; 
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3.) Meskipun Fedwire mungkin Jebih efisien dalam hal ketepatan 

waktu settlement transaksi an tar bank, narnun keunggulan efisien 

ini membutuhkan biaya. Biaya int diakibatkan oleh 

meniogkatnya resiko kredit yang ditanggung oleh Fedwire dalam 

pengoperasian Fedwire. Lebih dari itu karena banyaknya 

intraday credit yang diberikan dengan cuma-cuma, banyak bank 

menyalahgunakan mtraday credit yang diberikan Fedwire 

tersebut. yang mengakibatkan adanya resiko yang ditanggung 

oleh Bank Sentral yang seharusnya ditanggung oleh sektor 

swasta. 

c. BOJ-Net:28 

I.) Bank af Japan rnemiliki dua sistern berbeda, dimana kedua­

duanya beroperasi di bawah BOJ-Net; 

2.) Sistem yang pertama memberikan pelayanan sebagaimana yang 

dilaknkan oleh SIC yaitu BOJ-Net gross settlement tanpa 

fasilitas intraday overdraft. Perbedaannya dengan SIC adalah, 

dimana apabila terjadi saldo yang tidak mencukupi untuk 

rnenutupi transaksi pembayaran, maka BOJ-Net akan langsung 

menolak tanpa memasukannya dalam antrian sebagaimana yang 

dilakukan oleh SIC. Sistem tanpa overdraft ini agak jarang 

digunakan jika dibandingkan dengan sistem yang satunya lagi; 

3.) Sistem kedua, yang lebih sering digunakan ada!ah BOJ-Net 

designed.time net settlement. Sistem ini menangani transaksi 

dengan volume 50 kali lebih besar daripada yang ditangani oleh 

BOJ-Netgross real time; 

4.) BOJ-Net designed-lime net settlement menerima perintah 

pembayaran mulai pukul 09.00 sarnpai dengan pukul 17.00 

Tokyo time (pnkul 00.00 sampai dengan pukul 08.00 GMT) 

dengan someday settlement. Meskiptm penyelesaian dlhitung 
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secara multilateral-netting, terminologi yang digunakan untuk 

pelayanan BOJ-Net ini adalah designated lime gross settlement. 

Setiap perintah pembayaran yang diberikan sebelwn atau 

sepanjang hari kerja dapat diselesaikan dalam 4 waktu 

penyelesaian yaitu: 09.00, 13.00, 15.00 atau 17.00 Tokyo time; 

5.) Tidak ada prosedur formal yang diterapkan saat ini di BOJ-Net 

designed-time net settlement untuk mengatasi ketidakmampuan 

suatu institusi dalam penyelesaian ke~ibarutya. Bank of Japan 

mempunyai keleluasaan apakah memberikan kredit atau 

menghapus perintah pembayaran tersebut dari penyelesaian. 

Meskipun memberikan kelonggaran begi Bank Sentral dalam 

mencegah teljadinya gangguan sistem dari pasar keuangan, 

namun hal ini dapat mengundang teljadinya resiko moral bagi 

institusi-institusi peserta jika kredit dari Bank Sentral dapat 

diberikan dengan mudah; 

d. Clearing House Interbank Payment System (CHIPS):" 

1.) Dioperasikan olehNewYork Clearing House; 

2.) Memproses terutama pembeyaran-pembeyaran internasional; 

3.) CHIPS bekelja dengan prinsip netting arrangement yang mirip 

dengan BOJ-Net designed-time net settlement. Perbedaan antara 

keduanya adalah bahwa CHIPS hanya mempunyai satu waktu 

penyelesaian yaitu pada akhir hari~ tidak merupakan suatu seri 

waktu sebagaimana yang dilakukan BOJ-Net; 

4,) Kemudian lagi, CHlPS dioperasiken olen swasta dimana final 

se/1/ement dilaknkan melalui transfer dans peda Fedwire; 

5.) Operasional CHIPS dikendalikan melalui serangkaian risk 

controls yang telah diadopsi oleh anggota-anggotanya. Para 

anggota CHn)S telah menerapkan sistem bilateral credit limits 

dan sender net debit caps yang membatasi baik individual 
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participant e:xposure maupun kerawanan slstem secara 

keseluruhan terhadap resiko kredit; 

6.) Dengan bilateral credit limits setiap peserta menentukan ba1as 

maksimum jumlah yang dapat diterirnanya dari peserta Jainnya 

dan limit ini dikendalikan secara otomatis dan real time melalui 

sistem komputer CHIPS; 

7.) Sender net debit cap membatasi jumlah yang dapat dipinjam oleh 

setiap peserta pada sistem CHIPS seeam keseluruhan. Sender net 

debit cap untuk setiap peserta adalah 5% dari jumlah bilateral 

credit limits yang ditentukan oleh masing-masing peserta 

counterparties~nya; 

8.) Dengan demikian para anggo1a CHIPS dapat memba1asi secara 

bilateral ruang gerak anggota yang mereka nilai diragukan 

kondisi keuangannya dan dalam proses selanjutnya ruang gerak 

anggota yang diragukan tersebut dalam sistem CHIPS seeara 

keseluruhan juga menjadi terbatas; 

9.) Semua anggota CHIPS bersepakat untuk bersarna-sama 

menjamin terselenggaranya penyelesaian akhir harlan. jika ada 

anggoronya yang gaga! memenubi kewajibannya dalam tmnsaksi 

yang besar. Adanya jaminan ini dikombinasikan dengan ~·loss 

sharing a"angement' yang mengatur pembagian beban 

pendanaan atas suatu kesaiahan yang terjadi dalam proses 

penyelesaian akhir diantam anggotanya; 

1.5.4 Peml>ayaran Nilai Besar Antar Negara 

Sebagaimana yang telah diuraikan se'belumnya; domestic large value 

transfer system sering digunakan oleh pasar antar bank untuk penyelesaian 

terakhir komponen mata uang lokal atas suatu transaksi antar negara yang 

bersifat multi currency. Nilaj dari transaksi seperti ini cukup besar~ yang terlihat 

dari pertumbuhan pasar barang dan pasar keuangan internasional. Dalam 
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kenyataannya, aliran dana antar bank internasional Khususnya pada pasar 

val uta aslng (foreign exchange markets). 

Penyelesaian akhlr transaksi yang ditimbulkan dalam pasar antar negara 

ini sangat tergantung kepada international correspondent banking system. Bank 

koresponden yang ak:an melakukan clearing; settlement, dan credtt service 

diperlukan untuk memungkiukan pembayarnn yang efisien. Bank koresponden 

juga tergantung pada book transfer maupun domestic large value system untuk 

melakukan penyelesaian akbir atas transaksi antar bank yang muncul dalam 

pasar tersebut. 

Resiko yang spesifik yang harus dikelola o!eh bank-bank yang 

melakukan penyelesaian akhir alas tagihan-tagihan antar negara adalah 

temporary risk yang muncul apabila dua pihak yang terlibat dalarn penyelesaian 

akhir terpisah oleh waktu yang dikarenakan perbedaan zona wakru 

intemasionat 

Beberapa upaya sektor swasta untuk mengemhangkan cara penyelesaian 

akbir khususnya untuk pasar va!uta asing telah dimulai. Dalarn pasar valas, dua 

kelornpok bankir. Di Eropa dan Amerika Utara telah dimulai membentuk 

multilateral netting arrangement untuk kepentingan anggotanya. Organisasi 

yang menjalankan kegiatan ini adalah C/ering House Organization (di Eropa) 

dan Mu/tinet ( di Amerika Utara).'0 Berdasarkan uraian tersebut kesimpulan 

yang dapat diketahui adalah: 

a. Terdapat ban yak ragam large/high value transfor system; 

b. Operasi dari slstem-sistem ini dapat membawa resiko baik bagi peserta 

yang melaknkan transfer daua maupun bagi operator sistem itu sendiri. 

Resiko ini barus dialokasikan sedemikian rupa sehingga baik peserta 

maupun operator sistem dapat terlindungi~ 

30 Hennansyah, ~., hal. 92, 
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e. JJka suatu sistem dldasarkan atas prinsip multilateral netting sehingga 

mengakibatkan menculnya mutualization risk~ maka perlu diterapkan 

suatu makenisme risk control untuk meiiodungi dari konsekuensi 

kegagalan sistem (adverse systemic consequences) bagi sistem keuangan 

skala besar; 

d, Ada suatu trade-off anwa efisiensi dan resiko dalam desain dan operasi 

large value transfer system. Di satu pibak gross settlement system yang 

tidak: memberikan intraday credit, memungkinkan meminimalisasi resiko 

kredlt dalam large value transfor system itu sendiri. namun pada waktu 

yang bersamaan mungkin Sllngat membatasi fleksibilitas pembayarnn yang 

dapat dilakukan. Sistem ini sering mengakibatkan tertundanya atau 

terakumulasi suatu pembayaran dalam jumlah besar. Di sisi yang lain 

gross settlement system yang memberikan fasilitas kredit baik melalui 

Bank Sentral meupun melalui muliti/ateral nerting menimbulkan resiko 

baik bagi peserta maupun bagi sistem keuangan; 

e. Pada akhirnya tidak ada sesuatu model tunggal dari large value tran'!fer 

system yang benar-benar tepat untuk suatu sltuasi tertentu. Lebih dari satu 

sistem dapat diterapkan dalam suatu sistem ekonomi yang sama untuk 

memenuhi kebutuhan nasaball dan pasar yang berbeda ( contoh di Am erika 

Serikat: Fedwire dan CHIPS), 

1.6 Sistem Pembayaran Di Indonesia 

Sistem pembayaran adalah slstem yang mencakup seperangkat aturnn, 

lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana 

guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. 

Lantis, yang menjadi komponen dari sistem pembayaran sudah tentu harus ada 

alat pembayaran, ada mekanisme kliring hingga penyelesaian akhir (settlement), 

Selain itu juga ada komponen lain seperti lembaga yang terlibat dalam 

menyelenggarakan sistem pembayaran. Terrnasuk dalarn hal ini adalah bank, 
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lembaga keuangan selaln bank, lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana, 

perusahaan switching babkan bmgga bank sentral. 

1.6.1 Evolusi Alat Pembayaran 

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. 

Kalau kita menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu 

dikenal, sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di 

era pra moderen. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu 

yang memiliki niJaj pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat 

ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di 

masyaralrat Selanjutnya alat pembayaran terns berkembang dari alat 

pembayaran tunai (cash based) ke alat pembayaran nontunai (non cash) 

seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper based), misa!nya, cek dan 

bilyet giro. Selain itu dikena! juga alat pembayaran paperless seperti transfer 

dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (card-based) (AJM, 

Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar). 

1.6.2 Alat Pembayaran Tunai 

· · Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal ( uang kertas 

dan logam). Uang kana! masih memainkan peran penting kbususnya untuk 

transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat moderen seperti sebuang ini, 

pemakaian alat pembayaran tunai scperti uang kartal memang cenderung !ebih 

kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal 

terhadap jumlab uang beredar sebesar 43,3 persen. 

Namun patut diketahui babwa pemakaian uang kartal memiliki kendala 

da!am hal efisiensi. Hal itu bisa teijadi karena biaya pengedaan dan 

pengelolaan (cash handling) teibilang mahal. Hal itu belum lagi 

memperhitungkan ineflsiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika 

Anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif 

memalran waktu cul;up lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, hila 
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melakukan transaksi daiam jumlah besar juga mengundang risiko seperti 

pencurian, perampokan dan pemalsuan uang. 

Menyadari ketidak~nyamanan dan inefisien memakai uang kartal, Bank 

Indonesia berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun 

masyarakat yang terbiasa memakai alat pernbayaran nontunai atau Less Ccmh 

Society (LCS). 

1.6.3 Alllt Pembayaran Nontunai 

Alai pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim 

dipaka.i masyarakat. Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa jasa 

pembayaran nontunai yang dilakukan hank maupun lembaga selain bank 

(LSB), baik dalarn proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun 

sistem penyelesaian akhir (settlement) sudah tersedia dan dapat berlangsung di 

Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan 

Bank Indonesia melalui sistem Bl-RTGS (Real Time Gross Settlement) dan 

Sistem Kliring. Sebagai informasi, sistem Bl-RTGS adalah muara selurnh 

penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia. Bisa dibayangkao, harnpir 95 

pernen tra:nsaksi keuaogan nasional bemilai besar dan bersifat mendesak 

(urgent) seperti tt:ansaksi di Pasar Uang Antar Bank (PUAB), transaksi di 

bursa saham, transaksi pemerintah. transaksi val uta a sing (val as) serta 

settlement basil kliring dilakukao melalui sistem BI-RTGS. Pada tabun 2005, 

BI-RTGS melakukan transaksi sedikitnya Rp.82,8 triliun per hari. Sedangkao 

transaksi nontunai dengan alai pembayaran menggunakan kartu (APMK) nilai 

transaksinye hanyaRp.4,7 triliun per hari yang dilakukan bank atau LSB. 

Melihat pentingnya peran Bl-RTGS dalarn sistem pemhayeran nasional, 

sudah barang tentu harus dijaga kontinuitas dan stabilitasnya. Bila sesaat saja 

sistem BI~RTGS ini macet atau mengalami gangguan jelas akan sangat 

menganggu kelancaran dan stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Hal itu 

belum memperhitungkan dampak material dan nonmaterial dari macetnya 

sistem BI-RTGS tadi. Untuk itulah Bank Indonesia sangat peduli menjaga 
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stabilitas BI-RTGS yang dikategorikan sebagai Syslemical/y fmportant 

Payment Sys1em (SIPS} SIPS adalah sistem yang memproses transaksi 

pernbayaran bernilai besar dan bersifat mendesak (urgent). Adalah wajar saja 

apabila Bank Indonesia sangat peduli menjaga kestabilan SIPS dengan 

rnengelola risiko, desain, kehandalan teknologi, jaringan pandukung dan 

aturan main dalam SIPS. Selain SIPS dikenal pula System Wide Important 

Payment System (SWJPS), yaitu sistem yang digunakan oleh rnasyarakat luas. 

Sistem Kliring dan APMK termasuk dalam kategori SWIPS ini. Bank 

Indonesia juga peduli dengan SWIPS karena sifat sistem yang digunakan 

seeara luas oleh masyarakat. Apabila terjadi gangguan maim kepentingan 

masyarakat untuk melakukan pembayamn akan terganggu pula, tennasuk 

kepercayaan terhadap sistem dan alat-alat pembayaran ydilg diproses dalam 

sistem. 

Perlu diketahui bahwa Bank Indonesia bakan semata peduli akan 

terciptanya efisiensi dalarn sistem pembayaran, tapi juga kesetaraan akaes 

hingga ke urusan perlindungan konsumen. Yang dimakaud terciptanya sistem 

pemhayaran~ itu artinya memberi kemudahan bagi pengguna untuk mernilih 

metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayab dengan biaya 

serendab mungkin. Sementara yang dimaksud dengan kesetaraan akses, Bank 

Indonesia ak:an rnemperhatikan penerapan asas kesetaraan dalarn 

penyelenggaraan sistem pembayaran. Sedangkan aspek perlindungan 

konsumen dimaksudk:an penyelenggara wajib mengadopsi asas~asas 

perlindungan konsumen secara ...vajar dalam penyelenggaraan sistemnya. 

1.6.4 Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia 

Perkembangan sektor keuangan di Indonesia sangat pesat kbususnya 

S<;jak deregulasi perbankan mulai tahun 1988 yang mengubah fungsi bank, 

sarnpai tahun !992 yang menyebabkan meningkatnya jumlah bank yang 

memasuki pasar. Jumlah bank pada sekitar tahun 1997 adalah sebanyak 240 

buah dengan 6.000 kantor. Implikasi perkembangan ini adalah pada 
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bervariasinya jasa pembayaran yang ditawarkan bank, sesuai dengan kelasnya 

masing-masing. 

Perkembangan jumlah bank ini dHkuti dengan rneningkatnya investasi 

dalam teknologi perbankan yang dilakukan untuk mendorong ekspansi dan 

sebagai respon atas pennintaan pasar. Peningkatan jasa pembayaran ini 

termasuk fusilitas direct credit dan debit, pelayanan pengelolaan kas 

perusahaan, A 1M dan POS (point of sale) serta pembayaran elektronik yang 

sudah diterapkan oleh beberapa bank, walaupun baru dapat dilakukan antar 

kantor cabangn)lll.. 

Penggnnaan kartu prabayar diyokini akan menjadi trend mekanisme 

pembayaran di masa mendatang, misaJnya untuk rnembayar bahan bakar di 

pempa bensin, tiket tol, pembelian barang dan berbagai jasa-jasa Jainnya. 

Semua proses aktivitas pembayaran melalui berbagai jenis alat pembayaran 

ini diproses oleh berbagai penyelenggara sistem pemba)lll.raO seperti bauk dan 

nonbank. Institusi inilah yang nantinya menyelenggarakan jasa mulai proses 

pengirirnan dana, kliring hingga settlement. 

Pemakaian kartu prabayar dalam mekanisme transaksi adalah bagian 

dari evolusi alat pernbayaran dari uang tunai sampai ke bentuk-bentuk 

nontunai. Misalnya alat pembayaran dalam bentuk kertas (paper based) 

seperti cek, wesel. bilyet giro hingga ke elektronik seperti kartu prabayar 

bingga ke wujud digital (digital cash). 

Alat pembayaran tunai muncul karena memang adanya kebutuban 

masyarakat untuk bertransaksi yang tidak dapat dipenuhi uang tunal. Namun 

begitu, pemakaian uang tunaijuga tidak sepenuhnya bisa tergantikan oleh alat 

pembayaran non tunai. Hal ini dikarenakan dalam kondisi tertentu pemakaian 

uang tnnai masih terbilang lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan 

instrumen non tunaL 
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Adapun yang menjadi tujuan utama sistem pembayaran di setiap negara 

adalah untuk mendukung perekonomian. Termasuk dalam tujuan tersebut 

Bank Indonesia secara terus menerus melakukan reformasi dan 

pengembangan Sistem Pembayaran Nasional searah dengan sasaran yang 

ingin dicapainya yaitu: 31 

a. Memperkuat pengelolaan makro ekonomi yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia; 

b. Meningkatkan kestabilan dan menjamin kepastian sektor keuangan 

dan perbankan; 

c. Meningkalkan serangkaian jasa pembayaran bagi seluruh sektor 

perekonomian. 

Sasaran di atas dicapai dengan melalui progmm reformasi dan 

pengembangan Sistem Pembayaran Nasional yang terkoordinir. Guna 

memenuhi ketiga sasaran utama seperti yang diuraikan di atas. Sistem 

Pembayaran Nasional harus memililci tiga karakteristik umum, yaitu: 

a. Dapat dipercaya dan kuat, yakni mampu bertahan dan tetap 

berftmgsi walaupun terdapat kondisi yang menggoncangkan; 

b. Efisien, yakni memungkinkan dilakukannya transaksi dengan cepat 

dan biaya yang rendah; 

c. Adil, yakni semua pihak dapat be!partisipasi dalam sistem 

pembaya:ran asalkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

Bank Indonesia menyusun kehijakan sistem pembayaran dengan 

memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Bank 

Indonesia, Peraturan Perbankan dan rekumendasi dari negara-negara G-10. 

Berdasarkan hal tersebut Bank Indonesia menyusun formulasi kebijaksanaan 

sistem pembayaran di Indonesia yaitu untuk:n 

31 Bank Indonesia, http://www.bigQ.idlbank)ndone~~ p;embayaranl, 
SJanuari 2008. 

n Ibid. 
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a. Memperkuat alai yang digunakan, yang ada di Bank Indonesia 

dalam mengatur ekonomi~ 

b. Mendorong pengembangan instrumen danjasa pembayaran; 

c. Menjamin sistem pembayaran yang stabil dan efisien; 

d. Mengkoordinasikan peraturan dan standar jasa pembayaran yang 

disediakan oleh industri; 

e. Mendorong tereipt.anya peraturan hokum dan penerapanoya 

mengenai instrumen pembayaran, kontrak jasa pembayaran dan 

pengatunm penyelesaian akhir; 

f. Menjamin kepastian proses penyelesaian akhir dalam kondisi 

apapun; 

g. Memaksimalkan manfuat sistem pembayaran bagi selurob Indonesia. 

2. RTGS SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN 

Hampir semna negara-negara maju yang tergabung dalam G-10 countries dalam 

beberapa talmo belakangan ini telah menerapkan sistem Real Time Gross settlement 

(RTGS) unlnk melaksanakan transaksi transfer antar bank. Sampai saat ini sekurang­

knrangnya lebih dari 30 negara telah menggunakan sistem RTGS ini. Bank-bank 

sentral pada negara-negara Uni Eropa telah memutuskan bahwa seoap anggotanya 

harus memiliki sistem RTGS yang dapat diintegrasikan dengan European Union 

System untuk mendukung penyatuan ekonomi.31 

Hal serupa telah dilakukan pula oleh negara-negara Asia-Pasifik seperti 

Hongkong, Korea Selabm, Australia, Cina, Selandia Baru dan Thailand. Sedangkan 

Indonesia sendiri Ielah menerapkan sistem RTGS sejak t.anggal !7 November 2000 

dengan nama Sistem Bank Indonesia-Rea/ Time Gross Settlement (Bl-RTGS). 

UQ.h&tcp=l&.int!51S, 12 2008 
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2.1 Pengertian BI-RTGS 

Sistem BI-RTGS ini adalah suatu proses penyelesaian akhir transaksi 

(settlement) pembayaran yang dilakukan per transaksi (individually 

processed/grass settlement) dan bersifat real time (electronically processed), 

Dimana rekening bank peserta dapet didebitfdikredit berkali-kali dalam sebari 

sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. 34 

Salah satu hal mendasar yang telali dilakukan dalam sistem pembayaran 

non-tunai di Indonesia untuk meminimalkan risiko sistem pembayaran adalali 

digunakannya Bl- RTGS untuk sistem transfer dana nilai besar. Sistem BI-RTGS 

ini merupakan sistem yang memproses penyelesaian transaksi (settlement) 

pembayaran antar bank yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time yang 

diharapkan akan dapat rnengurangi risiko dalarn sistem pernbayaran. Penggunaan 

sistem BI-RTGS juga merupakan salah satu jawahan dari kebutuhan dunia 

perhankan dan masyarakat pengguna sistem pembayaran terbadap ketersediaan 

sarana transfer dana yang cepat, efisien, dan aman. Secara umum risiko dalam 

sistem pembayaran Indonesia khususnya risiko likuiditas dan risiko kredit dapat 

diminirnalkan dengan sistern BJ-RTGS. Berkurangnya risiko ini didorong oleh 

makin rendabnya kemungkinan kegagahm penyelesaian kewajiban pembayaran 

oleh bank dalarn sistem pembayarnn. Hal ini ditunjang oleh ketentuan bahwa 

transaksi RTGS banya dapat dilaksanakan secara efektif apabila bank pengirim 

memiliki dana yang cukup pada rekeningnya di Bank Indonesia." 

Sebelum sistem Bl-RTGS diimplementasikan, penyelesaian transaksi antar 

bank dilakukan dengan menggunakun sistem kliring dengan metoda net 

settlement dimana penyelesaian akhlr transaksi dilakukan pada akhir hari. Dalam 

sistem netting settlement ini terdapat risiko sistem pembayaran yang dihadapi 

Bank Indonesia. Risiko ini timbul apabila terdapat bank yang mengalarni kalah 

kliring dan telap bersaldo negatif sampei keesokan harinya. Dengan berlakunya 
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sistem selllemenl dalam sistem BI-RTGS yang didasarkan pada kecukupan 

saldo.26 

Salah satu hal mendasar yang telah dilakukan dalam sistem pembayaran 

non~tunai di Indonesia untuk meminima1kan risiko sistem pembayaran a.dalah 

digunakannya BI-RTGS untuk sistem transfer dana nilai besar. Sistem Bl-RTGS 

ini merupakan sistem yang memproses penyeJesaian transaksi (settlement) sistem 

pembayaran antar bank yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time yang 

diharapkan akan dapet mengurangi risiko dalarn sistem pembayaran. Penggunaan 

sistern BI-RTGS juga merupakan salab satu jawaban dari kebutuhan dunia 

perbanksn dan rnasyaralrat pengguna sistem pembayaran terhadap ketersediaan 

sarana transfer dana yang cepat, efisien, dan arnan. Secara umum risiko sistem 

pernbayaran dilakukan pengernbangan sistem kliring nasional serta daftar hitam 

nasional rekening Bank di Bank Indonesia, risiko kemungkinan kegagalan salah 

satu bank dalam memenuhi kewajibannya saat jatoh tempn dapat dirninimalkan. 

Sejak digunakannya sistem BI-RTGS dalam sistem pembayaran di Indonesia, 

telab terjadi pergeseran penggunaan sistem pembayaran dari sistem kliring ke 

sistem Bl-RTGS. 37 

Hadimya sistem BI-RTGS di Indonesia dinilai sangat penting mengingat 

transaksi pembayaran bernilai besar (High Value Payment System-HVPS) yang 

memiliki pntensi terjadinya resiko sistemik sebelum diberlakukan BI-RTGS, 

menempati hampir 213 bagian dari keseluruhan nilai transaksi kliring di Jakarta. 

HasH penelitian menunjukan bahwa volume transaksi pembayaran antar 

bank di Jakarta yang bernilai besar (High Value) yangjumlah transaksinya lebih 

dari 10.000 per bari harnpir !ebih kurang 70% berasal dari Foreign Exchange 

(penukaran mata uang asing) dan Pasar Uang Antar Bank {PUAB). 

l6 Ibid, 
31 http://adln.lib.unair.ac.idlgo.php?id,.iiptunair:&dl-s2-2005-jainuriach-1766 
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Penerapan RTGS di berbogai negara pada umumnya didasarkan pada 

beberapa alasan pokok sebagai berikut 38 

a. Berbagai Hteratur dan studt empiris secara ltensif te!ah memunculkan 

kesadaran baru kepada berbagai Bank Sentral untuk dapat mengelola 

berbagai resiko High/Large Value Transfer System (HVTS). Sistem RTGS 

memiliki mekanisme penyelesaian ak:hir transaksi yang dipandang mampu 

mengurangi resiko (risk minimizing) slstemik;. 

b. Sistem ini akan dapet mengurangi timbulnya float, sehingga dapat 

mendukung efektivitas pengawasan perbankan. Selain itu, pengelolaan 

likuiditas yang baik pada duaia perbankan juga dapat mendukung 

efektivitas kebijakan moneter; 

c. Sistem RTGS ini memungkinkan dilaknkan integrasi dengan berbagai 

aplikasi sistem pembayaran seperti pasar uang dan pasar modaL Delivery 

Versus Payment (DVP), Link dengan Cross Border Payment ;uga 

dimungldnkan melalui aplikasi Payment Versus Payment (PVP). 

a. Dengan sistem Bl-RTGS, orginating bank (intiating bank) melalui 

terminal RTGS di tempatnya mentramisikan transaksi pembayaran ke 

pusat pengelahan sistem RTGS (RTGS-Central Computer!RCC) di Bank 

Indonesia untuk proses penyelesaian akhir transaksi. Jika proses 

penyelesaian ak:hir transaksi berhasit, transaksi pembayaran akan 

dJteruskan secara otomatis dan elektronis kepada counterparty bank. 

Keberhasilan proses penyelesaian akltir transaksi tergantung dari 

kecukupan saldo bank pengirim transaksi pembayamn karena dalam BI­

RTGS bank baaya diperbolebkan untuk mengkredit bank lain. Dengan 

kata lain, bank peserta BI-RTGS harus meyakinkan babwa saldo 

rekeningnya di Bank Indonesia cukup sebelum bank tersebut 

melaksanakan transfer ke bank paserta Bf-RTGS lainnya. 

38 Bank Indonesia, http://wwwbLgo.id/bank indonesia2/utamaltentang bi rtgsl, 11 Maret 
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2.2 Tujuan Sislem BI-RTGS 

Adapun yang menjadi tujuan dari penerapan sistem BI-RTGS ini adalah, 

sebagai berikue9 

a. Menyediakan sarana transfer dana antar-bank yang lebih cepat, efisien, 

andal dan aman kepada bank dan nasabahnya. 

b. Kepastian settlement dapat diperoleh dengan lebih segera (irrevocable dan 

unconditional). 

c. Menyediakan informasi rekening bank secara real lime dan menyeluruh. 

d. Meningkatkan disiplin dan profusionalisme bank dalam mengelola 

likuiditasnya. 

e. Mengurangi risiko~risiko settlement 

2.3 Dasar Hukum Sistem Pembayaran BI-RTGS 

Sistem pembayaran dengan cara transfer dana via bank (dalam hal ini BI­

RTGS), baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank sendiri 

mempunyai dasar hukw:n dalam sistem perundang-Wldangan Indonesia. Dasar 

hukum tersebut dati ketentuan-ketentuan sebagei berikut:40 

a. Ketentuan Bidang Perbankan 

h. Ketentuan Mengenai Bank Indonesia 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

d. Peraturan Bauk Indonesia No. J0/6/PBV2008 Tentang Sistern Bank 

Indonesia Real Time Gross Settlement. Peraturan Bank Indonesia ini 

mencabut ketentuan sebelumnya, yaitu Peraturan Bank Indonesia No, 

6/8/PBV2004 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement 

sebagaimana !J>lah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 

6113/PBII2004. 

39http:!/72. 1 4.23 5 132/garch?g=cwhe;gHad-IR.ZZLJ At:www.bi. go. ign;R/rdon!yreslf5D6A9 
Btl~S95A-49E4-9366~2D4633.8.5DC6317906/R.TQSgepcr.pdftperbedaan+BI~RffiS+dengan+kHring& 
cd=6&:hl-id&cr-c1nk&gl-id&client=firefox-a 

~0 bi.go.idlweb/id/Statistik/Sta:tistik+Sistem+Pembayaran!Sl-RTGS/pbi_100608 2.btm 
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Penyesuaian yang dilakukan dalam Peraturan Bank Indonesia ini antara lain 

terkait dengan: 41 

a, penegasan fungsi Bank Indonesia sebagai pembuat kebijakan~ pengatur 

dan pengawas, serta Penyelenggara dalam penyelenggaraan Sistem BI­

RTGS;dan 

b. penjelasan mengenai risiko yang dihadapi dan pengelolaan risiko tersebut 

dalam Sistem BI-RTGS 

Peraturan Bank Indonesia ini antara lain memuat pengaturan umum 

mengenai:42 

a. Landasan Hukum; 

b. Ketentuan dan Prosedur 

c. Pengelolaan Risiko Sistem Pembayaran 

d. Dana yang digonakan dalam Penyelesaian Akhir (Finality of Settlement) 

e. Keamanan dan Kehandalan Sistem Bl-RTGS 

f Efisiensi Penyelenggaraan Sistem BJ-RTGS 

g. Kepesertaan 

h. Tata Ketola yang Baik (Good Governance) dalam Penyelenggaman 

Sistem BI-RTGS 

i. Pengawasan SistemBI-RTGS (Oversight) 

J. Sanksi 

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini antara lain 

dimuat dalam: 43 

a. Surat Edaran perihal Prinsij>-pnnsip Penyelenggaraan dan Pengawasan 

Sistem BI RTGS (SE Regulator); 

b. Surat Edaran perihal Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS (SE Operator); 

c. Sura! Edaran perihal Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bl-RTGS 

dalarn rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem Bl-RTGS; 

dan 
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d. Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross 

Sea Iemen/ dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Dalam Rangka 

Penerapan Treasury Single Account. 

2.4 Mekanisme Penyelesaian Akhir Transaksi 

47 

Mekanisme penyelesaian akhir transaksi antar bank, baik untuk kepentingan 

bank sendiri mauapun untnk kepentingan nasabahnya dilaksanakan dengan 

mengguuakan kliring sebagai media. Berbeda dengan sistem BI-RTGS yang 

menggunekan metode gross settlement dimana setiap transaksi diperhitungkan 

secara individual, maka kliring menggunakan metode net settlement dalam rangk:a 

penyelesaian akhir. Net settlement adalah proses penyelesaian akhir transaksi­

transaksi pembayaran yang dilakukan pada akhir suatu periode dengan melakukan 

off setting antara kewajiban-kewajiban pembayaran dengan hak-hak penerimaan 

sehingga hanya ada satu net hak dan kewajiban yang akan diselesaikan untuk 

masing-masing rek:ening peserta. 

Dengan demikian dalam metode net selt/ement yang dipakai dalam sistem 

kliring terdapat resiko pada akhir hari bahwa suatu bank akan mengalami 

kekalahan kliring dalam jumlah besar karena selama ini seluruh transaksi antar 

bank baik yang bersifat retail traJtSaction maupun large value transaction 

dilaksanakan me!alui k!iring Apabi!a jurn!ah keka!ahan kliring ini rne!a!ui sa!do 

rekeningnya di Bank Indonesia, maka saldo bank tersebut di Bank Indonesia akan 

menjadi negatif (overdraft) keesokan barinya. Sementara penyelesaian akhir atas 

transaksi melalui sistem BI-RTGS dilakukan apabila rekening giro peserta di 

Bank Indonesia memiliki saldo yang cukup,44 transaksi akhimya bersifat final, 

artinya apabila peserta pengirim dicabut izin usahanya dan di likuidasi atau 

na..ahah dipailitkan, transaksi yang telah dilakukan sebelurn dikeluarkannya 

keputusan pencabutan izin usaba, likuidasi/pailit, tidak menjadikan transaksi 

tersebut bataL 

« Rekening giro tersebut adalah rekening pibak ekstemal terten!u di Bank Indonesia yang 
merupakan sa.rana bagi penatausabaan tratJsaksi dari simpanan yang penarikanoya dapat dilakukan 
setiap saar. 
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Dalam mekanisme penyelesaian akhir transaksi dalam program BI-RTGS ini, 

masih dapat ditemukannya kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi, yaitu 

resiko-resiko sistern pembayaran secara umum. 

2.5 Resiko-Resiko Dalam Sistem Pembayaran 

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat dua jenis resiko dalam sistem 

pembayaran yakni resiko kredit dan resiko likuiditas. 

Resiko kredit adalah resiko dimana counterparly tidak dapat memenuhi 

kewajibannya untuk membayar secara penuh balk pada saat jatuh tempo maupun 

pada saat sesudabnya. Termasuk dalam kategori resiko ini adalah unrealized 

gains atas kontrak-kontrak yang gaga! dilaksanakan (replacement cost risk) dan 

lebih parah lagi adalah resiko tidak terbayarnya suatu transaksi secara 

keseluruhan (principal risk)." 

Sedangkan resiko Hkniditas adalah resiko dimana counterparly tidak mampu 

membayar secara keseluruhan pada saat jatub tempo melainksn membayar 

sesudah jatub tempo. Hal ini tentu akan dapat menlmbulkan kesulitan likniditas 

bagi bank penerima yang pada giliranya nanti mungkin akan meningkatkan crut 

of fimd dari bank karena harus mencari dari money market dengan cepat. •• 

Selain resiko-resiko tersebut, Bank Indonesia sebagai pengawas sistem 

pembayaran di Indonesia juga sangat peduli terbadap resiko sistemik yang 

mungkin dapat timbul pada slstem pembayaran di Indonesla. Resiko sistemik 

adalah resiko kegagalan salab satu bank dalarn memenuhi kewajibannya yang 

jatuh tempo sehingga menyebabkan bank lain juga mengalami kesulitao likniditas 

yang pada gilirannya menjadi tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

Kegagalan tersebut, dalarn kondisi yang sangat ekstrem, mungkin akan dapat 

memicu kesulitan finansial yang lebih luas yang dapat mengancam stabilitas 

41 Z. Dunil, KamusJstilah Perb.a.__n}ta,n Indonesia., Jakana· PT Gramedia Pustaka Utama, cet. t, 
2004, haL 125 

46 Ibid., hal.l26. 
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sistem pembayaran atau bahkan stabilitas suatu perekonomian secara 

keseluruhan. 47 

Berkaitan dengan resiko~resiko sistem pernbayaran tersebut, peiuncuran 

sistem Bl-RTGS diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya 

resiko-resiko dimaksud. Dengan kemampuannya untuk melaksanakan transfer 

real time dan terns menerus: selama window time, BI~RTOS akan marnpu 

mengurangi bahkan memperke<:il resiko-resiko dalam proses penyelesaian akhir 

transaksi karena transaksi baru akan dijalankan apabila saldn rekening bank di 

Bank Indonesia mencukupi. Dengan sistem BI-RTGS, apabila saldo bank 

mencukupi maka bank dapat segera melakukan penyelesaian akhir transaksi saat 

itu juga kepada bank lain uang selanjutnya akan mengkredit rekening nasabah 

sehingga dananya dapat segera langsung digunakan oleh nasabah yang 

bersangkutan. 

Selain itu, dengan peluncuran sistem BI-RTGS diharapkan akan mampu 

memenuhi kebutuhan berbagai pihak terhadap tersedianya mekanisme 

pembayaran yang sangat cepat yang dibutuhkan oleh transa.ksi yang mensyaratkan 

delivery versus payment (DVP) seperti transaksi jual bell saham dan securities 

paper Jainnya. Dalarn transaksi ini, transfer dana melalui Bl-RTGS (the payment 

leg) akan dapal dikoordinasikan dengan final transfer of assets (delivery leg) 

sehingga terjadi keserasian antara penyerahan assets dengan pernbayaran. Hal ini 

sangat penting untuk menurunkan resiko dalam pasar-pasar sekuritas tersebut. 

Dengan peluncuran sistem BI-RTGS ini, diharapkan resiko sistemik akan 

dapat dikurangi melalui tiga earn, yaitu sebagai berikut: 

a, Penurunan secara signiflkan intraday interbank exposure akan dapat 

mengurangi kemungkinan ketidakmampuan suatu bank dalarn menutup 

kerugian alau menutup kekorangan likuiditas karena bank lain tidak 

mampu memenuhi kewajibannya~ 

b. Sistem Bl-RTGS akan dapat mencegah kemungkinan terjadinya resiko 

sistemik dalam net seJtlemenr; 

41 lllli.l , hal 127. 
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c. Karena bank dapat melakukan penyelesaian akhir transaksi setiap saat 

selama window time, mala waktu penyelesaian akhir transaksi tidak Jagi 

hanya terfokus pada suatu waktu tertentu saja. Hal ini akan membcrikan 

waktu yang cukup bagi bank untuk menyelesaikan kesulitan likuiditasnya 

dengan cara meminjam dati bank lain atau menunggu incoming transfer 

dari bank lain. 

2.6 Karakteristik Sistem BI-RTGS 

Sistem BI-RTGS adalah merupakan sistem yang ke delapan yang digunakan 

oleh dilingkungan EMEAP countries (Executive Meeting of East Asia~Pacific 

Central Bankers) setelah tujuh negara lain yakni Thailand, Hongkong, Singapore, 

Malaysia, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru telah terlebih dahulu 

memberlakukan sistem RTGS. 

Implementasi sistem Bl-RTGS dilakukan secara bertahap. Untuk tahap 

pertama, Bank Indonesia mewajibkan bank -bank yang beroperasi di Jakarta untuk 

menjadi peserta sistem BI-RTGS. Sedangkan untuk tahap barikutnya, sistem BI· 

RTGS akan diimplementasikan di wilayah Kantor Bank Indonesia. 

Sampai saat ini, sistem Bl-RTGS telah diimplementasikan di Jakarta pada 

tanggal 17 November 2000, Bandung pada tanggal 1 Juni 2001, Surabaya pada 

tanggal 6 Juli 2001, Yogyakarta dan Manado pada tanggal 3 Agustus 2001, 

Balikpapao dan Samarinda pada tanggal 24 Agustus 2001, Semarang pada 

langgal 28 September 2001, Denpasar pada tanggal 2 Oktober 2001, dengan 

keselurnban jwnlah peserta sebanyak knrang lebih 134 bank. Berikut 

karakteristik-katukteristik sistem BJ-RTGS adalah sebagai berikut: 

a. V-Shaped Structure 

Sebagaimana digunakan oleh sebngian besar sistem RTGS di dunia, maka 

sistern Bl-RTGS juga menggunakan V-Shaped Structure dalam 

pengiriman message dari bank pengirim kepada bank penerima melalui 

Bank Indonesia sebagai penyelenggara Bl-RTGS. 
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PESERTA PESERTA 
PENGlRIM PENERIMA 

L FuiiPaym~ I 3. Full Payment 
Massage I RCC I Massage 

2. Settlement 

V-Shaped 

Dalam struktur ini, seluruh informasi yang terkandung daJam suatu 

transaksi akan dikirimkan oleh bank pengirim kepada RTGS-Central 

Computer (RCC) dan akan diteruskan kepada bank penerima apabila 

pemindaban dana sudah diselesaikan oleh Bank Indonesia. 

b. Peserta BI-RTGS 

Jumlah keseluruhan peserta langsung dalam sistem BI-RTGS saat ini 

adalah berjumlah 124 bank yang terdiri dari 119 bank umum 

konvensional, tennasuk Bank Pembangunan Daerah dan 5 bank umum 

syariah. Sedangkan jumlah peserta tidak langsung terdiri dari 2 bank. 

Jumlah peserta sistem Bl-RTGS tersebut akan terns berkembang. 

Berdasarkan jenis kepersertaan dalam sistem Bl-RTGS, maka hal ini dapet 

dibedakan menjadi 2, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung. 

Peserta langsung adalah peserta yang dapat langsung melakukan transaksi 

dengan sistem BI-RTGS secara langsung, dengan menggunakan RTGS 

terminal milik peserta. Sedangkan peserta tidak langsung adalah peserta 

yang dapat melakukan transaksi sistem Bl-RTGS secara tidak lan&>sung, 

yang pe!aksanaannya dilakukan oleh petugas Bank Indonesia, dengan 

menggunakan RTGS terminal milik Bank Indonesia. 
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c. Mekanisme Transfer Dana Bl-RTGS 

Transaksi dalam sistem Bl-RTGS dapat digunakan untuk transfer kredit 

dan transfer debet. Bank Indonesia dapat meJakukan kedua transfer 

tersebut, tetapi peserta selain Bank Indonesia hanya dapat menggunakan 

sistem transfer kredit saja. Dimana transfer kredlr berupa. transaksi single 

credit adalah tmnsaksi kredit yang hanya berisi 1 instruksi transfer dan 

transfer multiple credit adalah transfur kredit yang berisi 1ebih dari 1 dan 

maksimal 10 instruksi transfer untuk diteruskan kebeberapa rekening 

nasabah penerima pada 1 peserta penerima. Berdasarkan asal instruksi 

secara umum dapat digambarkan bahwa mekanisme transfer dana antar 

bank peserta BI-RTGS adalah sebagai berikut: 

1.) Bank pengirim meng-input kredit transfer ke dalam terminal RTGS 

(RT) untuk selanjutnya ditransmisikan ke RCC di Bank Indonesia; 

2.) Selanjutnya, RCC memproses credit transfer dengan mekanisme 

sebagai berikut 

a.) Mengecek kecukupan sal do apakah sal do rekening giro bank 

pengirim lebih besar dari atau sama dengan nilai nominal credit 

transfer; 

b.) Jika saldo rekening bank pengirim mencukupi akan dilaknkan 

posting secara simultan pada rekening giro bank pengirim dan 

rekening giro bank penerima~ 

c.) Jika sal do rekening giro bank pengirim tidak mencnkupi, credit 

transfer tersebut akan ditempatkan dalam antrian (queue) sistem 

BI-RTGS. 

3.) Informasi credit transfer yang Ielah diselesaikan (settled) akan 

ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT bank pengirim dan 

RT bank penerima. Infonnasi yang ditransmisi tersebut adalah ala! 

bukti elek!ronik bahwa rekening giro peserta penerima di Bank 

Indonesia Ielah dikredit, berupa hasil olahan komputer (computer print 

out). 
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2.7 Window Time 

Window Time ad.alah waktu transaksi transfer antar bank baik untuk 

kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah saat ini dibalasi muiai 

pukul 06:30-16:30 WIB. Waktu transaksi transfer tersebut diharapkan akan dapat 

memberikan keleluasaao kepada pelaku ekonomi di seluruh Indonesia yang terdiri 

dari 3 zona waktu untuk bertransaksi dengan lebih lancar. 

Meskipun demikian, apabila dalam kasus-kasus tertentu diperluken waktu 

transaksi transfer yang lebih lama, Bank Indonesia dapat rnelakukan perpanjangan 

untuk mengakumodasi kebutuhan petpanjangan tersebut.48 

2.8 No Money No Game 

Sistem Bl-RTGS hanya memperbelehkan bank peserta BI-RTGS untuk 

mengkrcdit rekening peserta BI-RTGS lainnya. Dengan demikian, bank peserta 

BI-RTGS tidak diperkenankan untuk mendebit rekening peserta BI-RTGS. Hal 

ini akan menciptakan paradigma ba.ru dalam sistem pembayaran di Indonesia 

dimana bank-bank barns seeara bijaksana mengelola !ikuiditasnya sehingga 

seluruh transaksinya dapat terselesaikan dengan baik kerena suatu transaksi akan 

masuk dalam antrian apabila sa!do bank tidak eukup. Transaksi yang rnasuk 

da!arn antrian haru akan dapat terselesaikan apabila bank mendapatkan transfer 

pemasuken dari bank lain.49 

2.9 Cappi11g 

Guna mernperkecil berbagai resiko sistem pembayaran sebagai akibat 

penggunaan net settlement dalam proses ldiring, maka Bank Indonesia 

menetapkan batas maksimum nominal transaksi yang diperbolehkan melalui 

kliring. Pada tahap awal, capping clearance ditetapkan sebesar Rp. 1 miiyar 

namun secara bertahap ak:an diturunkan sehingga transaksi yang melewati kliring 

48 Bank Indonesia, Outlook: Sistem B.;lJik Indonesia- R.~l Time Gross S~.ttlement ffil-Rl:GID. .• 
Jakarta: Bagian Penyelesaian Transaksi, 2008. 
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akan berkumng dan pada giliraMya restko akibat penggunaan net sr!lllement 

dapat diturunkan. 50 

2.10 Queque Mattagement And Gridlock Resolutlo11 

Gridlock adalah suatu keadaan di mana teljadi kemacetan pada proses 

transaksi transfer dana yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kendala­

kendala tertentu yang disebabkan oleh kelalaian dari para bank pararta secara 

sengaja maupwt tidak sengaja. 

Bank yang memiliki dana yang cuknp dalam rekening di Bank Indonesia 

sangat dianjurkan untuk: melakukan pembayaran~pembayarannya sesegera 

mungkin. Bank-bank dianjurkan untuk melakukan pembayaran atas transaksi 

Interbank Treasury selambat-Iambalnya pukul 10:30 waktu setempat. 

Bank diwajibkan mengelola antrian pembayarannya dan apabila 

memungkiukan mendabulnkan pembayaran yang nilai nomina!nyalebih kecil dari 

pembayanm lainnya. Guna menjarnin kelancaran sistem, maka bank-bank 

dianj urkan untuk memberikan fasilitas intraday overdraft bagi nasabab vostro. 

Apabila saldo rekening giro bank yang akan didebet lebih kecil dari nilai transaksi 

pembayaran yang dikirimkan oleh bank, maka transaksi pembayaran tersebut 

akan menempati antrian dalam BI-RTGS. 

Antrian dalam slstern BI~RTGS berbasis pada priority level dan First In First 

Out (FIFO). Modul antrian dalam sistem BI-RTGS dilengkapi dengan fasilitas 

By-pass FIFO yang bekerja secara otomatis jika antrian mencapai jumlab tertentu, 

dengan maksud untuk mengurangi jumlah antrian. Tingkat prioritas dalam modul 

antrian pada sistem BI-RTGS adalah sebagai beriknt: 

a. Prioritas pertama : Pembebanan basil kliring 

b. Prioritas kedua : Transaksi bank dengan Bank lndonesialpemerintah 

c. Prioritas ketiga : Credit transfer yang berasal dari bank peserta 

Bl-RTGS 

.10 J.hlQ. 
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Apabila BI-RTGS mendeteksi terjadinya gridlock rnaka fasilitas gridlock 

resolution akan dijalankan secara otomatis maupun manual berdasarkan kriteria 

kecukupan saldo atau menggunakan metode F~rsl Available First Out (F AFO)." 

2,11 Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Dan Fasilitas Pendanaan Jangka 

Pendek (FP JP) 

Seperti yang Ielah disampaikan sebelumnya transaksi-transaksi yang 

dilakaanakan pada sistem BI-RTGS adalah bersifat Gross Settlement sehingga 

akan diselesaikan individually serta bersifat herkesinambungan sepanjang waktu 

transaksi. Hal ini berbeda dengan mekanisme ldiring yang menggunakan net 

settlement. Dalam net settlement system bank tidak memerlukan likuiditas yang 

cukup tinggi secara terns menerus sepanjang hari, sedangkan dengan sistem 

RTGS bank wajib memiliki likuiditas yang eukup tinggi sepal\iang hari Kondisi 

ini memparbegus kebutuhan FLI dengan tujuan untuk membantu kelancamn 

pembayaran antar henk sepanjang hari.52 

Dalam sistem Gross Settlement dapat teljadi pada suatu waktu tertentu, 

misalnya pada pagi hari, saldo bank lebih kecil daripada nominal transaksi yang 

akan diselesaikan yang menyehahkan transakai tersebut masuk dalarn antrian, Hal 

ini buken berarti hahwa bauk tersebut mengalarni kesulitan likuiditas yang kronis, 

karena pada dasarnya bank tersebut berharap uken menerima pemindahan dana 

masuk dari bank lain beberapa saat kemudian, sedangkan yang te(iadl itu 

hanyalah intraday gap antara outgoing transaction dengan incoming transaction 

pada suatu saat tertentu saja. 

Untuk mengatasi interday gap ini kebanyakan sistem RTGS dlseluruh dunia 

memerluken adanya fasilitas pendukung berupa FLI yang berguna untuk 

memperlancar real lime transaction. Beberape ketentuan dalam fasilitas FLI BI­

RTGS antara Iain:53 
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a_ Untuk mendapatkan fasilitas FLI, bank-bank paserta Bl-RTGS harus 

mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia; 

b. Bank harus menjamin Sertipikat Bank Indonesia (SBI) dan I atau obligasi 

pemerintah yang nilainya sekurang-kurangnya sebesar nilai FLI sebagai 

collateral (agunan) sehingga fasilitas FLI bersifatful/y secured; 

c. Jumlah limit makaimum FLI yang dapat diajnkan adalah 2 (dua) kali 

perkiraan nilai transaksi tcrbesar yang menjadi kewajiban bank tcrsebut 

pada hari penggunaan FLI; 

d. Penggunaan FLI dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro 

tidak mencukupi untuk melakukan outgoing transaction sepanjang 

kekumngan tersebut tidak melebihi nilai FLJ (provided when needed); 

e. Pada saat bank menerima incoming transfer maka secant otomatis 

Incoming transfer tersebut akan digunakan untuk mengurangi saldo FLI 

yang telah digunakan; 

[ FLI hanya dapal dipergunakan dari pukul 08:30 sampai dengan pukul 

I 8:00 WIB sedangkan untuk pelunasan FLI dilaknkan paling lambat pukul 

19;00 WIB. Apabila bank tidak mampu mengernbalikan tepat pada 

waktunya maka fasilitas FLI tersebut akan berubah menjadi Fasilitas 

Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) overnight; 

g_ Pada saat T +I sampai dengan pukul 17:00 WIB, Bank Indonesia akan 

menagih selurub kewajiban bank tersebut dengan menggunakan transaksi 

"Super Priority" yang akan didahulukan penyelesaian akhimya 

dibandingkan transaksl-transaksi lainnya; 

h. Dalam hal saldo giro tidak mencukupi untuk pehmasan FFJP sampai 

dengan pukul 17:00 WIB dan bank yang bersangkutan tidak mengajukan 

FP JP barn sampai dengan pukul 18:00 WIB, maka pelunasan dilaknkan 

dengan mengeksekusi agunan. 

Dalam kegiatan usaha, Bank sangal lazim mengalami kesulitan pendanaan 

jangks pendek yang disebabkan ketidaksesuaian pendanaan antara arus masnk 

dan arus keluar (mismatch). Dengan berJakunya penyelesaian transaksi melalui 
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sistem Bank Indonesia~ Real1'ime Gross Seulement (BI-RTGS) dimana transaksi 

pernbayaran diselesaikan satu demi satu secara seketika (real time), Bank sangat 

mungkin mengalami kesulitan pendanaan dalam waktu yang sangat pendek. 

Kesulitan pendanaan dimaksud sebagai akibat terjadi ketidaksesuaian antara 

waktu dan atau nilai transaksi yang dikirim (outgoing transaction) dengan 

transaksi yang diterima (incoming transaction). Apabila kesulitan yang dial ami 

oleh Bank atau beberapa Bank tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan dapat 

menyebabkan kemacetan pembayaran (gridlock) yang dapat mengganggu 

kelancaran sistem pambayaran yang pada akhimya dapat menimbulkan 

ketidakstabilan sistem keuangan secara keseluruban. Untuk mengatasi timbulnya 

kemacetan pembayaran diatas maka Bank Indonesia menyediakan fasilitas 

pendanaan untuk jangka waktu yang sangat pandek selama waktu operasional 

Sistem Bl-RTGS dalam bentok Fasilitas Likniditas Intrabari (FL!) Bagi Bank 

Umum yang waj ib dilunasi oleh Bank pacta akhir hari yang sama. 

Selain penyediaan FLI untuk mengatasi gridlock dalam Sistem Bl-RTGS, 

penyediaan FLI juga diperlokan untuk mengatasi timbulnya kewajiban 

penyelesaian akhir kliring debet yang ditanggung oleh Bank Indonesia sebagai 

penyelenggara sistem kliring. Berkenaan dengan hal tersebut maka Bank 

Indonesia mernandang perlu untuk menerapkan suatu kebijakan yang mewajibkan 

peserta dalam Kliring Debet untuk menyediakan pendanaan awal (prefund) dalam 

bentuk dana (cash) dan atau surat berbarga (collateral) pada setiap aw•l hari 

sebelum kliring debet dimulai. Berkenaan dengan penyediaan setoran awa1 dalam 

bentuk: surat berharga tersebut maka mekanisme penyediaan. penggunaan dan 

pelunasannya akan diberikan dalam bantok Fasilitas Likuiditas Intrahari khusus 

kliring sebagaimana Fasilitas Likuiditas lntrabari yang sebalumnya telah 

disediakan oleh Bank Indonesia untuk transaksi Sistem BI-RTGS. Pengajuan FLJ 

dan penatausabaan surat berharga dalam rangka pengajuan FLI Ielah 

menggunakan sarana Bank Indonesia ~ Scripless Securities Settlement System 

(BI-SSSS) yang terhubung langsung dengan Sistem BI-R:fGS. Dengan 
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menggunakan sarnna BI-SSSS diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan 

FLJ dan merninimalkan resiko settlement. 

Selain itu Bank Indonesia juga memberlkan fasilitas pembiayaan untuk 

menjamin kelangsungan usaha bank berupa Fasilitas Pernbiayaan Jangka Pendek 

(FPJP). Untuk mengetahui perbedaan kedua jenis fasilitas pembiayaan ini dapat 

dilihat pada lampiran. 54 

2.12 Information Technology Security And Disaster Reco""'Y Plcm (DRI'} 

Bank Indonesia sebagai host sistem Bl-RTGS telab menyiapkan Disaster 

Recover Plan (DRP) dan Disaster Recovery Centre (DRC) untnk meyakinkan 

babwa sistem pembayaran di Indonesia didukung olch sistem yang banda!. Setiap 

peserta sistem Bl-RTGS dipersyaratkan untnk memilild back-up sistem yang 

memadai di lokasi yang berbeda dengan lokasi utama yang dapat diak:tifkan 

dalam waktu yang secepatnya sejak kegagalan sistem utama, sehingga tidak akan 

membabayakan kelancaran pembayaran di industri perbankan secara 

keseluruhan." 

Sistem BI-RTGS adalab merupakan sistem yang sangat sarat dengan 

teknologi infonnasi. Penggunaan perangkat keras, perangkat lunak serta sarana 

telekomunikasi yang canggih memerlukan suatu usaha lebih untnk memastikan 

bahwa seluruh sistem Bl-RTGS sangat aman. Berbagai Japisan keamanan telab 

diaplikasikan dalam sistem ini sehinggu diharapkan sistem Bl-RTGS dapat 

beroperasi dengan aman. Untuk meyakinkan hal tersebut, Bauk Indonesia telah 

meminta Independent IT Auditor untuk mengaudit seluruh aphkasi maupun 

network yang digunakan dalam sistem BI-RTGS, Independent IT Auditor tersebut 

juga telab pula melaknkan penetration testuntuk mengkaji kemungkinan adanya 

loop hole yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh para hacker untuk menembus 

pertahanan sistem BI-RTGS.56 Meskipun pada saat ini opini IT Audit terhadap 

seluruh sistem BI-RTGS telab menunjukan basil yang sangat memuaskan, secara 

s~ bttp:/lakuasih. wordpress.com/2007112/09/perbedaan-fli~dengan-fpjp/ 
3s lman Sjahpuua Tungga1, et at, QQ:CiL hal. 93 dan lOS. 
56 Ibid., hat 102-104. 
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periodik di masa yang menandatang IT audit akan tetap dilaksanakan agnr sistem · 

Bl-RTGS tetap arrum. 

Selain itu~ semakin masif dan Jntensnya kehadiran teknologi infonnasi yang 

berimplikasi pada ketergantungan pada teknologi tersebut mewajibkan setiap 

institusi pengguna teknologi informasi untuk memiliki kebijakan prosedur serta 

sarana pengganti (back-up) yang handal. Terhadap bank juga dianjurkan agar 

memiliki sisrem cadangan yang memadai di lokasi yang berbeda dengan lokasi 

utama yang dapat diaktifkan dalam waktu singkat apabila sistem utama gaga! 

sehingga tidak membahayakan kelancaran pembayaran di industri parbankan 

secara keselurnhan. 

Seoara periodik, seluruh peserta BI-RTGS juga diwajibkan untuk menguji 

coba sekurang-kurangnya dna kali dalam setiap tahun cadangan tersebut dan DRP 

untuk memastikan babwa segala sesuatunya berjalan dengan baik. 

2.13 Implementasi Sistem BI-RTGS di Kantor Bank Indonesia 

Setelah implementasi sistem BI-RTGS tahap I telah beljalan dengan baik pada 

tahun 2001, secara bertahap sistem BI-RTGS juga dipasang pada kantor Bank 

Indonesia, Pengintegrasian sistem BI-RTGS di kantor pusat Bank Indonesia dan 

kantor Bank Indonesia ini akan mengbapus rekening giro bank yang ada di kantor 

Bank Indonesia sehingga hanya ada I rekening giro bank di kantor pusat Bank 

Indonesia (Centralized Seulement Account I CSA). 

Manll!at pemberlakuan CSA bagi bank peserta sistem BI-RTGS antara lain 

sebagai barik.ut: 

a. Memudahkan bank dalam melakukan kontrol terbadap posisi likuiditasnya; 

b. Money in Transit yang mungkin terjadi pada saat bank-bank melakukan 

transfer ke cabang-cabang akan dapat dihilangkan sehingga cost of fimd bank 

akan dapat diturunkan; 

e. Membantu bank dalam menge!ola dananya secara efektif dan efisien. 
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Sedangkan bagi Bank Indonesia, pemberlakuan CSA akan memberi manfaat 

dalam hal: 

a. Memudahk:an bagi Bank Indonesia untuk memantau ketaatan bank dalam 

memenuhi kcbutuhan Giro Wajib Minimum (GWM); 

b. Bank Indonesia juga akan lebih mudah dalam mcmantau likuiditas bank 

karena posisi rekening giro bank sudah bersifut nasionalis dan dapnt dimonitor 

secara real time; 

c. Memberikan informasi yang kebih akurat untuk early warning system 

terhadap bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. 

2.14 Teori Real Time Gross Settlement (RTGS) 

Perkembangan sistem RTGS di Indonesia didorong kebutuhan untuk 

mengelola resiko sistemik tnmsfer dana dalam nilai yang besar. BI-RTGS 

memberikan kecepntan, ketetapen, dan kepestian dalam pengiriman dan 

penerimaan dana yang merupakan suatu persyaratan yang penting untuk 

membantu recovery industri keuangan di Indonesia. Bagi Bank Indonesia, BI­

RTGS sangat penting untuk mengurangi resiko sistem pembayaran. Sebagai nilai 

tambah, sistem RTGS dapnt juga sebagai sumber infunnasi yang akurat untuk 

kegiatan pengawasan bank dan implementasi kebijakan moneter. Sistem 

komputer BI-RTGS dioperasikan dan dikendalikan oleh Bank Indonesia. 

Pada mulanya hanya bank komersial yang mcnjadi peserta BI-RTGS dan 

semua bank yang beroperasi di Jakarta telah menjadi anggota BI-RTGS sejak 

pertama kali diterapkan pada November 2000. pada saat ini BI-RTGS Ielah 

dioperasikan di beberapa wilayah di luar Jakarta dan tersambung dalam satu 

jaringan terpadu. 

2.15 Pengaturan Sistem Pembayaran Dalam Program BI-RTGS 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa transaksi tanpn kertas atau paperless 

tidak lagi menjadi sesuatu yang istimewa.. Dengan majunya teknologi infonnasi, 

berbagai transaksi kini tidak harus dilakukan secaraface to face. Melainkan bisa 
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dilakukan secara digital melalui sJstem terkoneksi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan." Selain proses lebih cepat dan mudah, transal<si tanpa kertas ternyata 

juga lebih hemat 

Itulah sebabnya dunia perbankan segera menyerap implementasi ini. Salah 

satunya adalah Bank Indonesia melalul penerapan sistem BI-RTGS. Sistem ini 

diterapl<sn sebagai pengganti sistem kliring yang dulunya dilakukan secara 

manual. RTGS ini dibuat sedemikian rupa sebingga semua kegiatan kliring dapat 

dilakukan melalui komputer. Dibarapkan dengan sistem kliring tanpa kertas ini 

pernbayaran dapat dilaknkan lebib cepat, efisien. dan kapan saja. 58 Karena RTGS 

ini merupakan sebuah sistem seltlement berbasis gross dengan koneksi elektronis 

on-line antara Bank Indonesia dengan bank-bank, baik bank swasta maupun bank 

pemerintah. 

Pada dasamya, RTGS adalah proses penyelesaian akhir tmnsaksi (settlement) 

yang dilakukan per transaksi (indidually processed/gross seltlement) dan bersifat 

real time. Tujuan dibuatnya sistem ini adalah untuk menyajikan sarana transfer 

antar bank yang lebih cepat, efisien dan aman kepada bank dan juga para 

nasabahnya. •• 

RTGS juga memungkinkan Bank Indonesia rnemonitor short term interest 

rate dan bank peserta RTGS ini secara otomatis dapat mengeliminasi resiko 

!credit, resiko likuiditas, resiko sisremik Sisrem RTGS ini termasnk sistem yang 

paling canggih di dunia. Indonesia adalah negara ke delapan yang menggunakan 

RTGS, setelah Thailand, Hongkong, Singapura, Australia, Malaysia, New 

Zealand dan Korea. 

RTGS yang mulai diimplementasil<sn tanggal 17 November 2000, digunakan 

untuk melakukan tnrnsfer dana antar bank. Dimana sebelumnya kegiatan transfer 

antar bank menggunakan Net Setl/ement System bnkan Real Ttme Gross 

Settlement. 

s1 Budi Agus R.i&wandl, Qp;;Cic, hal H}5. 
~ Aribowo, Analis Senior Biro Pembayaran Nasional Bank lndunesia kepada aBizzAsia. 
'

9 ,Ibid. 
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Peraturan Bank Indonesia No. 10/6/PBI/2008 Tentang Sistem Bank Indonesia 

Real Time Gross Settlement. Peratuf'J.n Bank Indonesia ini mencabut ketentuan 

sebelumnya, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 6/8/PBI/2004 tentang Sistem 

Bank Indonesia Real Time Gross ScU/emenl sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bank Indonesia No. 6113/PBI/2004, memuat ketentuan mengenai: 

a. Tata cara menjadi peserta dan perubahan status kepesertaan 

Hubungan hukum antara peuyelenggara dan peserta dituangkan dalam 

Peljanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dan Peserta. 

Peserta Bl-RTGS adalah Bank Indonesia, bank dan pihak Jain selain bank 

yang sndah memenuhi syarat kepersertaan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dan dalam perubaban status peserta wajib membuat laporan tetapi 

tidak barus disertai dengan perubaban dokumen kepesertaan dalarn sistem BI­

RTGS; 

b. Pedoman penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis, Iaporan hasil 

pemeriksaan internal dan hasil security audit 

Laporan pemeriksaan internal dan hasil security audit. Penyampaian 

kebijakan dan prosedur tertulis/ Bye-Laws ditujukan kepada Bagian Pengawas 

Sistem Pembayaran Diraktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank 

Indonesia, dengan menggunakan sural pengantar khusus yang ditandatangani 

olen Direktur Kepatuhan Peserta. Penyampaian ini paling Jambat 6 bulan 

sejak kepesertaan dalam sistem Bl-RTGS, selain itu setiap ada perubahar 

disampaikan paling lambat I bulan terhitung sejak terjadinya perubahan. 

Dalam melakukan perneriksaan internal yang menjamin keamanan 

operasional sistem BI-RTGS sekurang-kurangnya I kali dalam se!ahun dan 

menyarnpaikan Japoran basil pemeriksaan internal tersebut kepada Bank 

Indonesia paling larnbat 2 bulan setelah dilakukarmya pemeriksaan internal 

dan dalarn melakukan security audit sekurang-kurangnya 1 kali dalam jangka 

waktu se!ahun sejak tanggal kepesertaan dan setiap kali ada perubahan dalarn 

sistem teknologi infonnasi internal peserta yang terkait dengan: sistem BI-
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RTGS. serta menyempaikan hasil security audit ·tersebut paling lambat 2 

bulan setelah dilakukannya security audit: 

c. Tata cara perpanjanganjam operasional. 

Penyelenggara dan peserta dapat memperpenjang waktu berdasarkan pada 

pertimbangan tertentu, yaitu dalam hal teljadi keadan darurat, adanya 

gangguan atau kerusakan pada RT server peserta sehingga waktu yang 

tersedia menjadi terbatas, adanya alasan lain yang dapat disetujui oleh pihak 

penyelenggara dan perpenjangan tersebut dikenai biaya; 

d. Biaya penggunaan sistem Bl-RTGS 

Untuk setiap transaksi, bank peserta RTGS dikenakan biaya transaksi yang 

bervariasi. Pada dasamya Bank Indonesia mamatok biaya transaksi tertentu 

bagi bank peserta RTGS. Aturan tentang tarufbam tersebut dituangkan dalam 

Surat Edaran BI No. 10/11/DASP tanggal 5 Maret 2008 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Seu/ement (BI­

RTGS). Dengan aturan baru ini maka biaya penggunaan Sistem BI-RTGS 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut: 

1.) Biaya single credit transaction: 

a.) Untuk transaksi yang dikirirn pada pukul 06.30 WIB sampai dengan 

pukul 15.00 WIB, besamya biaya transaksi adalah Rp 7.000 (tujuh 

ribu rupiah) per transaksi. 

b.) Untuk transaksi yang dikirim setelah pukul 15.00 WIB sarnpai dengan 

cut off time, besamya biaya transaksi adalah Rp 15.000 (lima belas 

ribu rupiah) per transaksi. 

2.) Biaya multiple credit transaction: 

a.) Untuk transaksi yang dikirim pada pukul 06.30 WIB sampai dengan 

pukul 15.00 WIB, besarnya biaya transaksi adalah Rp. 35.000 (tiga 

puluh lima ribu rupiah) per transaksi. 

b.) Untuk transaksi yang dikirim setelah pukul 15.00 WIB sampai dengan 

cut off rime, besarnya biaya transaksi adalab Rp 50.000 (lima puluh 

ribu rupiah) per transaksi. 
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Sementara untuk biaya pengiriman administrative message sebesar Rp 2.500 

(dua ribu lima ratus rupiah) per administrative message. Biaya perpanjangan 

jam operasoonal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setengah 

jam pertama dan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setengah jam 

kedua dengan maksimal perpanjangan selama I (satu) jam. Biaya penggunaan 

fasilitas guest hank sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per jam yang 

dihitung berdasarkan durasi penggunaan fasilitas guest bank yang mengacu 

pada waktu system start-up sampai dengan system shut..rJown. 

e. Tata cara perhitungan bunga dan kompensasi, termasuk besar tingkat 

kompensasi. 

Perhitungan kompensasi dibedakan, misalnya dalarn penyesuaian tanggal 

valuta, pengembalian pembayaran salah kirim, keterlambatan pembayaran 

atau pembayaran kembali dan perubahan pihak penerima (beneficiary). 

Adapun tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungac kompensasi adalah 

120% dari rata-rata tingkat JIBOR overnighJ. Mengenai hal ini pengaturannya 

tennuat dalam Bye Laws. Klaim kompensasi hanya berlaku apabila diajukan 

oleh pibak yang berkepentingan dalam waktu 60 hari kalender sejak tanggal 

valuta dari suatu transaksi. Pengenaan kewajiban bayar kompensasi 

sebagaimana dimaksud, dilakukan berdasarkan laporao peserta penerima 

kepada penyelenggara; 

f. Tata cara penyelesaian transaksi sistem BI-RTGS dalam transaksi normal dan 

keadaan darurat. 

Kelebihan utama RTGS dibanding sistem yang lama menghilangkan 

settlement risk Selain itu, proses penyelesaian transfer dana antar rekening 

menJadi lebih cepat, dan waktu yang disediakan untuk melayani perpindahan 

dana rekening meqjadi lebih panjang dan sifatnya fmal. Peserta langsung yang 

mengalami gangguan RT server serta pcserta tidak iangsung, wajib 

menggunakan bilyet giro Bank Indonesia atau, khusus untuk penarikan tunai 

menggunakan cek Bank Indonesia; 
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g. Tala cara pengawasan langs:ung dan tidak langsung. 

Pengawasan oleh Bank Indonesia dapat dilakukan dengan 2 eara, yaitu 

pengawasan langsung berupa pemeriksaan peserta baik secara berkala 

maupun setiap wak!u bila diperlukan. Sedangkan pengawasan tidak langsung 

berupa pengawasan melalui penelitian. anahsis dan evaluasi atas laporan­

laporan yang disampaikan oleh peserta kepada Bank Indonesia dan!atau 

data/info lain yang diporoleh Bank Indonesia. 

2.16 Penunjang dan Pengawas Sistem Pembayaran 

Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 

salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelanearan sistem 

pembayaran. Dibidang sistem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu~ 

satunya lernbaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan nang 

rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Disisi 

lain dalarn rangka, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank 

Indonesia berwenang melaksanakan,. memberi persetujuan dan perizinan atas 

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran sepertl sistem transfer dana baik bersifat 

real time, sistem kliring maupun sistem pembayaran lainya misainya sistem 

pembayaran berbasis kartu. Sebagai lembaga pembina dan pengawas perbankan 

di [ndonesia. Bank Indonesia mempunyai peran yang sangat besar dalam 

melindungl dan menjamin agar nasabah tidak rnengalami keruglan akibat 

tindakan bank yang salab. Pengawasan yang efek!if dan baik merupakan langkah 

preventif dalam meminimaliskan kasus-kasus kerugian nasabah karena tindakan 

bank.60 

Untuk mewujudkan suatu sistem pembayaran yang efisien. eepat, aman dan 

handal, Bank Indonesia secara terus menerus melakukan pengembangan sesuai 

dengan acuan yang ditetapkan yaitu Blue Print Sistem Pembayaran Nasional. 

60 Zulkamain Sitompul., "Tantangan Pengawasan Bank", Imnal Hukum B[!!~ (voJ. 24-No. l 
Tahun 2005), haL 6-16. 
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Pengembangan tersebut direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan 

yang diarahkan pada pengurangan resiko pembayaran antar bank dan 

peningkatan efislensi peJayl'man jasa sistem pembayaran. 

Pada sistern pembayaran non~tunai, saat ini penyediaan layanan jasa 

pembayaran sebagaian besar dilakukan oleh perbankan balk melalui rekerung 

bank di Bank Indonesia, hubungan bilateral antar bank maupun melalui jaringan 

internal bank yang dimilikinya. Layanan pembayaran dana antar nasabah tersebut 

biasanya dilakukan melalui transfer elektronik, sistem kliring maupun melalui 

sistem BI-RTGS. Dari sisi piranti pembayaran, secara historis sistem pembayaran 

non tunal di Indonesia didominasi oleh piranti pembayaran berbasis warkat, 

namun perkembangannya piranti elektronik mulai banyak berperan terutama sejak 

dioperasikannya sistem Bl-RTGS pada bulan November untnk penyelesaian 

transaksi bemilai besar atau urgent. 

Sementara itu dalarn kaitarmya dengan pengawasan sistem pembayaran, Bank 

Indonesia memiliki tanggungjawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa 

sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Fungsi pengawasan 

sistem pembayaran ini selain berwenang untuk: memberikan izin operasional 

terhadap pihak yang menyelenggarakan kegiatan di badang sistem pembayaran 

juga berwenang untuk melakukan pengawasan terbadap penyelenggaman sistem 

pembayaran baik yang dilaknkan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain di luar 

Bank Indonesia. 

BI-RTGS merupakan suatu wujud realisasi upaya Bank Indonesia dalam 

menunjang kelencarnn sistem pembayaran, yd!mi suatu iufrastruktur handal yang 

memungkinkan teroiptanya mekarusme transfer dana antar bank dalarn jumlab 

besar seeara seketika (real time) antar bank-bauk dengan Bank Indonesia. 

Selain itu, implementasi sistem RTGS dapat mengakomodasikan kepentingan 

Bank Indonesja untuk menurunk:an resiko dalam sistem pembayaran khususnya 

yang selama ini terjadi pada sistem kliring dengan metode multilateral netting. 
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Kelancaran pelaksanaan sistem 81-RTGS yang relatif baru ini, sangatlah 

bergantung kepada perilaku antara peseta BI-RTGS yang dalam hal ini sebagian 

besar adalah bank -bank umum komersiat 

2-17 Graduated Paymellt Scl1edule 

Guna membantu bank dalam memperlancar pangelolaan pembayaran, seluruh 

bank wajib melaksanakan pembayarannya tiap hari dengan mengacu kepada 

Graduated Paymenl Schedule. Graduated Payment Schedule adalah suatu target 

di mana bank-bank barns telah menyelesaikan persentase tertentu dari total 

pembayarannya selarna satu hari. Penjabarannya adalah sebagai barikut: 

a. Minimal 30% dari total nilai pembayaran keluar (outgoing payments) 

diselesaikan sampai dengan pnkul !0:30; 

b. Minimal 30% dari total nilai parnbayaran keluar (outgoing payments) 

diselesaikan antara pukul10:30 sampai dengan pukull4:30; 

c. Minimal 40% dari total nilai pembayaran keluar (outgoing payments) 

diselesaikan antara pukull4:30 sarnpai dengan pukul16:30, kecuali untuk 

transaksi pendanaan akhir hari (end of day fonding) 

Adapun rumus yang digunaksn untuk menghitung perkiraan total nilai 

pembayaran keluar harlan per bank didasarkan pada rata-rnta dari nilai total 

parnbayaran dua minggu terakhir. Rumus pernitungannya adalah sebagai 

berikut:61 

Nilai perkiraan rata-rata harian parnbayaran keluar adalah: 

Total Pembayaran WKn-2 +Total Pembayaran WKn-1 
T 

WKn-2: 

WKn-1: 

2 Minggu sebelum minggu perhitungan 

1 Minggu sebelum minggu perhitungan 
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jumlan nari kerja yang dimulai pada hari pertama dari WKn-2 

sampai dengan hari terakhir dari \VKn-1 

monttoring atas kepatuhan pelaksanaan Graduated Payments Schedule oleh 

masing-masing bank akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dalam hal terdapat 

bank yang tidak petuh melaksanakan Graduated Payments Schedule dengan baik, 

Bank Indonesia akan menginformasikannya kepada Komite Bye-Laws dan 

peraturan yang terdiri dari wakil-wakil yang telah ditunjnk dari seluruh asosiasi 

perbankan dan Bank Indonesia. 

2.18 Interday Money Market An tar Bank 

Walaupun Bank Indonesia menyediakan fasilitas lntraday Liquidity, bank­

bank peserta sistem BI-RTGS dianjurkan untuk melakukan transaksi pasar uang 

antar bank intraday di antara mereka guna mengatasi kondisi gridlock, 

Pembayaran untuk transaksi tersebut, dan pembayaran kembalinya, 

dilalrukan dalam hari yang sama, dan jam transaksi ditentukan antara pukul 09:00 

sampai dengan pukul 16:30. mengenai tingkat bunga dibitung secara harlan atas 

dasar perhitungan 360 hari dalam setahun. Sedangkan mengenai suku bunga 

transaksi pasar uang antar bank intraday diserahkan kepada bank yang 

melakukan transaksi. Bank pemberi pinjarnan harus sudah melaksanakan 

pembayaran kepada bank Peminjam selarnbat-lambamya dalarn waktu 30 menit 

setelah transaksi dilakukan. 

Apabila dalam mencari dana untuk kekurangan bank menggunakan broker 

pasar uang, maka bank tersebut diminta untuk menyebutkan alasan yang je!as 

kepada broker-nya mengenai tujuan pinjamannya. Hal ini sangal penting untnk 

menjamin bahwa dana pinjarnan dapat diterima oleh hank Peminjam sebalum 

cut-off times. 

Dalam hal broker pasar uang terlibat dalam proses pinjam-meminjam dana 

intraday antar bank, maka prosedur konfirmasi dilakukan mengikuti ketentuan 

yang telah diatur. Apahila bank pemberi pinjaman gaga! memenuhi kewajiban 

pembayarannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur mengenai cut-off times 
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untuk: penyelesaian akhir transaksi pasar uang intraday, maka terhadap bank 

pemberi pinjaman dapat dikenakan denda oleh bank peminjam dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut 

Catalan: 

Denda = Nilai Pembayaran x (IB-2 Rate)+ IDR 100.000,-
360 

Tingkat bunga JB-2 adalah tingkat bunga tertinggi atas transaksi intraday antar 

bank pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal transaksi yang mengalami 

kegagalan pembayaran. Apabila tingkat bunga JB-2 pada hari itu tidak ada, maka 

tingkat bunga JB-2 digunakan perhitungan 213 dari tingkat bunga JB-1 pada hari 

yangsama. 

Apabila dana masih belum diterima oleh baak peminjam sampai dengan 

pukul 16:30 pada hari yang sama, muka terhadap baak pemberi pinjarnan ukan 

dikenakan denda tambahan sesuai dengan ketentuan mengenai kompensasi atas 

keterlambatan pembayaran atau pelunasan. 

K!aim denda dapat diajukan dalam wuktu 60 hari kalender setelah tanggal 

valuta transaksi. Apabila bank pemberi pinjaman gaga! memenuhi transaksi, muka 

dalam waktn 30 menit setelah teljadinya transaksi, bank peminjam dapat memilih 

untuk membatalkan transaksi tersebut secara sepihak Untuk itu bank peminjam 

tidak dapat dikenakan biaya apapun. Dalam kasus ini, apabila waktu 30 menit 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah. tedampaui dan dana belum diterima 

oleh bank pemiqjam, apabila bank peminjam berkehendak untuk membatalkan 

transaksi dalarn waktu 30 menit selanjutnya, baak peminjarn wajib 

memberitahukan kepada pemberi pinjarnan mengenai keterlambatan penerirnaan 

dana tersebut dan membatalkan transaksinya. 

Apabila bank penerima pinjarnan sudah tidak dapat menghentikan 

pernbayaran, dan pembayaran tersebut tetap sampai ke tangan baak peminjam, 

maka bank peminjam wajlb mengembalikan dana tersebut dalam waktu 30 menit 
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setelah dana diterima, Apabila bank peminjam gaga! mengembalikan dana 

tersebut dalam waktu 30 menit, maka transaksi plnjam~meminjam dana intraday 

dianggap tetap berlaku. 

2.!9 Peserta BI-RTGS 

Peserla dalam penyelenggaman sistem BI-RTGS dibedakan menjadi 2, yaitu 

peserta langsung dan peserta tidak langsung. Sedangkan status kepesertaan dapet 

dibedakan sebagai berikut : 

a. Aktif I Active: 

1.) Dapat mengirim transfer keluar 

2.) Dapat menerima tmnsfer masuk 

3,) Dapat melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RTGS Terminal 

b. Ditanggubkan/ Suspend: 

1,) Dapat menerima trnnsfer masuk 

2.) Dapat melakukan seltmJh fungsi lainnya dalam RTGS Terminal 

3.) Tidak dapat mengirim transfer keluar 

Hal ini disebabkan: 

l.) Rekening bersaldo negatif sampai dengan cut off time 

2.) Permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwewenang 

dalam melakukan pengawasan terbadap peserta 

c. Dibekukan!Freeze: 

L) Tidak dapat mengirim transfer keluar 

2.) Tidak dapat menerima transfer masuk 

3,) Dapat rnelakukan fasilitas enquiry 

Hal ini disebabkan: 

Permintaan tertulis dari pihak yang berwewenang dalam melakukan 

pengawasan terhadap peserta. 

d, Ditutup/Ciose: 

L) Seluruh transaksi yang ditujukan kepeda peserla akan ditolak oleh 

RCC 
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L) Pennintaan tertulis dari pihak yang berwewenang dalam melakukan 

pengawasan terhadap Peserta 

2,) Keputusan merger, akuisisi. konoolidasi atau pencabutan izin usaha 

Bank 

2.20 Perbedaan BI-RTGS dengan Kiliring 

Sejak tahun 2000, Bank Indonesia memperkenalkan kepada stakeholder 

yakai perbankan nasional ape yang rlisebut real time gross settlement (RTGS). 

Bl-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayaran 

yang dilakukan per transaksi dan bersifat real rime. Melalui mekanisme Bl-RTGS 

ini rekening peserta dapat didebit dan dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai 

dengan perintah pembayamn dan penerimaan pembayaran. 

Mekanisme transaksi BI-RTGS) peserta pengirim pesan transaksi 

pernbayaran ke pusat pengelolaan sistem BI-RTGS di BI untuk proses settlement 

Bila proses settlement ini berjalan sukses, mak.a infonnasi pembayaran tadi akan 

diteruskan secara otomatis dan elektronis ke peserta penerima. Berbasil tidaknya 

proses settlement ada syaratnya yaitu bank peserta harus memiliki kecukupan 

saldo di Bank Indonesia, karena sistem BI-RTGS mensyaratkan peserta hanya 

diperkenaukan mengkredit peserta lain. 

Jika demikian aturan mainnya, maka bank peserta RTGS mestilab 

menyadari akan kecukupan saldo yang tersimpan di BL Bila mengabaikan hal ini, 

maka jika ada proses settlement, bank peserta RTGS yang likuiditasnya kurang 

mencukupi akan masuk dalam daftar tunggu (queue). Sarnpai kapan, ya sampai si 

bank peserta RTGS kembali memiliki kecukupan saldo untuk melakukan 
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transaksi. Jadi bank peserla RTGS disyaratkan mesti memiliki kecukupan 

likuiditas."' 

Setidaknya ada tiga alasan pokok mengapa Bank Indonesia memaka1 

settlement melalui RTGS. Alasan pertama, jika membuka kembali literatur dan 

merujuk basil studi empiris, ada semacam kesadaran baru dari bank-bank sentral 

di seantero jagad ini untuk mengelola Large Value Transfer System (LVTS). 

Sistem BI-RTGS dapat mengurangi risiko sistemik. Yang dimaksud dengan risiko 

sistemik adalah risiko kegagalan salah satu peserta dalam memenuhi kewajihan 

yang jatuh tempo. Kegagalan bayar ini akan membuat peserta bank lain juga ikut 

terancam, Bahkan dalam situasi ekstrem, gagal bayar ini berpotensi memicu 

kesulitan finansial yang lebih luas yang dapat mengancarn stabilitas sistem 

pembayaran. 

Alasan kedua, melalui sistem RTGS dapat mengurangi timbulnya float yang 

diharapkan dapat menyokong efektifitas pengawasan perbankan. Pada sisi lain 

dengan pengelolaan likuiditas yang baik di sektor perbankanjuga akan membantu 

efektifitas kebijakan moneter. Alasan keriga, sistem RTGS membuka peluang 

integrasi dengan berbagai aplikasi sistem pembayaran. Sebut saja seperti pasar 

uang dan pasar modal yang menganut prinsip Delivery versus Payment (DVP) 

atau bisa juga melakukan transakai secara cross border peyment melalui Payment 

versus Payment (PVP). Ada beberapa sasaran yang ingin dioapei melalui aplikasi 

sistem BI-RTGS, antara lain dengan Bl-RTGS transfer dana antar peserta lebih 

cepat, efisien, andal dan aman. Selain itu setidaknya ada kepastian settlement 

dengan lebih segera. Sistem Bl RTGS ini akan memperlihatkan informasi 

rekening peserta secara real time dan menyelunrb. Bagi peserta RTGS juga 

dituntut untuk disiplin dan proresional dalam mengelola likuiditas mereka. Dan 

diharapkan melalui sistem RTGS ini akan mengurangi berbagai risiko settlement. 

Sebagaimana diketahui, sebelurn settlement melalui RTGS diperkeaalkan ke 

publik, ada settlement lain yang lazim dipakai yakni melalui sistem kliring. 

Metode yang dipakai sistem kliring berbeda jauh dengan RTGS. Sistem kliring 

92 bttp://ngenyiz.blogspotcom/2009/02ireal-time-gross-settlement-bi-rtgs.html 
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menggunakan metode nel selllemenl dalam rangka penyelesaian akhir. Net 

seulement adalah adalah proses penyelesaian akhir transaksi-transaksi 

pembayaran yang diiakukan pada akhlr suatu periode dengan melakukan apa yang 

disebut offselling antara kewajiban-kewajiban pernbayaran dengan hak-hak 

penerimaan. Dengan demikian alam hanya ada I (satu) hak atau kewajiban yang 

akan diselesaikan untuk masing-masing rekening bank. 

Sistem kliring memiliki risiko. Jika pada akhir hari, suatu bank mengalami 

kekalalmn kliring dalam jumlah yang cukup besar, sampai melampaui saldo 

rekening di El, maka saldo bank itu menjadi negatif atau overdraft. Bila ada bank 

alami saldo negatif dalamjumlah besar, akan berpotensi menyulitkan Bl jika bauk 

tersebut talc marnpu menutup overdraft pada keesokan harinya. Berbeda dengan 

sistem RTGS yang mana metode gross settlement dari setiap transaksJ 

diperhitungkan secara individual. 

Dapat dilihat perbedaan antara kliring dengan RTGS adalah sebagai berikut: 

KLIRING RTGS 

r,L-"P"e"ny:ce:;l-::es:ca7iann="ya=-d"'"i"la7kukan pada '!. Proses penyelesaiannya dilakukan 

akhir hari, dengan melakukan pertrnnsaksi dan diperhitungkan secara 

penyesua1an antara kewajiban~ perindividual~ dilakukan apabila 

kewajiban pemhayaran dengan hak- rekening giro peserta di Bank 

hak penerimaan sehingga hanya ada Indonesia memiliki saldo yang cukup 

satu net hak dan kewajiban yang akan (transaksi bersifat final) 

diseiesaikan untuk masing-maslng 

rekening peserta 

2. tidak memerluken likuiditas yang 

cukup tinggi secara terus-menerus 

sepanjang hari 

wajib memiliki likuiditas yang tinggi 

secara terus menerus sepanjang bari. 

Rekening hank peserta dapat dikredit 

atau didebit berkali-kali dalam sehari 

sesuai dengan perintah pembnyaran 
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..... I 
dan penerimaan pembayaran. 

3. tidak ada peraturan tambahan iJ. ada peraturan tambahan :· yan~ 
' ' yang dibuat olen para pengguna j melengkapi ketentuan BI-RTGS yang 

kliring dibuat berdasarkan kesepakatan para 

peserta yang disebut dengan Bye-Laws 
. 

4. metodenya adalah Multilateral fl. metodenya adalah Real Time Gross 

Nelfing Selllement Settlement 
----

5. cenderung mengurangi 5 cenderung mengurangi resiko yang 

penggunaan dana bank sentral ditanggung oleh bank sentral selnku 

dibandingkan dengan sistem settlement authority 

RTGS 

6. dilakukan oleh Bank Indonesia 6. dioperasikan oleh bank sentral 

dan pihak swasta Cl.;;aring House, 

sebagai lembaga khusus yang 

menampung seluruh transaksi dan 

memprosesnya 

7. dilaknkan secara manual dan RTGS dilaknkan dengan komputer dan 

masih menggunakan kertas atau merupakan sistem transfer tanpa kertas 

surat-surat berharga. 
------

2.21 Contob-contoh Kasus BI-RTGS 

2.21.1 Kasus Bank Century 

Krisis finansial global yang mengakibatkan likuiditas tersendat 

benar-benar merembet ke perbaukan nasionat Industri parbaukan 

dikejutkan dengan gaga! kliringnya PT Bank Century Tbk. Terkait 

dengan peristiwa Bank Century, Gubemur Bank Indonesia Boediono 

menjelaskan, bank tersebut tidak dapat ikut serta dalam kliring pada 

hari Kamis tanggal J 3 November 2008. Hal itu dikarenal<an rnasalah 

teknis, yakni keterlambatan penyetoran prefund (pendanaan awal 

yang wajib disetorkan ke Bank Indonesia sebelum kliring). Bila 
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bank tersiar kalah kliring, biasanya terjadi penarlkan dana pihak 

ketiga (DPK) secara besar-besaran (rush). Bank yang memiliki 

struktur kuat pun akan bangkrut jika terjad.i penarikan besar -besaran. 

Namun keesokan harinya bank tersebut sudah dapat kembali 

menglkuti kliring secara nonnaJ. 

Sekedar pengetahuan, kliring adalnh pertukaran warkat atau 

data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta 

maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya 

diselesaikan pada waktu tertentu. Sedangkan slstem ldiring nasional 

Bauk Indonesia adalnh sistem yang meliputi kliring debet ( untuk 

transfer debet) dan kliring kredit (transfer kredit) yang penyelesaian 

akhimya dilakukan secara nasional. 

Direktur Utama Bank Century Hennanus H. Muslim, dalam 

siaran persnya menjelaskan, kegiatan kliring dan transaksi bank 

melalui Real Time Gross Settement (RTGS) mulai beJjalan seperti 

biasa. Selain itu, suspensi emiten berkode BCIC ini sudnh dibuka 

kembali pada pagi hari oleh Bursa Efek Indonesia (BEl). Dalam 

penjelasannya ke BEl, ketidak ikutsertaan bauknya dalam kliring 

disebabkan keterlambatan dalam mengalokasikan kekurangan dana 

prefond sebesar Rp5 miliar. 

Direk:tur Utama Bank Century Hermanus membantah kalau 

peristiwa tersebut menimbulkan penarikan dana nasabah secara 

besar-besaran di bank yang sebelumnya bemama PT Bank CIC 

Intemasional Tbk ini. 

Mengenai sauksi terhadap keterlambatan penyetoran prejimd 

ini, Peraturan Bank Indonesia (PB!) No. 7/18/PBI!2005 tentang 

Sistem K.Iiring Nasional Bank Indonesia> menyebutkan, Bank 

Indonesia dapat menghentikan sementara seiuruh kegiatan sistem 

kliring nasional terhadap bauk jika tidak menyediakan prefond 
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(Pasal 50 ayat ( l) a). Penghentian sementara itu berlaku untuk 

seluruh kantor bank tersebut yang menjadi peserta sistem kliring 

nasional (Pasal50 ayat (4) a).63 

Sanksi ini cukup lunak. Padahal, penyetoran prefund berupa 

cash (tunai) dan atau sura! berharga itu berfungsi sebagai jarninan 

untuk memenuhi kewajiban bank itu sendiri dalam kliring. Dengan 

kata lain, prefimd sangat panting dan bank seharusnya tidak boleh 

lalai menyetorkan dananya ke Bank IndonesiJI, karena menyangkut 

dana nasabah. Apalagi Pasal 22 ayat (I) PBI itu menyebutkan, "Pada 

setiap awal hari kerja sebelum penyelenggaraan kliring debet 

dimulai di seluruh wilayah kliring, bank hams menyediakan 

pendanaan awal (prejimd) paling sedikit sebesar nilai nominal yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia." 

Dalam sistem kliring BI, bank harus menyetorkan preftmd, 

semacam deposit, untuk kegiatan kliring pada hari tersebut sebelum 

jam 08.00 WIB. Jumlah yang disetor masing-masing bank berheda, 

tergantung transaksi yang biasa dilakukan. BI menentukan jumlah 

preftmd berdasarkan nilai transaksi harian tertinggi dalam 12 bulan 

terakhir.64 

Setiap tanggal 25, bank dapet mengetahui berapa preftmd yang 

harus disetor setiap pagi. Total prefund (seluruh bank) saat ini adalah 

Rp 10,8 triliun setiap harinya. Jwnlah tersebut terdiri atas Rp 9,1 

triliun berwujud kas, dan Rp 1,6 triliun berupa kolateral atau surat 

berharga. 

Bank Century telah mengajukan fasilitas pendanaan jangka 

pendek (FPJP) kepada Bank Indonesia. Jika permohonan tersebut 

dikabulkan, maka Bank Century akan masuk kategori bank dengan 

pengawasan khusus. Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan 

61 h!fR:llwww iambi-indeoendent.co.idlhome/mQ!jJJlQU1D..R?name:=News&file::;ujicle&sid 
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Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan, FPJP hanya 

sementara sampai bank bisa menyelesaikan mismatch Hkuiditasnya. 

Oktober lalu Bank Indonesia tel:ili memperbaharui aturan FPJP 

melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/26/PBI/2008. FPJP 

dapat diberikan kepada bank yang mengalami ketimpangan antara 

arus dana masuk dan keluar (!nismatch), sehingga tak dapat 

memenuhi kewajiban giro wajib minimum (GWM) rupiah. Adapun 

maksimal FPJP yang dapat diminta bnnk setara dengan jumlah 

kewajiban GWM-nya itu, dengan bnnga Bank Indonesia rate plus I 

persen. Untuk mengakses FPJP, bank dapat mengagnnkan sural 

berharga yang diterbitkan pemerintah atau Bank Indonesia, atau 

badan hukum lain dengan peringkat minimal investment grade. Bank 

Indonesia juga menerima agunan berupa aset kredit lancar jika surat 

berbarga yang dimiliki bnnk tak mencukupi untuk diagunkan. Untnk 

agunan berupa surat berharga Bank Indonesia dan pemerlntah, niJai 

agnnan ditetapkan 100 dan 105 persen dari plafon FPJP. Jika bnnk 

mengagunkan kredit~ nllal agunan ditetapkan minimal 150 persen 

dari plafon FP JP. Deputi Guhernur Bank Indonesia Muliaman D 

Hadad mengatakan, bank sentrnl akan membuka semua pintu masuk 

kepada sumber-sumber likuiditas, termasuk: FPJP. Fasilitas lain yang 

sudah bisa dinikmati perbankan untuk mengatasi kekeringan 

likuditas adalah dibukanya repo (gadai) sural berharga. Sejumlah 

fasilitas ini dlharapkan rnenJadl bantalan bagi bank yang kesuHtan 

mendapatkan likuiditas. 65 

2.21.2 Kasus Yayasan Dana Pension Pusri (Dapensri) 

Kasus pembobolan ternyata tidak banya menghantam bank 

pelat merah. Setelab pembobolan Rp 1,7 triliun di Bank BNl dan 

sekitar Rp. 300 miliar di BRI, kali ini giliran Bank lntemasional 
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Indonesia (BII) sebesar Rp 31 mHiar. Dana ini berasal dari dua 

deposito masing~masing sebesar Rp 25 miliar dan Rp 6 miliar milik 

Yayasan Dana Pensiun PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), 

Kasus ini berawat dari kericuhan antara Yayasan Dana Pensiun 

PT Pusri dan Bll menyangkut dua deposito senilai Rp 31 miliar 

milik Yayasan Dana Pensiun PT Pusri. Pada 9 Juli 2004, Bunyamin 

lbrahim (Direktur Utama Yayasan Dana Pensiun PT Pusri), Syaiful 

Bahri (Direktur Keuangan Yayasan Dana Pensiun PT.Pusri), serta 

Nukman Uzier (staf Direktur Keuangan Yayasan Dana Pensiun PT 

Pusri) mempertanyakan uang deposito itu ke BII Cabang Pembantu 

Segitiga (Atrium) Senen66 

Para karyawan PT Pusri dari perusahaan pupuk di Palembang 

telah datang ke Jakarta, karena BII selalu mengulur-ulur pencairan 

deposito yang sudah jatub tempo tersebut. Para karyawan tersebut 

dikejutkan dengan tanggapan dari Bll, Hal ini dikarenakan, BII 

menyatakan uang dua deposito mereka tercatat hanya sebesar Rp 

200 juta atau masing-masing sebesar Rp 100 juta Padahal, dua 

sertiflkat deposito BIT yang ada di tangan mereka membuktikan 

nilalnya depositonya sebesar Rp 31mHiar. Akan tetapi~ nomor pada 

dua sertifikat deposito senilai Rp 31 miliar ini sama dengan nomor 

dua sertifikat senilai Rp 200 juta yang ditunjukkan oleh BII. Tiga 

orang yang berasal dari Yayasan Dana Pensiun PT Pusri tetap 

bersikukuh menyatakan bahwa dana deposito mereka sebesar Rp 31 

miliar. Begitu juga dengan BII, pihak Bll juga bersikukuh bahwa 

dana deposito mereka memang senilai Rp 200 juta. Para pengurus 

Yayasan Dana Pensiun PT Pusri segera mengadukan masalah itu ke 

66 http;//74,6. 146. 127/sean;b&ache?ei-·U1F­
~&p::k~!Js+dan_~rtpensiun±(pusril&x:-...Search&rd::::rJ&meta=vc%3I!id&;fe=yfitt-
501&tp iEID&u""Www.modu~ 
~§.comlfilesledis_ilOtahun6200S.pdtitw=kaM!s+dt!na+t:lanas_±pensiurttousri&d""'Puxoo.OdSezl_!!?~ 

::l&.intl-u.lJ: 
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Mabes Polri. Menurut Kuasa hukum Yayasan Dana Pensiun Pusri 

(Dapensri). Mohammad Anwar. mengatakan. selama ini Direktur 

Utama Yayasan Dapensri Bunyarnin Ibrahim tidak pemah 

mengeluarkan perintah melalui sistem transaksi perbankan pada saat 

itu juga atau real time gross selilemenl (RTGS) agar dana yang 

didepositokan ditnmsfer ke pibak mana pun. Jumlah penerimaan 

bunga atas deposito Rp 25 miliar dan Rp 6 miliar juga selalu 

diterima sejak bulan September 2003 hlngga Juni 2004. Pada 3 

September 2003. Dua personel Bll ini rneminta agar dana Yayasan 

Dana Pensiun PT Pusri ditempatkan di BII dalam bentuk deposito 

berjangka tiga bulan dengan bunga menggiurkan sebesar 8,5% per 

tahun. Bunga ini dibilang lebih besar ketimbang bila dana itu tetap 

disimpan di Bank Mandiri Cabang Pembantu di Palembang_ 67 

Rupanya, pihak Yayasan Dana l'ensiun PT Pusri tergiur oleh 

tawaran itu. Maka dikirimlah dana sebesar Rp 25 mi!iar dari Bank 

Mandiri Cabang Pembantu Palembang ke Bll Cabang Pembantu 

Segitiga Senen, pada 4 September 2003. Kemudian pada tanggal 15 

September 2003, Yayasan Dana Pensiun PT Pusri mengirimkan lagi 

uang sebesar Rp 6 miliar. Sehlugga totainya mencapai Rp 31 miliar. 

Setelah itu, Yayasan Dana Pensiun PT Pusri memperoleh dua 

sertifikat deposito untuk dana Rp 31 miliar itu dan BIL 

Tanpa diduga, bersamaan dengan terkirimnya dana Yayasan 

Dana Pensiun PT Pus:ri. muncul sebuah surnt atas nama Yayasan 

Dana Pensiun. PT Pusri. lsi surat tersebut membatalkan rencana 

penempatau dana dalam bentuk deposito. Surat yang disampaikan ke 

BII itu berbentuk faksimile berkop Lembaga Dana Pensiun 

Karyawan PT Pusri.lsl surat itujuga memlnta agar dana sebesar Rp 

31 rniliar ditransfer ke PT Kharisma HoteJ lntermu;jonal di Cirebon, 

JawaBarat 
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Temyata plhak BII benar-benar mengirirnkan dana dlmaksud 

kePT Kharisma, pada akhir September 2003. Padahal, surat melalui 

faksimile itu diduga palsu. Hal ini dikarenakan tidak lama setelah 

pengiriman dana, muncu! seorang pria ke Bl! Cabang Pembantu 

Segitiga Senen. Pria ini mencatatkan dua deposito masing-masing 

seni!ai Rp 100 juta atas nama Yayasan Dana Pension PT Pusri. 

Be!akangan, Yayasan Dana Pensiun PT Pusri bermaksud 

mencairkan deposito Rp 31 miliar itu karena sudalt jatuh tempo. 

Namun, upaya PT Pusri tersebut berkali-ka!i gagllt BII Cabang 

Pembantu Segitiga Senen selalu minta agar PT Pusri 

memperpanjang lagi selama tiga bulan. Perpanjangan akbimya 

dilakukan o!eh Yayasan Dana Pensiun PT Pusri. Namun, setelalt itu, 

PT Pusri tetap ingin mencairkan deposito tersebut 

Sebagaimana diceritakan di atas, Bll bersikukuh baltwa 

deposito milik Yayasan Dana Pension PT Pusri yang tereaurt hanya 

seni!ai Rp 200 juta. Menurut kuasa hakum Bll, Amir Syamsuddin, 

diduga dua lembar deposito senilai Rp 31 miliar di tangan Yayasan 

Dana Pensiun PT Pnsri palsu, setidakuya tak sesuai dengan bilyet 

deposito resmi yang dikeluari<an BIL Hal ini bisa dilihat antara lain 

dari huruf atau kata yang hanya dibuat dengan mesin ketik, padahal 

seharusnya dibuat dengan mesin komputer. Selama ini, BIT juga tak 

pemah membayar bunga darl deposito Rp 31 miliar ke Yayasan 

Dana Pensiun PT Pusri 

Pada 14 Juli 2004 seorang pria bernarna Tonny ditangkap oleh 

unit II Ekonomi Khusus Mabes Polri dengan tuduhan ikut terlibat 

sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : LP/235NII/2004/Siaga·II 

tangga! 9 Juli 2004 dan laporan tersebut berasal dari pihak BII 

karena Wahyu Hartanto diduga te!ah melakukan pemalsuan Bilyet-
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Bilyet Deposito yang dipegang oleh PT Pusri . Pada saat ini yang 

bersangkutan telah ditahan." 

Kendati demikian. Amir Syamsuddin masih dalam batas 

menduga tiga orang dari Yayasan Dana Pensiun PT Pusri yang 

datang ke BII Cabang Pembantu Segitiga Senen di Jakarta itu hanya 

menjadi korban dari komplotan pemal;1l dokumen untuk membobol 

bank. Yang past!, BIJ tak tinggal diam. Segera dibentuk tim audit 

internal yang akan menginvestigasi k.asus itu secara khusus. 

Hasilnya, Wahyu Hartanto yang mantan Kepala Cabang Pembantu 

BII Segitiga Senen itu dinonaktifkan. BII juga secepatnya 

melaporkan kasus itu ke Bank Indonesia. 

3. BYE-LAWS 

Bye-Laws tersebut adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh bank-bank peserta 

sistem BI-RTGS sendiri, dalam rangka mencapai keseragaman praktek perbankan 

dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembayaran interbank diantara bank peserta Bl­

RTGS. Ketentuan ini diterapkan untnk selurnh aktivitas pembayaran yang dilakukan 

oleh setiap bank dalam suatu rangkaian pembayaran, dimana rangkaian pembayaran 

tersebut dapat dimuiai dari originator/initiator dan berakhir pada ultimate 

beneficiary. Bank indonesia sebagai peserta maupun provider sistem BINRTGS 

dikecualikan dari Bye-Laws. 

Ketentuan kewajiban untuk membuat Bye-Laws bagi para bank peserta adalah 

salah satu ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam membelikan 

perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa bank di dalam penggunaan sistem 

BI-RTGS. 

Perlindungan hnkun> dalam transaksi perbankan merupakan hal yang petut 

dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Wujud perhndungan 

hukum pada dasamya merupakan upeya penegakan hnkum, dimana penegakan 

6~ http·J/www,gatra.comlartikeLpbg?!!~l.:"42624 
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hukum secara konsepsional merupakan kegiatan menyerasikan hubungan niJai yang 

terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang sudah tersedia dan cara bersikap sebagai 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, rnemelihara dan mempertahankan 

keselarasan hidup dalam bennasyarakat. Selanjutnya sebagai perwujudan dari upaya 

penegakan hukum secara konsepsional dijabarkan, bahwa manusia di dalarn 

pergaulan hidupnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang 

baik dan ape yang buruk. pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalarn 

pasangan-pasangan tertentu misalnya pasangan nilai kepentingan umum dan 

kepentingan pribadi. 

Di dalarn penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan dan 

dijabarkan secara lebih konkrit lagi, karena nilai-nilai tersebut lazimnya bersifat 

abstrak. Penjabaran lebih konkrit diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidab hukum 

yang berisi suruban, larangan dan kebolehan. Kaidab-kaidah itu menjadi 

pedomanlpatokan perilaku atau tindakan yang seharusnya dan bertujuan untuk 

menciptakan~ memelihara dan mempertahankan kedamaian. 

Upaya penegakan hukum tidak terlepas dari cita-cita hukum yang dianut 

masyarakat yang bersangkutan ke dalarn perangkat berbagai aturan hukum positif. 

Lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemertintah dan warga masyarakat). 

Dalam penegakan hukum rerdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Kepastian hukum, yang berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar 

hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan bahwa setiap 

pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum; 

b. Kemanfaatan, penegakan hukum juga harus memberikan manfaat atau 

kegunaan bagi rnasyarakat;dan 

c. Kcadilan, dimana dalam pelaksanaan atau panegakan hokum keadilan harus 

diperhatikan. 

Dalam Bye-Laws yang dibuat oleh bauk peserta dalarn melakukan tmnsfer dana 

melalui sistem RTGS, antara lain mengenai kewajiban pembayaran bWJga dalam hal 

reljadi keterlambatan penyampaian dana yang harus ditransfer. 
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Bye-laws diterapkan untuk seluruh pembayaran antar bank meitdui sistem BI­

RTGS, baik yang dilakukan oleh bank atas nama bank sendiri maupun oleh bank alas 

nama nasabah. Pasal-pasai tertentu dalam Bye-laws dapat saja tidak diterapkan 

apabila bank-bank terkait dalam suatu pembayaran atau transaksi tertentu bersepakat 

untuk mernbuat perjanjian bilateral, akan tetapt perjanjian bilateral tersebut tidak 

dapet menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bye-laws 

sedemikian rupa sehingga akan megakihatkan kerugian pada pihak-pihak lain yang 

terkait dengan pembayanan tersebut" 

Semua penetapan waktu dalam Bye-laws ini mengacu kepeda waktu yang 

ditujukan oleh Bl-RTGS Central Computer (RCC) yang berada di kantor pusat Bank 

Indonesia di Jakarta. 

Bank Syariah dan unit usaha syariah tidak diharuskan mematuhi Bye-laws dan 

peraturnn mengenai pembayaran kompensasi bunga dan use of funds. Dalam hal bank 

syariah atau unit usaha syariah diminta untuk membayar kompensasi oleh bank 

syariah 'ainnya) rnaka nilai kompensasi ditentukan antara bank syariah dan Wlit usaha 

syaria!L Namun, Bauk Indonesia merasa bahwa perangkat hukum itu belumlah 

mencukupi. Bank Indonesia juga mernbentuk komite arbittase untuk menangani jika 

ada sengketa diantara para peserta Bl-RTGS. Komite inilah yang nantinya akan 

menyelesaikan sengketa atau masalah yang mungkin timbul antrr bank peserta RTGS 

saat mereka melakukan tra.nsaksi. Komite arbitrase ini juga akan rnenindak bank yang 

tidak patuh peda peraturan. Keputusan akhir komite ini akan mengikat seluruh bank 

pesena RTGS. 

3.1 Bye-Laws Sebagai Perjanjian Berdasarkan Ketentuan KUHPerdata 

Seperti yang relah diuraikan bahwa Bye-laws adalah merupakan suatu 

kesepakatan tertulis yang dibuat antara peserta-peserta RTGS dalam mengatur 

mengenai hak dan kewajiban dalam mengikuti penyelenggaraan sistem 

RTGS. 

~Yang dimaksud pembayaran antar bank adalab pembayaran yang dilakukan oleh Bank 
Pengirim untukkcuntungan Bank Penerima. 
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Sebagaimana dikelahui bahwa kesepakatan tertulis tersebut dapat diartikan 

sebagai suatu perjanjian, maka berdasarkan hal itu peraturan Bye-laws 

tersebut tidak terlepas dari ketentuan KUHPerdata. Agar suatu kesepakatan 

dianggap sah secara hukum maka harus dipenuhi beberapa syarat yang diatur 

dalam KUHPerdata, yakni: 

a. Syarat sah umum, yang terdiri dari: 

l.) Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, yang terdiri dari: 

a.) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

b.) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c.) Suatu hal tertentu; 

d.) Suatu sebab yang halal. 

2.) Diluar pasall338 dan 1339 KUHPerdata, yang terdiri dari: 

a.) ltikad baik; 

b.) Sesuai dengan kebiasaan; 

c) Sesuai dengan kepatutan;dan 

d.) Sesuai dengan kepentingan nmum. 

b. Syarat sab Khusus, yang terdiri dari: 

1.) Syarat tertulis untuk perjanjian-perjanjian tertentu; 

2.) Syarat akta otentik untuk perjanjian tertentu; 

3.) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk perjanjian 

tertentu;dan 

4.) Syarat izin dari yang berwenang. 

Apabila diperbatikan babwa Bye-Laws telab memenuhi persyaratan secara 

umum, yaitu bahwa Bye-Laws merupakan suatu kesepakatan dimana !erdapat 

suatu tujuan yang disepakati oleh pihak-pihak seperti yang diurailam pada 

Pasal lB. I yang berbunyi: 

"Tujuan dati Bye-Laws adalah untuk mencapai keseragaman praktek perbankan 

dalam pelaksanaan pembayaran interbank di antara bank peserta BI-RTGS" 

Pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan itu adalab badan-badan hukum 

Indonesia yaitu bank-bank peserta sistem BI-RTGS yang sebagai subyek hukum 
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berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Selanjutnya adanya hal tertentu, yaitu Bye~Laws khusus diterapkan untuk 

seluruh pembayaran antar bank melalui sistem BI-RTGS, baik yang dilakukan 

oleh bank atas nama bank sendiri ataupun bank. atas nama nasabah. Bye-Laws itu 

sendiri merupakan kesepakatan yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini terlihat jelas bahwa 

ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan untuk sahnya peljanjian seperti yang 

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi dan ada pada kesepakatan 

Bye-Laws tersebut. 

Disamping itu persyaratan urnum lainnya yang dipenuhi pada Bye-Laws 

adalah maksud dari dibuatnya Bye-Laws dan dilaksanakan dengan itikad baik, 

yaitu untnk melindungi kapentingan dari nasabah-nasabah bank. 70 

Sebenamya rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mengenai 

kebarusan untuk melaksanakan itikad baik pada peljanjian bukanlah merupakan 

syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 

1320 KUHPerdata. Unsur itikad baik hauya disyaratkan dalam hal "pelaksanaan", 

bukan pada "pembuatan" dari suatu petjanjian. Sebab, unsur "itikad baik" dalam 

bal pembuatan perjanjian itu sendiri sudah dapat dieakap oleh unsur "kausa yang 

halal'#.71 

Persyaratan khusus yang terpenuhi dalam Bye-Laws itu adalah bahwa 

dibuatnya secara tertu!is dan bila dilihat dari bentuknya maka kesepakatan yang 

dituangkan dalam Bye-Laws adalah berbeda dengan perjanjian pada umumya. 

Bye-Laws merupakan bentnk kesepakatan yang babas dibuat oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan sepanjang tidak bertentangan dengan paraturan perundang­

undangan, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam 

KUHPerdata. 

'K! Munir Fuady, Huknm Peria~iian Dari Sydut P?J!dang Hukym Bi.~~ Bandung;PT, Citra 
AdilyaBakti, 1999, hal. 81 

11 Pasall847 ayat (1) KUHPerdata 
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Bentuk dari Bye-Laws adalah berupa satu kesepakatan di bawah tangan dan 

tidak perlu dibuat dJhadapan pejabat umum sebagai suatu akta otetik. Sesuai 

dengan asas kebebasan berkontrak,12 maka pihak-pihak yang berkepentingan 

bebas untuk menuangkan kehendak rnereka masing-masing dalam suatu 

keseakatan bersarna_ Bye-Laws sebagai suatu bentuk kesepakatan bersama bal ini 

dapat dilihat dari pengaturan yang dibuat Bye-Laws antara lain adanya kehendak 

yaitu tujuan dari diadakannya Bye-Laws itu sendiri~ di mana pengaturannya 

diserahkan kepada pibak-pibak yang berkepentingan dimana hal ini merupakan 

bagian dari perjanjian mereka. 

3,2 Ketentuan yang Diatur Dalam Bye-Laws 

Selain terdapat ketentuan-ketentuan BI-RTGS yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia, diantara bank-bank peserta BI-RTGS sendiri juga berlaku Bye-Laws 

yang bertuj uan untuk mencapei keseragaman dalam pelaksanaan pembayaran 

interbank diantara peserta BI-RTGS. Bye-Laws diterapkan untuk seluruh aktivitas 

pembayaran yang dilakukan oleh setiap bank dalam suatu rangkaian pembayaran, 

dimana rangkaian pembayaran tersebut dapat dimu1ai dari originator/initiator dan 

berakhir pada ultimate beneficiary, Beberapa ketentuan yang terkandung dalarn 

Bye-Laws antara lain :73 

a. Cut-off Time untuk pembayaran dan pelunasan 

Penetapan waktu dalam aturan ini adalah untuk memberikan batasan 

waktu (limit times) yang pasti kepada semua bank peserta agar 

kedisiplinan dapat dipatuhi, Semua cut-off times untuk pembayaran dan 

pelunasan Indonesian Bankers Bye-Laws & Regulation wajib diapatuh.i 

oleh semua bank peserta pada saat melakukan sistem Bl-RTGS7 "Dana 

untuk transaksi pembayaran intraday interbank money market sudah harus 

sampai di rekening peserta peminjam selambat-lambatnya 30 rnenit setelah 

11 Pasal 1338 ayat (1} KUHPerdata 
13

www.bi"eo.idiNR!rdonlyres/F5D6A9B4-895A.49E4-939§.:.\P .. .:t9.J}§;?.;QC.63/7906RTGS 
paper.pdf 

14 Pasal 1B.3 Bye-Laws. 
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selesainya transaksi. Sedangkan pelunasan intraday interbank money market 

sudah harus dilaksanakan selambat-lambatnya pk. 16.30 pada hari yang sama. 

Untuk transaksi same day value Maney Market I Foreign Exchange deals 

yang dilaksanakan sebelum pukul 16.00 sudah harus dise/1/e selambat­

lambatnya pukul 16.30. Sedangkan pelunasannya harus dilaksanakan 

selambat-lambatnya pukul 16.30 pada saat jatnh tempo. Untuk lransaksi end 

of day funding harus telah sampai di rekening giro peserta peminjam 

selambat-lambatnya pukul18.00 hari yang sama. 

b. Kompensasi atas kegagalan pembayaran antar bank 

Apabila pembayaran antar bank mengnlami kegagalan, maka pihak yang 

berkepentingan dapat mengajukan kompensasi atas kegagalan tersebut. 

Kegngnlan pembayaran dapat berupa keterlambatan, pembayaran dini, 

pembayaran lebih, pembayaran ktrrang nominal yang semestinya dan salah 

kirim. Perhitungnn kompensasi dibadakan, misalnya dalam penyesuaian 

tanggnl valuta, pengembalian pembayaran salah kirim. Keter!ambatan 

pembayaran atau pembayaran kembali (pelunasan) dan perubahan pihak 

penerima (beneficiary), adapun tingkat bunga yang digunakan da!am 

perhitungan kompensasi adalah 120% dari rata-rata tingkat JIBOR 

overnight. 75 Pengertian dari kegagalan pembayaran meliputi semua 

pembayaran yang dilakukan oleh bank peserta sistem BI-RTGS. 

Perjanjian kompensasi dilokukan untuk mengbindari pencarian 

keuntungan yang tidak layak Latar belakang dari pemberian kornpensasi 

adalah agnr anggota peserta sistem Bl-RTGS memberikan kompensasi 

satu sama lainnya terhadap kondisi yang menimbulkan hak kompensasi. 

Kompensasi tidak dimaksudkan supaya satu bank mengambil keuntungan 

dari bank lain. Cara kompensasi itu barus dilalmkan dengan sedemikian 

rupa sehingga dalam hal ini tidak ada satu bank pun yang akan dirugikan 

atau diuntungkan secara tidak adil karenanya. Aturan kompensasi dari 

""
5 JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate) adalah suku bunga antar bank untuk bcrbagi 

jangka wa..':tu yang ditawarkan oleh bank-bank terhenti di Jakarta. 
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Bye~Laws inl tidak mengntur setiap kemungkinan ktaim. Ini berarti bahwa 

apabiia Ultimate Beneficiary tidak bersedia mengembalikan dana yang 

Ielah keliru masuk kedalam rekeningnya, maka pihak-pihak yang terkait 

harus menyelesaikan sendiri kasus tersebut baik metalui pengadilan atau 

cara-cam lainnya. Klaim kompensasi hanya berlaku apabiJa diajukan oeh 

pihak yang berkepentingan dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak 

valuta dari suatu transaksi. Dalam hal suatu bank atau pihak ketiga 

mengajukan klaim kompensasi lebih dari jangka waktu 60 hari kalender 

yang ditentukan tersebu~ maka permintaan klaim dimaksud dapat ditolak. 

Kompensasi harus dibayarkan oleh Bank Pembayar kepada Bank 

Penerima, di mana Bank Pembayar tidak diperkenankan untuk membayar 

kompensasi langsung kepada pihak-pihak yang pada akbirnya akan 

menerima sebagian atau keseluruhan kompensasi tersebut Dalam 

melakukan pembayaran kompensasi, Bank Pembayar wajib 

mencantutukan keterangan yang cukup mengenai pembayaran yang terkait 

dengan kompensasi serta jenisnya. Klaim kompensasi wajib dibayarkan 

dalam kurun waktu 30 hari kalender setelah bukti klaim ditarima_ 

c. Kompensasi bunga 

Tujuau dari kompensasi bunga adalah untuk mengganti kerugian 

keuangan yang diderita oleh pibak yang karena kegagalan Bank Pengirim 

untuk melakukan pembayarau pada wal,tu yang disepakati oleh para 

pihak, tidak dapat menerima pembayaran pada waktunya. 

d. Use of Fuml!i 

Use of Funds adalah basil alas pemanfaatan dana yang tidak semestinya 

dinikmati oleh Bank Penerima. Tujuan dari Use of Funds adalah untuk 

mengganti kerugian bungan pibak pengirim sebagai akibat adanya 

kesalahan pengiriman pembayaran. Perhitungan kompensasinya 

didasarkan kepada prinsip keadilan dan perhitungannya dibuat seragam, 

dan barns dibayarkan oleh Bank Penerima yang telah menerima 

pembayaran yang salah kirim tersebut. Dalam bal terjadi pembayaran 
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pihak ketiga yang terlalu dini, maka bank yang mencrapkan Use of Funds 

mempunyai hak untuk menerapkan Future Value terhadap rekening 

nasabahnya. Use of Funds hanya dapat diklaim oleh Bank Pengirim 

kepada Bank Penerima jika Bank Penerima yang bersangkutan telah 

memegang dana yang salah kirim untuk jangka waktu sekurang­

kurangnya satu hari. Bank Pengirim tidak diperbolehkan untuk 

mengajukan ldaim Use of Funds dimaksud atas pemanfaatan dana salah 

kirim yang telah dikembalikan oleh Bank Penerirna pada hari yang sama 

dengan diterimanya dana tersebut 

e. Perjanjian kompensasi dilakukan untuk menghindarkao pencarian 

keuntungan yang tidakfair. 76 

Spirit dari pemberian kompensasi adalah agar peserta Bl-RTGS 

memberikan kompensasi satu sama lainnya terhadap kondisi yang 

menimbulkan hak kompensasi. Kompensasi harus dilakukan dengan suatu 

cara yang sedemikian rupa sehingga tidak ada satu bankpun yang 

dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil (unjuslly penalized or 

enriched). 

f. Penyelesaian sengketa me1alui Arbitration Committfu.P 

Untuk menyelesaikan persengketaan atau masalah yang timbul antar bank 

peserta BI-RTGS dalam kaitannya dengan transaksi-transaksi RTGS, 

danlatau untuk menyelesaikan ketidakpatuhan bank dalam sistem BI­

RTGS maka dibentuk komite arbitrase Bl-RTGS. Keputusan komite 

arbitrase BI-RTGS merupakan keputusan akbir dan mengikat kepada 

selurub bank peserta Bl-RTGS. 

g. Information Teclmology Secutity dan Disaster Recovery PlauTB 

Sebagaimana diketahui bahwa sistem BI-RTGS merupakan sistem yang 

sangat sara! dengan teknologi informasi (11). Penggunaan hardware, 

software serta sarana telekomunikasi yang sophisticated memerlukan 

16IQ.id. 

n .Jh!Q. 
-;e Ibid. 
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extra effort untuk memastikan bahwa seluruh sistem BI-RTGS sangat 

aman. Berbagai security layer telah diaplikasikan dalam sistem ini 

sehingga sehingga diharapkan sistem BI-RTGS dapat beroperasi dengan 

am an. U ntuk meyakinkan hal tersebut, Bank Indonesia telah meminta 

independent IT auditor untuk mengaudit seluruh aplikasi maupun network 

yang digunakan dalam sistem BI-RTGS. Dalam menguji kehandalan 

sistern BI-RTGS, independent IT auditor tersebut juga telah pula 

melakukan penetration test untuk mengkaji kemungkinan adanya loop 

hole yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh para hacker untuk menembus 

pertahanan sistem BI-RTGS. Meskipun pada saat ini opini IT audit 

terbadap selurub sistem BI-RTGS Ielah menunjukkan basil yang sangat 

rnemuaskan, secara periodik di masa yang mendatang IT audit akan tetap 

dilaksanakan agar sistem BI-RTGS tetap aman. Selain itu, sernakin rnasif 

dan intensnya kehadiran TI yang berirnplikasi pada ketergantungan 

terhadap teknologi informasi ini rnewajibkan setiap institusi pengguna TI 

untuk rnerniliki kebijakan, prosedur serta sarana pengganti (backup) yang 

handal. Bank Indonesia sebagai host sistern BI-RTGS telah rnenyiapkan 

Disaster Recover Plan (DRP) dan Disaster Recovery Centre (DRC) untuk 

meyakinkan bahwa sistern pernbayaran di Indonesia telah didukung oleh 

infrastruktur yang banda!. Terbadap bank juga dianjurkan agar memiliki 

backup sistern yang mernadai di lokasi yang berbeda dengan lokasi utama 

yang dapat diaktifkan dalam waktu yang singkat apabila sistem utama 

gagal sehingga tidak membahayakan kelancaran pembayaran di industri 

perbankan secara keseluruhan. Secara periodik, seluruh peserta BI-RTGS 

juga diwajibkan untuk menguji-coba backup dan DRP untuk rnernastikan 

bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik 

3.3 'Komite Bye-Laws 

Komite Bye-Laws sebagai lernbaga independen yang tugas utarnanya 

menyelesaikan rnasalah bila terjadi persengketaan antar peserta. Bahwa dengan 
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pembentukan Komite tersehut dipandang perlu untuk membuat pedoman yang 

akan digunakan oleh Komite sebagai panduan dalam melaksanakan tugas -togas 

Komite. Dalam perkembangan selanjutnya dan seiring dengan diterapkannya 

slstem _ penyeiesaian transaksi surat berharga, Komite telah menyetujui lingkup 

tugas Komite juga mencakup pada palaksanaan ketenluan Bye-Laws yang terkait 

dengan sistem penyelesaian transaksi sural berharga. 

Salah satu lugas komite ini adalah menyelesaikan persengketaan atau masalah 

yang timbul antarbank peserta Bank Indonesia (BI) real time gross settlement 

(RTGS). Cara penyelesaian sengketa di antara peserta-paserta sistem BI-RTGS 

diselesaikan oleh Komile Bye-laws yang anggotanya lerdiri dari bank-bank 

paserta. Tata cara panyelesaian sengketa disini , ada pihak yang menjadi pihak 

pemohon dan ada pihak yang menjadi tennohon. Sesuai dengan Pedoman Komite 

Bye-Laws Pasal 1!.3.4, Komite Bye-Laws memberikan sural kepada tennohon 

untuk menyampaikan berkas-berkas pannohonan berikut dokumen pandukung 

dan pemohon agar dapal ditanggapi oleh termohon dalam tenggang waktu 14 hari 

kerja. Bila setelah lenggang waktu 14 hari kelja tersebut terlewati, Komite Bye­

Laws belurn juga memperoleh tanggapan dari termohon, maka sesuai dengan 

Pedoman Komite Bye-Laws Pasal ll.3.5 Ketua Komite menetapkan bari dan 

tanggal Sidang Komite Penyelesaian Sengketa Pada Sidang Komite, jurnlah 

peserta rapal harus mencapai korum, yakni dihadiri oleh 21 orang. 

Putusan ditetapkan secara musyawarah mufakat dalam rapat Komite Bye­

Laws yang diucapkan dalam sidang tertutp dengan lidnk dihadiri oleh kedua belah 

pihak yang bersengketa. 

Putusan Komite Bye-Laws sesuai dengan Pedoman Komite Bye-Laws Pasal 

ll.5.4, maka putusan tersebut bersifat final dan mernpunyai kekuatan hokum tetap 

dan mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Sesuai dengan ketentuan pada 

Pedoman Komite Bye-Laws Pasal JU.6, keputusan ini hams dilaksanakan dalam 

waktu 7 hari seteJah hasil keputusan sidang secara resmi disampaikan kepada 

pihak-pihak yang bersengketa. Bila dalam waktu 30 hari keputusan tidak 
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dilaksanakan, maka Bank Indonesia akan mengumumkan ketidakpatuhan 

terhadap aturan Bye-Laws. 

4. KENDALA-KENDALA DALAM PENYERAGAMAN IIAK DAN 

KEWAJIBAN BANK-BANK PESERTA BI-RTGS MELALUI BYE-lAWS 

Bagi Bank Indonesia, penerapan sistem BI-RTGS yang pengaturannya dilengkapi 

juga di dalam Bye-laws, tentu saja bakal memudabkannya dalam melakukan 

pengawasan arus perputaran uang yang terjadi antar bank. Dihampkan kliring tanpa 

kertas ini mampu mengurangi resiko sistem pembayaran melalui 4(empat) cara, yaitu: 

a Penurunan secara signifikan intraday interbank exposure akan dapat 

mengurangi kemungkinan ketidakmampuan suatu bank dalam menutup 

kerugian atau menutup kekurangan lilruiditas karena bank lain tidak mampu 

memenuhi kewajibannya; 

b. Sistem BI-RTGS akan dapat mencegah kemungkinan teljadi resiko sisternik 

dalam net settlement; 

c. Karena bank dapat melaknkan penyelesaian akhir transaksi sctiap saat dan 

seketika selama window time, malca waktu penyelesaian akhir transaksi tidak 

lagi terfokns pada suatu waktu tertentu saja. Hal ini akan memberikan waktu 

yang cuknp bagi bank untuk menyelesaikan kesulitan likuiditasnya dengan 

earn memtnjarn dari bank lain atau rnenunggu incoming transfer dari bank 

lain; 

d. Tak hanya itu, RTGS juga memungkinkan Bank Indonesia memonitor short 

term interest rale.19Dengan demikian juga dengan bank peserta RTGS ini 

secara otomatis dapat mengeliminasi resiko kredit, resiko likuidita.•;; dan resiko 

sistemik. Dengan menggunakan V-shapped structure, mekanlsme tran~-fer via 

RTGS ini tidaklah rumit. Pertama, bank harus meng-input transfer kredit ke 

dalam terminal RTGS. Selanjutnya diteruskan ke RCC (RTGS Central 

Computer) di Bank Indonesia. RCC inilah yang akan memproses saldo 

rekening bank pengirim. Jika saldo cukup, sama, atau lebih besar dari nilai 

79 Aliran pembayaran dan likuiditas yang terjadi di pasar. 
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nominal transfer kredit, RCC akan rnelakukan posting secara bersamaan pada 

rekening giro bank pengirim dan bank penerima. Setelah kredit transfer 

berhasil diproses. secara otomatis akan dltransmisikan oleb RCC ke terminal 

RTGS bank penerima. Tetapi, ketika saldo tidak mencukupi, kredit transfer 

ditempatkan kedalam daftar antrian mesin RTGS. RCC inilab yang akan 

bertugas mengecek kecukupan saldo tersebut. Setelah saldo mencukupi 

barulab proses transfer bias dilaknkan oleh RCC. 

Seperti yang telab dikemukakan sebelumnya bahwa sebuab sistem berbasis 

teknologi, betapapun majunya tentu mempunyai resiko, Untuk mengantisipasi adanya 

kisruh hukum antarbank peseta RTGS, Bank Indonesia tak lupa menyiapkan amunisi 

yang cukup ampuh yakni Bye-Laws. Dalam perangkat hukum ini terdapat beberapa 

butir peljanjian antara bank-bank peserta BI-RTGS dalam mencapai keseragaman 

pelaksanaan pembayaran antar bank via internet ini. Dengan demikren, jika 

pembayaran antar bank mengalami kegagalan, maka pihak-pihak yang 

berkepentingan bisa mengajukan kompensasi Resiko sebuah sistem online terhadap 

pembajakan tidak dilupakan oleb Bank Indonesia. Dengan sigap, Bank Indonesia pun 

Ielah menyiapkan berbagai security layer. Bank Indonesia juga Ielah meminla kepada 

auditor Tl untnk mengaudit seluruh aplikasi RTGS ini. 

Bye-Laws bertujuan untnk kesemgaman hak dan kewajiban bank-bank peserta BI­

RTGS, namun dalam upaya mencapai keseragaman tersebut masih terdapat kendala, 

dimana kendala tersebut bnkan terdapat pada penyusunan kesepakatan tertulis yang 

dibuat antar bank-bank peserta, tetapi terdapat pada kurangnya sosialisasi di level 

pelaksana, juga keparuhan peserta terhadap kesepakatan lertulis tersebut dimana 

tedkait dengan operasional sistem BI-RTGS, sehingga menimbulkan permasalaban 

pada saat pelaksanaan sistem Bl-RTGS. Permasalahan yang teljadi dalam sistem 

Bl-R TGS ini, antara lain: 

a. Gridlock: 

Ada1ah suatu keadaan di mana terjadi kemacetan pada proses transaksi 

transfer dana yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kendala-kendala 

tertentu yang disebabkan kelalllian dari para bank peserta secara sengaja 
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maupun tidak disengaja. Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya 

Gridlock maka seluruh bank peserta sistem BI-RTGS diwajibkan untuk 

mengatur pembayarannya agar dapat berjalan sepanjang hari. Hal ini diatur di 

dalam Bye-Laws sebagai aturan yang melengkapi Bl-RTGS. Sebagai akibat 

dari Gridlock yang terjadi pada pembayaran-pembayarannya melalui sistem 

BI-RTGS (outgoing payments), memutuskan untuk meminjam fasilitas kredit 

intraday wajib menanggung sendiri beban biaya peminjaman tersebut tanpa 

melibatkan bank lainnya. Hal ini mengingatkan kesulitan lUltuk mengetahui 

bank-bank lainnya yang terkait dengan kondisi Gridlock yang dihadapi bank 

terse but. 

b. Kegagalan Pembayaran: 

Terjadi dalam hal bank pengirim gaga! untuk melakukan pembayaran, mal<:a 

bank pengirim berkewajiban untuk menyelesaikan masalah kegagalan 

pembayaran tersebut dan mernberikan kompensasi atas kerugian bank 

penerima yang diakibatkan oleh kegagalan pembayaran tersebut. Akan tetapi 

kompensasi yang wajib diberikan oleh bank pengirim dibatasi dengan suatu 

perhitungan tertentu yang diatur dalam Bye-Laws, dan kompensasi tersebut 

tidak meliputi consequential administrative cost. 

c. Alat bukri • 
Berkaitan dengan adanya alat bukti elektronik yang tedapat dalam sistem BI­

RTGS (yang dalam perjanjian antara Bank Indonesia dengan para bank 

peserta BI-RTGS dinyatakan sebagai ala! bukri yang sah dan otentik), oleh 

Bank Indonesia secara khusus diatur mengenai kesepakatan di antara para 

pihak bahwa Hasil Olahan Komputer (HOK) yang dikeluarkan oleh Sistem 

BI-RTGS yang bersifat elektronik merupakan suatu ala! bukti transaksi 

melalui Sistem BI-RTGS yang sah. Perlu untuk diperhatikan karena mengenai 

hal ini belum diatur atau diakui dalam peraturan perundangan yang berlaku di 

negara kita ( di KUHPerdata). Berkenaan dengan itu, mengingat peijanjian itu 

hanya rnempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak yang mernbuatnya, 

masih perlu dipermasalahkan mengenai kekuatan mengikat alat bukti 
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elektronik tersebut bagi publik. Dari sisi hukum, kesepak:atan ini memiJiki arti 

yang sangat penting untuk mengantisipasi tirnbulnya dispute di antara para 

pihak~ mengingat dalam sistem hukum Indonesia, terutama yang terkait 

dengan penyelenggaraan transfer dana. Akan tetapl baru-baro ini tepatnya 

pacta tanggal21 April2008 telah disahkan Undang-Undang Nomor II Tahun 

2008 tentang Infonnasi dan Transaksi Elektronik, dimana Pasal 5 Ayat (1) 

Undang-UndaTlg Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi 

Elektronik ini mengatur mengenai informasi elektronik, dokumen dan tanda 

tangan elektronik yang berbunyi sebagai berikut: 

"informasi elektronik dan!atau dokumen elektronik dan!atau basil cetaknya 

merupakan ala! bukti hukum yang sah". 

Pada Pasal 5 Ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa informasi elektronik dan!atau 

dokumen elektronik dan!atau basil cetaknya sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (I) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum 

Acara yang berlaku di Indonesia. 

Dengan disahkannya Undang-Undang ini diharapkan permasalahan mengenai 

alat bukti dapat ditanga:ni. 

d. Resiko Transaksi 

Adalah resiko yang prospektif dan berdampak pada pendapatan dan modal. 

Hal 1m merupaksn akibat adanya praktik pernpuan, kesalahan, 

ketidakmampuan dalam memelihara penawaran jasa serta memperluas produk 

iayanan internet banking. Tingginya resiko transaksi akan membawa eksis 

terhadap produk~produk layanan internet banking. Secara khusus resiko 

muncul kanena tidak layaknya perencanaan, pelaksanaan dan kontroL Bank 

yang menawarkan produkFproduk keuangan dan jasa me1alui layanan internet 

banking barus dapat mempertemnkan harapan-barapen nasabah mereka. Bank 

juga harus menjamin mereka mempunyai hak produk campuran dan 

kemampuan untuk penyerahan secam akumt, tepat waktu dan layanan yang 

dapat dipercaya untuk mngembangkan kepercayaan tingkat tinggi pada 

brandname bank. Nasabah yang aktif dalam berbisnis melalui layanan 
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interne! banking lebih menyukai toieransi yang kecil untuk kesalahan atau 

menghindari lembaga keuangan yang tidak mempunyai pengawasan internal 

yang memuaskan untuk mengatur bisnis layanan internet banking. Sebaliknya 

nasabah akan menyukai laya.nan internet banking dengan produk-produk yang 

tersedia secara terus-menerus dan halaman web yang mudah dikendalikan. 

Jenis-jerris software dan somber yang variatif akan mendukung fungsi-fungsi 

layanan internet banking yang disediakan untuk nasabah. Percobaan serangan 

atau pengacauan pada komputer bank dan sistem jaringsn adalab menjadi 

perhatian yang utama. Studi menunjukan babwa sistem yang mudah disenmg 

berada pada tingkat internal daripada eksternal, karena penggnna sistem 

internal mempunyai pengelllhuan dan akses. Bank seharusnya melakukan 

pengawasan yang prevent1f untuk meJindungi sistem layanan internet banking 

secara internal dan eksternal. Resiko transaksi berdampak pada reputasi, 

likniditas dan resiko kredit 

e. Resiko Suku Bunga 

Adalab resiko terhadap pendapatan atau modal yang timbul dari pergerakan 

suku bunga. Evaluasi dari suku bunga harus mempertimbangkan dampak yang 

kompleks terhadap produk. Layanan internet banking dapat menyediakan 

deposito, pinjaman, transfer dana dan hubungan lainnya dari konsumen yang 

memungkinkan daripada bentuk pemasaran yang lainnya. Besar akses 

konsumen terhadap layanan ini membutuhkan upaya untuk menegakan aturan 

dan memelihara kelayakan asset!liabilitas yang mencakup kemampuan 

mengubab pasar secara cepat. 

Selain kendala-kendala tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam kasus kajahatan 

di bidang perbankan yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan direalisasikan dengan 

cara perpindahan dana dan satu bank ke hauk yang lain pada prinsipnya dapat 

dilakukan dengan berbagai sarana sebaga1mana dimaksud di atas. seperti melalui 

sistem kliring,. sistem BI·RTGS atau sarana lainnya seperti transfer via telex antar 

bauk, transfer intralantar bank melalui A 1M, atau transfer antar bank melalui SWJFT. 

Dalam hal ini sistem BI-RTGS hsnya merupakan salah satu sarana atau vehicle untuk 
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melakukan perpindahan uang, dalam hal ini perpindahan dana dari satu bank ke bank 

yang latnnya~ baik untuk kepentingan bank itu sendiri rnaupun untuk kepentingan 

nasabahnya. Dengan demikian membuat sistem BI-RTGS menjadi tidak ada bedanya 

dengan "kendaraan" untuk mengirim uang dengan "mobil TIKI". Sistem kornputer 

menjalankan perintah transfer yang dimasukkan (entry} oleh petugas bank, sama 

halnya dengan petugas TIKI yang mengantar uang ke alamat yang ditulis oleh 

pengirirn. Adapun tindak kejahatannya sendiri terlepas dati sarana yang digunakan 

dalam melakukan transfer dana. Dari beberapa kasus yang terjadi, perrnasalahan 

mendasar ynng sering menyebabkan timbulnya kejahatan tersebut lebih didasarkan 

pada lemabnyn kontrol internal benk yang bersangkutan, sebegai contoh adanya 

keterlibatan pimpinan kantor cabang!kantor cabang pembantu dan alau petugas 

operasional internal bank dalarn tindak kejahalan, belum terdapat atau belum 

diirnplementasikannya sistem dan prosedur internal bank yang baku untuk transfer 

dana, posisi dan fungsl internal audit dalam organisasi lernah, design sistem 

pemberian hak akses maupun acces limit ke dalam sistem komputer untuk transfer 

dana beltun memadai, dan bank beium melakukan pelatihan maupun sosiahsasi 

ketentuan sistem RTGS dan s:istem internal. Dengan adanya kondisi terscbut di atas, 

untuk mendnkung agar bank selalu berhati-hati dalam melakukan kegiatan transfer 

dana tersebut, maka sesuai dengan penjelasan dalam bab II, dalam ketentuan sistem 

Bl-RTGS lebih ditegaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban benk 

peserta sistem BI~RTGS untuk meningkatkan keamanan transaksi antara lain rnelalui 

pelaksanaan internal kontrol dan security audit, melakukan perintah transfer dana 

sesuai dengau perinlah nasabahnya dan dalam jangka waktu tertentu, dan melakukan 

mekanisme koreksi yang telah ditetapkan dahun ketentuan sistem BI-RTGS apabila 

terdapat kesalahan dalam melakukan transaksi dalam sistern Bl-RTGS. Selanjutnya 

untuk mengontrol kepatuhan bank dalam memenubi kewajibannya sebagai peserta 

dalam sistem BI-RTGS, Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap bank 

tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. SeJain itu sebagai pendorong 

kepatuhan bank peserta Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia akan mengenakan sanksi 

administratif terhadap bank yang tidak memenuhi ketentuan tersebut Kejahatan di 

Universitas rndonesia 

Indonesian Bankers..., Annisa Shafira, FH UI, 2009



98 

bidang perbankan, khususnya yang berkaitan dengan transfer danalpenggunaan 

sarana transfer dana secara umum (bukan hanya melalui Sistem BI-RTGS, te!api 

semua sarana yang dapat dilakukan oleh baok baik melalui sarana elektronik dan 

sarana lainnya) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor ll Tahun 2008 tentang 

lnformasi dan Transaksi Elektronik, dalam undang-udang ini antara lain disebutkan 

pada Pasal 30 Ayat (3) yang berbunyi USetiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 

atau melawan hokum mengakses kompurer dan/atau sistem elektonik dengan cara apa 

pun dengan melanggar~ menerobos, meJampaui atau menjebol sistem pengaman, •. 

Pasal tersebut memuat hal mengenai hacker yang kerap kali menimbulkan kerugian 

pada orang lain dan setiap orang yang me!akukan perbuatan tersebut dikenakan 

saoksi pidana penjara paling lama 8 tabun dan/atau denda paling banyak 

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) hal ini diatur dalam Pasal 46 Ayat (3). 

Perbuatan lain yang terkait dengan transaksi elektronik dalam bidang perbaokan juga 

diatur dalam Pasal 31 Ayat l yang berbunyi "setiap orang dengan sengaja dan tanpa 

hak atau melawan hokum melakokan intersepsi a!au penyadapan atas informasi 

elcktronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer danlatau sistem 

elektronik tertentu milik orang lain"_ Setiap orang yang melakukan perbuatan terscbut 

dikemtkan saoksi pi dana pen jam paling lama I 0 tahun danlatau denda paling ban yak 

Rp.800.000_000,- (delapan ratus juta rupiah) hal ini diatur dalam Pasal 47 Undang­

Undang Nomor ll Tabun 2008 ten1ang Informasi dan Transaksi Elektronik_ Dengan 

disabkannya undang-undang ini dibarapkan se!ain dapat memberikan kepastian 

hukum kepada para pihak yang terkait dalam kegiatan transfer dana juga dibarapkan 

dapat mencegab kejahatan berkaitan dengan transfer dana dan membuat jera pelaku 

kejahatan transfer dana dengan adanya saoksi pidana yang sesuai dengan kejabatan 

yang dilakokan_ 
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5. PERLINDUNGAN HUKUM YANG DrBERIKAN BYE-I.AWS BAG! 

l'iASABAH PENGGUNA SISTEM BI-RTGS 

Sehubungan dengan diberiakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 

1016/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time 

Gross Settlement (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, 

Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4820), perlu diatur lebih 

lanjut mengenai tata cara pelaksanaan transaksi melalui Slstem Bank Indonesia Real 

Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dalam rangka memberikan perlindungan 

kepada nasabah Peserta Sistem BJ-RTGS, perlindungan terhadap nasabah tersebut 

diatur dalam Surat Edaran Kepada Peserta Sistem Bank Jadonesia Real Time Gross 

Settlement Di Indonesia Nomor !0/10/DASP tanggal 5 Maret 2008 Perihal: I 
Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlemenr 

dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS sebagai 

berikut 

a. Mengenai Jnstruksi Transfer 

Peserta pengirim barus mensyaratkan kepada nasababnya untuk mengisi 

lnstruksi transfer secara lengkap dan benar serta memperhatikan ketentuan 

yang berlaku, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana 

pencucian uang dan prinsip-prinsip mengenal nasabah (know your customer 

principles). lnstruksi transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim paling 

kurang memuat: 

I.) identitas nasabah pengirim; 

2.) identitas nasa bah penerima dana; 

3.) identitas Peserta penerima; dan 

4.) jumlah dana yang dit:ransfer. 

Indentitas nasabah pengirim dan nasabah penenma dana sebagaimana 

dimaksud di atas meHputi paling kurang nama dan nomor rekening atau, jika 

nasabah . pengirim atau penerima dana tidak memilki rekening pada bank 

peserta, identitas tersebut meliputl paling kurang nama dan a1amat. 

Pelaksanaan instruksi transfer dari nasabah peserta pengirim dapat menyutujui 
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untuk meneruskan instruksi transfer nasabah rnelalui sistem BI-RTGS apablla 

instruksi transfer tersebut telah memuat informasi yang Jengkap dan diisi 

dengan benar serta telah tersedia dana yang akan ditransfer. lnstruksi tersebut 

harus dllaksanakan sesuai dengan instruksi transfer yang diperintahkan 

nasabahnya_ Dalam hal peserta pengirim menyetujui untuk melaksanakan 

instruksi transfer dari nasabahnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 

L) untuk transfer yang diterima paling lambat pada saat berakhimya jam 

pelayanan nasabab untuk transfer melalui sistem BI-RTGS yang 

ditetapkan pesorta pengirim, peserta pengirim harus dengan segera dan 

tanpa menunda meneruskan instruksi transfer tersobut; 

2.) untuk instruksi transfur dari nasabah yang diterima setelab berakhimya 

jam pelayanan ru1sabab sebagaimana dimaksud diatas, paling lambat pada 

hari kerja berikutnya peserta pengirim harus meneruskan instruksi transfer 

dengan segera dan tanpa menunda setelah peserta berhasil melakukan 

log-on ke RCC, dengan memperbatikan penyelesaian transaksi-transaksi 

lainnya yang diprioritaskan, seperti transaksi bank dengan rekening 

Kantor Pelayanan Perbendabaraan Negara (KPPN) dan transaksi Kas 

Penarikan TWlai. 

Dan dalam hal peserta pengirim menyetujui untuk melaksanakan instruksi 

transfer dari nasabahnya, maka pendebetan rekeuing nasabab pengirim harus 

dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerusan instruksi transfer 

oleh peserta pengirim. Dalam bal Peserta pengirim tidak melaksanakan 

instruksi transfer dari nasabahnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud di atas, dan Peserta pengirim telab mendebet rekening nasabahnya, 

maka: 

1.) Nasabah Peserta berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku 

untuk jenis rekening nasabab pengirim pada Peserta pengirim terhitung 

sejak tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal 

penerusan instruksi transfer. Peserta pengirim harus memperhatikan 

terpenuhinya hak nasabah tersebut; atau 
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2.) Peserta penglrim harus melakukan reversal, yaitu mengkred!t kembaU 

dana nasabah yang sudah didebet ke rekening nasabah sesuai tanggal 

pendebetan. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk transfer yang berasal 

dad setoran tunal. 

Pesena pengirim bertanggung jawab atas kesesuaian penulisan instruksi yang 

dibuat oleh nasabah pengirim. Dalarn hal Peserta pengirim mengirimkan 

instruksi transfer tidak sesuai dengan instruksi transrer yang dibuat oleh 

nasabah pengirim, maka Pesena pengirim harus, alas beban Peserta pengirim, 

mencrbitkan instruksi transfer bam sesuai dengan instruksi transfer nasabah 

pengirim tanpa menunggu pengembalian dana dari Peserta penerima atau 

nasabah penerima yang tidak berhak sesuai dengan prosedur sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang rnengatur mengenai 

penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Penerbitan instruksi transfer baru 

sebagaimana dimaksud di alas harus dilakukan pada tanggal yang sama 

dengan tanggal diketahuinya ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud di atas, 

apebila ketidaksesuaian diketabui paling lambat 30 (tiga puluh) menit 

sebelum berakhimya batas waktu (window 1 ime) jenis transak:si tersebut; atau 

paling larnbat pada hari kerja berikutnya dengan ketentuan harus dengan 

segera dan tanpa menunda melakukan penerbitan instruksi transfer baru 

setelah peserta berhasil melakukan log-on ke dalam RCC dengan 

memperhatikan penyelesaian transaksi-transaksi lainnya yang diprioritaskan. 

Dalam hal teijadi kondisi sebagaimana dimaksud pada di atas, nasabah 

Peserta berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis 

rekening nasabah Peserta yang d1bebani untuk transfi:r terkait, terhitung sejak 

tanggal pendebetan rekening nasabah Peserta sampai tanggal pelaksanaan 

instruksi transfer yang baru. Peseita pengirim harus memperhatiken 

terpenuhinya hak nasabah tersebut Dalam hal paserta telah melaksanakan 

penerbitkan instruksi transfer baru sesual dengan instruksi transfer nasabah 

pengirim, maka dana yang salah terkirim dapat diminta kembali oleh peserta 

pengirim kepada peserta penerima. 
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b. Penyampaian Dana kepada Nasahah Peserta Penerima 

Peserta penerima barus menyampaikan dana kepada nasabah penerima dana 

s.ebagaimana tercantum dalam confirmation advice yang diterimanya dengan 

memperhatikan ketentuan yang berlaku, antara lain ketentuan yang mengatur 

mengenai tindak pidana pencucian uang dan prinsip-prinsip mengenal 

nasabah (know your customer principles), serta pembatasan transaksi rupiah 

dan pemberian kredit val uta asing oleh bank. Confirmation advice merupakan 

basil olahan komputer (computer print-out) yang tercetak di Peserta penerima, 

yang menunjukkan bahwa Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia 

telah dikredit Peserta penerima harus menyampaikan dana yang ditujnkan 

kepada nasahah penerima dana segera setelah Penyelenggara mengkredit 

Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia, yang dibuktikan dengan 

confirmation advice, dengan ketentuan sebagal berikut: 

L} Transfer unrnk nasabah panerima dana yang merniliki rekening di Kantor 

peserta penerima: 

a.) Untnk dana yang dikreditkan ke rekening Giro Peserta Penerima di 

Bank Indonesia paling lambat pada saat berakhjmya batas wal;tu 

penyelesaian transfer atas nama nasabah, peserta penerima harus 

dengan segera dan tanpa menunda mengkredit dana tersebut ke 

rekening nasabah penerima pada tanggal valuta yang sama dengan 

tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Baok 

Indonesia; 

b.) Apabila peserta penerima tidak dapat mengkredit dana ke rekening 

nasabah penerima pada tanggal valuta yang sama sebagaimana 

tersebut di atas, paling lambat pada hari kerja berikutnya Peserta 

penerima barns dengan segera dan tanpa menunda mengk:redlt dana 

tersebut ke rekening nasabah penerima setelah Peserta berhasil 

melakukan log-on ke RCC, dengan menggunakan tanggal valuta yang 

sama dengan tanggal pengkreditao Rekening Giro Peserta penerima di 

Bank Indonesia. Alasan yang dapat diterima untuk tidak mengkredit 
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rekening penerlma pada tanggal valuta yang sama antara lain karena 

sistem teknologi informasi di Peserta penerima be[um terintegrasl 

danfatau kantor Peserta penerima berada di wiiayah dengan Sl'Uana 

komunikasi dan tra:nsportasi yang tidak mendukung. 

c.) Dalam hal sistem internal peserta ttdak memungkinkan Peserta 

penerima untnk melakukan pengkreditan pada hari kerja berikutnya 

dengan menggunnkan tanggal valuta yang sama dengan tanggal 

pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima sebagaimana dimaksud 

di atas, maka nasabah penerima berhak atas bunga sesuai dengan 

bunga yang berlaku untnk jenis rekening nasabah penerima pada 

Peserta penerima rerhitung sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro 

Peserta penerima di Bank Indonesia sampai tanggal pengkreditan 

rekening nasahah penerima. Peserta penerima harus memperhatikan 

terpenuhinya hak nasabab tersebut. 

d.) Untuk dana yang dikreditkan ke Rekening Giro Peserta penerima di 

Bank Indonesia setelah bemkhimya batas waktu penyelesaian transfer 

atas nama nasabab atau peda periode perpanjangan waktu 

penyelesaian transfer atas nama nasabah yang ditetapkan 

Penyelenggara, paling lambat pada hari kerja berikutnya Peserta 

penerima harus dengan segera dan tanJJa menunda mengkredit dana 

tersebut ke rekening nasabah penerima setelah Peserta berhasil 

melakukan log-on ke RCC, dengan rnenggunakan tanggal valuta 1 

(satu) ban setelah tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta 

penerima di Bank Indonesia. Apabila Peserta penenma lidak 

mengkredit dana ke rekening nasabab penerima pada hari kelja 

berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf d), Peserta 

penerirna harus membayar kompensasi kepada nasabah penerima dana 

sesuai bunga yang berla.ku untuk jenis rekening tersebut ditambah 

dengan tingkat kompen.sasi sebesar 200 (dua ratus) basis points 

dengan ketentuan sebagai berikut, pertama untuk keterlambatan 
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pengkreditan sebagaimana dimaksud diatas kompensasi bunga 

dihitung sejak tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro Peserta 

penerima di Bank Indonesia. Kedua untuk keterlambatan pengkreditan 

sebagaimana dimaksud pada huruf d) kompensasi bunga dihitung 

sejak I (satu) hari setelah tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro 

Peserta penerima di Bank Indonesia. 

Ketentuan kewajiban pembayaran tambahan kompensasi tersebut tidak 

berlaku apabila Peserta penerima menunda pelaksanaan pengkreditan alas 

dasar permintaan pihak yang berwenang atau ketentuan yang berlakn.110 

Ketentuan yang berlakn di sini antara lain adalah ketentuan Bank 

Indonesia mengenai penerapan prinsip-prinsip mengenal nasahah (know 

your customer principles), ketentuan Bank Indonesia rnengenai 

pemhatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit val uta asing oleh bank, 

serta Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang. khususnya yang terkalt dengan pemantauan atas 

transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction). 

2.) Transfer untuk nasabah penerima dana yang tidak memiliki rekening di 

pesert.a penerima: 

a.) Peserta penerima harus mengirim surat pemberitahuan mengenai telah 

tersedianya dana basil transfer kepada nasahah penerirna dana pada 

tanggal yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro 

Peserta penerima di Bank Indonesia atau paling lambat pada hari kerja 

berikotnya. Surat pemberitahuan merupakan dasar begi penerima dana 

untuk mengambil dana di kantor Peserta penerima. Penyampalan surat 

pemberitahuan pada hari kerja berikutnya dilakukan apabila ksntor 

peserta penerima sudah tutup atau pengkreditan Rekening Giro Peserta 

Penerima dilakakan dalarn periode perpanjangan Jam Operasional 

80 Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang'' antara lain kepolislan, kejaksaan dan 
pengadilan. 
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b.) Apabila berdasarkan pertimbangan tertentu peserta penerima lidak 

dapat mengirJm surat pemberitahuan dalamjangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada huruf a) sural pemberitahuan harus dikirim pada 

tanggal diterimanya informasi transfer di Peserta penerima atau paling 

lambat hari kezja berikutnya. Penyampeian sural pemberitahuan pada 

hari diterimanya informasi transfer di kantor Peserta penerima atau 

paling lambat beri kezja berikutnya berlaku jika kantor Peserta 

penerima berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan 

lransportasi yang tidak mendukung. 

Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan instruksi transfer sesuai dengan 

instruksi transfer dari nasabah pengirim namWl Peserta penerima melakukan 

pengkreditan dana kepada nasabah penerima dana yang berbeda dari nasabah 

penerima dana yang tercantum dalam confirmation advice, Peserta penerima 

harus menyampaikan dana kepada nasabeb penerima dana yang berhak pada 

tanggal yang sarna dengan tanggal diketahuinya kesalahan tanpa menunggu 

pengembalian dana dari nasabeb81 Dalarn hal teljadi kondisi sebagaimana 

dimaksud di atas, Peserta penerima harus membayar bunga kepada nasahah 

penerima yang berhak sesuai dengan tingkat bunga yang berlalru untuk jenis 

rekening nasabah penerima tersebut? terhitung sejak tanggal seharusnya 

rekening nasabah penerima yang berhak dikredit sesuai dengan ketentuan, 

sampai tanggal pelak:sanaan pengkreditan pada rekening nasabah penerima 

yang berhak. Kelentuan tersebut hanya berlaku untuk transfer yang ditujukan 

kepada nasabah penerima yang memiliki rekening pada Peserta penerima. 

c Pengumuman Biaya Transfer dan Jam Pelayanan Nasabah Untuk Transfur 

Melalui Sistem BI-RTGS 

Peserta harus mengamumkan secara tertulis di setiap kantor Peserta tentang 

informasi besarnya biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk transfer 

91 Yang dimaksud dengan tanggal diketahuinya kesalahan adalah: a. apabila kesalahan 
dJketahui oleh Pesena penerima, yaitu tanggaf yang sama dengan tanggal diketemukannya kesalahan 
tersebut. b. apabi(a kesalahan diberitahukan o!eh Peserta pengirim, yaitu tanggal pada saat Peserta 
penerima selesai mclakukan verifikasi dan rekonsiliast dokumen terkait dengan ttanfer dana tersebut 
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melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Peserta. lnfonnasi berupa 

pengumurnan besam:ya blaya transfer dan jam peiayanan nasabah untuk 

transfer melalui Sistem BI-RTGS tersebut diletakkan di setiap kantor Peserta 

pada tempat yang rnudah terlihat oleh nasabah. Dalam rnenetapkan jam 

pelayanan nasabab untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS, Peserta harus 

mengacu pada batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah yang 

ditetapkan oleh Penyelenggam dan mempertimbangkan waktu yang 

diperlukan Peserta untuk menyelesaikan proses penerusan instruksi transfer 

dari nasabah. 

d. Tata Cara Penghitungan Bnnga dan Kompensasi 

Dalam hal Peserta pengirim dan Peserta penerima tidak dapat memenuhi 

ketentuan yang berkaitan dengan pe1aksanaan instruksi transfer dari nasabah 

Peserta me1alui Sistem BI-RTS. Peserta. pengirim dan/atau Peserta penerima 

bertanggung jawab untuk membayar bunga dan kompensasi kepada nasababnya 

sesuai dengan ketentuan dalarn Sura! Edaran No. 10/10/DASP tanggal 5 Maret 

2008 perihal Pelaksanaan Transaksi Me!alui Sistem Baak Indonesia Real Time 

Gross Settlement (Sistem BIRTGS) dalarn rangka Perlindungan kepada Nasabah 

Peserta Sistem Bl-RTGS (SE No.l0/10/DASP). Bcrkenaan dengan hal tersehut, 

tata cara perhitungan bnnga dan kompensasi adalah sebagai berikut 

i ,) Pembayaran Bunga atas Keterlambatan Pengiriman Instruksi Transfer 

Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer nasabahnya 

sesuai dengan huruf C SE No. 10/10/DASP dan Peserta pengirim telah 

mendebet rekening nasabahnya, nasabah pengirim herhak atas bunga sesuai 

dengan jenis rekening nasabah pengirim, terhitung sejak tanggal pendebetan 

rekening nasabah pengirim sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer. 

Pembayarn.n Bunga atas Keterlambatan Penerbitan Instruksi Transfer Baru 

Dalam hal Peserta pengirim menerbitkan instru.ksi transfer barn sebaga.Jmana 

dimaksud pada huruf D SE No. 10/!0/DASP karena Peserta pengirim 

melakukan kesalahan daJam melakukan instruksi transfer, nasabah pengirim 

berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenls rckening 

nasabah pengirhu yang dibebani untuk trarsfer terkait, terhitnng sejak tanggal 
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pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal pelaksanaan instruksi 

transfer yang baru. 

2.) Kompensasi kepada Penerima Dana atas Keterlarubatan Pengkteditan Dana 

oleh Peserta Penerima 

Transfer yang diterima paling lambat pada saat berakhimya batas waktu 

penyelesaian lransfer alas nama nasabah dan Peserta penerima tidak dapat 

mengkredit dana ke rekening nasabah penerima pada tanggal valuta yang 

sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank 

Indonesia: 

a.) Peserta melakukan pengkreditan di hari keJja barikutnya namun sistem 

internal Peserta penerima tidak memungkinkan Peserta untuk 

menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan 

Rekening Giro Peserta penerima 

b.) Pengkreditan ke rekening nasabah penerima dilakukan melebihi I (satu) 

hari keJja sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di 

Bank Indonesia dengan a1asan apapun Dalam hal ini, nasabah penerima 

berhak: atas bunga dan kompensasi sebesar: 

2 bali x (bunga rekening nasabah + 2)% x 11365 x jumlah dana yang 

ditransfer. Transfer yang diterima setelah berakhirnya batas waktu 

penyeJesaian transfer atas nama nasabab dan Peserta penerima melakukan 

pengkreditan melebihi I (satu) hari keda sejak tanggal pengkreditan 

Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia. 

Untuk mendorong kepatuhan beuk peserta pada ketentuan yang diatur dalam 

Sistem Bl-RTGS, Bank Indonesia juga mengenakan sanksi kepada peserta yang tidak 

memenuhi kewajiban sebegaimana diatur dalam PBI Sistem BI-RTGS berupa: 

a. Teguran tertuJis; 

b. Kewajiban membayar; dan atau 

c. Perubahan status kepesertaan menjadi ditanggubknn (suspend). 
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Disa.mpaikan oleh penulis suatu kesimpulan dan saran berdasarkan analisis dan 

pembahasan" 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dengan 

merujuk pada pokok pennasalahan yang diajukan maka dapat disimpulkan, yaitu 

sebagni beril-ut: 

1. Bahwa Bye-Laws bertujuan untuk keseragaman hak dan kewajiban bank-bank 

peserta BI-RTGS, namun daJam upaya mencapai kesemgaman tersebut masih 

terdapat kendala, dimana kendala tersebut bukan terdapat pada penyusunan 

kesepakatan tertulis yang dibuat autar bank-bank peserta, tetapi terdapat pada 

kurangnya sosialisasi di level pelaksana, juga lrepatuban peserta terhadap 

kese~tan tertulis tersebut dimana terkait dengan operasional sistem BI~ 

RTGS, sehingga menimbulkan pennasalahan pada saat pelaksanaan sistem 

Bl-RTGS" Permasalahan yang terjadi dalam sistem Bl-RTGS ini, antara lain: 

Gridlock~ kegagalan pembayaran~ resiko transaksi yang kerap timbul sebagal 

akibat adanya praktek penipuan, kesaluban, ketidakmampuan dalam 

memeHhara penawaran jasa serta memperiuas produk Jayanan internet 

banking, tidak layaknya pelaksanaan dan kontrot Apabila diamati lebih 

mendalam terlihat babwa kemampuan penguasaan petugas sistem Bl-RTGS 

relatif kecil, hal ini menunjukan bahwa kemampuan penguasaan petugas 

sistem Bl-RTGS telah memadaL Namun demikian, pengetahuan petugas 

sistem BI-RTGS masih perlu ditingkatkan karena masih cukup banyaknya 

kejadian gangguan pada RT karena kesalahan petugas yang mencapai 74 
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kejadian per tahun. Kejadian gangguan pada RT dan RCC selama ini telah 

menjadi hambatan pada operasional sistem Bl-RTGS bahkan sampai 

terjadinya sistem down dan mempengaruhi proses. penyeiesaian transaksi balk 

untuk kepentingan bank maupun nasabah akan mengakibatkan klaim dari 

pihak yang dirugikan. Gangguan pada sistem BJ-RTGS se<Oara tidak langsung 

telah menyebabkan kerugian baik bersif&t financial (claim dan over time) 

serta kerugian non financial seperti image Bank Indonesia sebagai 

penyelenggara sistem dihadapan stakeholder, 

2. Bahwa perlindungan yang diberikan Bye-laws terhadap nasabah bank peserta 

BI-RTGS tesebut telah diatur Iebih lanjut dalam Sural Edaran Kepada Peserta 

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Di Indonesia Nomor 

10/10/DASP tanggal 5 Maret 2008, yang memberikan perlindungan kepada 

nasabah, dengan perwujudan sebagai berikut: 

a. Instruksi Transfer: 

Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer 

nasabahnya sesuai dengan huruf C SE No. 10110/DASP dan Peserta 

pengirim telah mendebet rekening nasababnya. Nasabah Peserta 

berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis 

rekening nasabah pengirim pada Peserta pengirim terhitung sejak 

tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal 

penerusan instruksi transfer. Peserta pengirim harus memperhatikan 

terpenuhinya hak nasabah tersebut; atau Peserta pengirim harus 

melakukan reversal, yaitu mengkredit kembali dana nasabah yang 

sudah didebel ke rekening nasabah sesuai tanggal pendebetan. 

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk transfer yang berasal dari 

setoran tunai. 

~ Da1am hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer dari 

nasabahnya Peserta pengirim bertanggung jawab atas kesesuaian 

penulisan instruksi yang dibuat oleh nasabah pengirim_ Dalam hal 

Peserta pengirirn mengirimkan instruksi transfer tidak sesuai dengan 

UniverSitas Indonesia 

Indonesian Bankers..., Annisa Shafira, FH UI, 2009



II 0 

instruksi lransfer yang dibuat oleh nasabah pengJrJm, maka Peserta 

pengirirn harus, atas beban Peserta pengirim, menerbitkan ins:truksi 

transfer baru sesuai dengan instruksi transfer nasabah pengirim tanpa 

menunggu pengembalian dana dari Peserta penerlrna atau nasabah 

penerima yang tidak berhak 

b. Keterlambatan pengkreditan 

Peserta penerima harus membayar kompensasi kepada nasabah penerima 

dana sesuai bunga yang berlaku untuk jenis rekening tersebut ditambah 

dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points dengan 

ketentuan sebagai berikut, pertama untuk keterlannbatan pengkreditan 

sebagaimana dimaksud diatas kompensasi bunga dihitung sejak tanggal 

valuta pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. 

Kedua untuk keterlambatan pengkreditan sebagaimana dimaksud pada 

huruf d) kompensasi bunga dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal 

valuta pengkreditan Rekenlng Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. 

Kompensasi kepada Penerima Dana atas Keterlambatan Pengkreditan Dana 

oleh Peserta Penerima Dalam hal ini, nasabah penerima berhak atas bunga 

dan kompensasi sebesar: 

2 hari x (hunga rekening nasabah + 2)% x !1365 x jumlah dana yang 

ditransfer . Transfer yang diterima setelah berakhimya batas waktu 

penyelesaian transfer atas nama na..o;;abah dan Peserta penerima melakukan 

pengkreditan melcbihi l (satu) hari kerja sejak tanggal pengkreditan 

Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia 

c. Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan instruksi transfer sesuai 

dengan instruksi transfer dari nasabah pengirim namun Peserta penerima 

melakukan pengkreditan dana kepada nasabah penerima dana yang 

berbeda dari nasabah penerima dana yang tercantum dalarn confirmation 

advice~ Peserta penerima harus menyampaikan dana kepada nasabah 

penerima dana yang berhak pada tanggai yang sama dengan tanggal 

diketahuinya kesatahan tanpa menunggu pengembalian dana dari nasabah. 
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Dalam hal teljadi kondisi sebagaimana dimaksud di atas, Peserta penerima 

barns membayar bunga kepada nasabah penerima yang berhak sesuai 

dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima 

tersebut 

2. SARAN 

Terhadap Bank Indonesia. dalam mengatasi segala kendala-kendala yang ada 

pada sistem BI-RTGS hendaknya perlu diatur mengenai adanya kewajiban untuk 

lebih meningkatkan pemeriksaan internal dan security audit pada bank-bank peserta 

sistem Bl-RTGS, serta kewajiban memenuhi ketentuan yang Ielah ditetapkan dalam 

ketentuan Bank Indonesia tenlang Sistem Bl-RTGS. Dan guna untuk mengurangi 

kejadian gangguan pada sistem Bl-RTGS per[u dilakukan upaya-upaya 

penyempurnaan dan monitoring terhadap seluruh komponen sistem BI~RTGS baik 

hardware, software,jaringan komunikasi.power supply dan peningkatan kernampuan 

petugas operasional bank. Mengingat sislem BI-RTGS memiliki tingkat kompleksitas 

yang linggi maka peningkatan keljasama dengan pihak provider harus memiliki 

standarisasi da1am pelayanan (service level agreement) untuk memastikan sistem 

dapat befjalan dengan baik dan apabila terjadi gangguan, sistem dapat dengan segera 

recovery. 

Selain itu, Bank Indonesia sebaik:nya melakukan penyesuaian terhadap aturan­

aturan yang terkandung di da!am Peraturan Bank Indonesia I0/6/PBII2008 tentang 

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Bye-Laws, sehubungan 

dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor I l Tahun 2008 tentang Intonnasi 

dan Transaksi Elektronik. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Undang-Undang di 

dalam Hierarki Perundangan di Indonesia, yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

suatu Peraturan Bank Indonesia. Sehingga aturan-aturan yang terletak di bawah 

dalam susunan Hierarki Perundangan Republik Indonesia tersebul, tunduk pada 

peraturan yang berada di atasnya (Lex Specialis Derogal Les Generalis). 
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Lampiran 1 daf\arpertanyaan tentang Bl-RTGS, 12 November 2008 

1. Apakah yang dimaksud dengan Sistem Bl-RTGS? 

2. Apakah peran Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS? 

3. Apakah tujuan Bank Indonesia menye1enggarnkan program Bl-RTGS? 

4. Apakah resiko yang terdapat dalam sistem BI-RTGS? 

5. Apakah yang dilnknkan oleh Penye1enggara untuk dapat menge1ola risiko sistem 

pembayaran? 

6. Bagaimanakah mekanisme transfer dana dalam sistem Bl-RTGS? 

7. Apakah yang dimaksud dengan V-Shapped Structure? 
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Lampiran 2 daftar pertanyaan tentang Bye-Laws, 20 November 200& 

I. Apakah yang dimaksud dengan Bye-Laws? 

2. Bagaimanakah bentuk dari Bye-Laws? 

3. Ketentuan apa saja yang diatur di dalam Bye-Laws? 

4. Apakah yang dimaksud dengan Cut-off Time? 

5. Apakah tujuan dari Use of Funds? 

6. Bagaimanakah tala cara penyelesaian sengketa melalui Komite Bye-Laws? 
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